STUDI KEBIJAKAN MITIGASI BENCANA GUNUNG API  BERBASIS KEARIFAN LINGKUNGAN DI SDN NGABLAK SRUMBUNG MAGELANG by Pinkan Bening, Ajuba
  
i 
 
STUDI KEBIJAKAN MITIGASI BENCANA GUNUNG API  BERBASIS 
KEARIFAN LINGKUNGAN DI SDN NGABLAK SRUMBUNG 
MAGELANG 
 
 
 
SKRIPSI 
 
 
 
Diajukan kepada Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Negeri Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan 
 
 
 
 
 
 
 
Oleh: 
Pinkan Bening Ajuba 
NIM. 11110244040 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAM STUDI KEBIJAKAN PENDIDIKAN 
JURUSAN FILSAFAT DAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN 
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
OKTOBER 2015



  
v 
 
MOTTO 
 
“Everything has a black and white side. When there is volcanic eruption disaster, 
there is always beautiful scene and fertility. When there is sadness, there is 
always happiness. Works quietly, blow it in the right time, such like Mount 
Merapi!”  
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan macam-macam kearifan 
lingkungan dan kebijakan yang terkait dengan mitigasi becana gunung api yang 
berbasis kearifan lingkungan di SDN Ngablak Srumbung Magelang. Perumusan 
masalah pada penelitian ini didasarkan pada tujuan-tujuan penelitian tersebut. 
Subjek penelitian ini adalah Kepala SDN Ngablak, guru, penjaga sekolah, 
siswa di SDN Ngablak dan masyarakat Lereng Merapi. Objek dari penelitian ini 
adalah kebijakan yang terkait dengan mitigasi bencana gunung api yang berbasis 
kearifan lingkungan. Lokasi penelitian ini berada di SDN Ngablak Dusun 
Purwosari Desa Ngablak Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini  yaitu wawancara semiterstruktur, observasi 
terus terang atau tersamar, dan studi dokumen. Sedangkan analisis data yang 
digunakan adalah analisis model Miles dan Huberman.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada berbagai macam kearifan 
lingkungan yang terdiri dari: a) Keyakinan terhadap keberadaan gunung merapi 
sebagai anugrah; b) Kesadaran tentang pentingnya hidup berdampingan dengan 
Gunung Merapi; c) Tanda fsiskdan metafisik sebagai peringatan akan terjadinya 
bencana; d) Musyawarah masyarakat sebagai cara untuk mencari solusi tentang 
permasalahan yang berkaitan dengan bencana Gunung Merapi; e) Gotong Royong 
saat terjadi bencana dan pasca bencana; f) Kentongan sebagai alat peringatan 
terjadinya bencana; g) Pengelolaan dan pemanfaatan alam dengan prinsip ‘Sak 
Madya’;dan h) Larangan membangun rumah menghadap ke arah Gunung Merapi. 
Kebijakan Mitigasi Bencana yang berbasis Kearifan lingkungan di SD Negeri 
Ngablak terdiri dari a) Struktural: konstruksi gedung tidak boleh menghadap ke 
Gunung Merapi dan pembuatan artefak kegunungapian yang dibuat dengan 
prinsip gotong royong; b) Non-struktural: (1) Sosialisasi tentang kebencanaan 
yang dikemas dalam bentuk musyawarah; (2) Pengintegrasian Materi 
Pembelajaran dengan metode  nasehat seperti yang dilakukan masyarakat pada 
generasi penerusnya; (3) Koordinasi Sekolah dengan Desa dalam bentuk 
musyawarah dengan dimensi kearifan lingkungan; (4) Desa Bersaudara (Sister 
Village) sebagai hasil musyawarah dalam menangani proses evakuas; serta adanya 
(5) Simulasi Bencana yang dilakukan dengan prinsip gotong royong 
 
Kata Kunci: kebijakan, mitigasi bencana, kearifan lingkungan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah negara yang dilintasi oleh garis khatuliswa yang 
memiliki berbagai macam potensi keindahan alam seperti pantai, danau, gua, 
air terjun, gunung dan lain-lain. Namun dibalik keindahan tersebut yang 
menjadi perhatian adalah potensi bencana alam yang terjadi di Indonesia yang 
beragam pula. Bencana-bencana tersebut antara lain seperti banjir, longsor, 
kebakaran, badai, tsunami, angin puting beliung, banjir lahar dingin, gempa 
bumi, dan gunung meletus. 
Negara kepulauan ini memiliki 127 gunung berapi yang masih aktif. 
Jumlah tersebut diakumulasikan menjadi 27% dari jumlah seluruh gunung api 
di dunia. Sebanyak 76 gunung api dari jumlah tersebut dinyatakan sebagai 
gunung yang berbahaya. Di Pulau Jawa terdapat 35 gunung api,  Gunung 
Merapi adalah salah satu gunung api yang paling aktif di Indonesia bahkan di 
dunia. Interval letusan Gunung Merapi ini diakumulasikan oleh BPBD 
Kabupaten Magelang menjadi 2-7 tahun. Maka dari itu penyadaran masyarakat 
akan bencana sangat penting dan memiliki tingkat urgenitas yang sanga tinggi. 
Hal ini didasarkan pada kerugian-kerugian yang ditimbulkan setiap kali terjadi 
erupsi Gunung Merapi. Informasi terakhir dari Badan Penyelidikan dan 
Pengembangan Kebencanaan (BPPK) tahun 2015, aktivitas Merapi berupa 
hembusan terjadi pada 27 Maret 2014, pukul 13.32 WIB. Aktivitas ini dimulai 
pada tanggal 24 Maret pada pukul 11.00 WIB disertai gempa vulkanik dengan 
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kedalaman hingga 4 km dari puncak dan kekuatan amplitudo sebesar 40 mm. 
Kemudian pada tanggal 27 Maret, BPPTK merekam terjadi gempa tektonik 
pada pukul 01.16 dan 03.52 WIB. Pada pukul 13.12 hingga 13.16 WIB terjadi 
hembusan selama 4 menit. Hal ini mengakibatkan adanya getaran kaca di 
Museum Gunung Merapi. Hembusan Gunung Merapi pada pukul 13.32 WIB 
disertai dengan hujan abu, pasir, dan kerikil di Glagaharjo (Srunen, Gading), 
Kendalsari, Argomulyo, Deles, Kepuharjo (Manggong), Ngemplakseneng, dan 
Balerante. Aktivitas tersebut terjadi disertai dengan suara gemuruh, kaca rumah 
bergetar, dan terdengar serta terasa aktivitasnya di daerah Pakem, Argomulyo, 
Glagaharjo, Besi,  Museum Gunung Merapi, Tlogolele dan Tegalrandu.  
Kejadian erupsi pada tahun 2010 menjadi salah satu ledakan paling besar 
jika dibandingkan dengan erupsi-erupsi Gunung Merapi dalam jangka waktu 
100 tahun. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas Gunung Merapi dan dampak 
setelah terjadi erupsi yang lebih besar dibandingkan dengan erupsi sebelumnya. 
Beberapa daerah yang terkena dampak dari letusan Gunung Merapi ini adalah 
Desa Srumbung, Ngablak, dan Mranggen di Kecamatan Srumbung Kabupaten 
Magelang. Desa-desa tersebut adalah desa yang berada pada radius 7-13 km 
dari puncak Gunung Merapi dan termasuk desa Kawasan Rawan Bencana 
(KRB) III. Letusan Merapi pada tahun 2010 menyebabkan tingkat hunian hotel 
turun hingga 70%, sebanyak 900 UMKM tutup, sejumlah 1.548 ekor ternak 
warga mati, terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok di sekitar Yogyakarta, 
serta kerugian di bidang pertanian mencapai Rp. 247 miliar. Hal ini tentu 
menjadi masalah tersendiri khususnya bagi masyarakat yang bermukim di 
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kawasan Lereng Gunung Merapi. Banyak kerugian yang ditimbulkan ketika 
terjadi erupsi Gunung Merapi bagi warga sekitar. 
Bencana-bencana ini justru banyak diakibatkan oleh ulah manusia itu 
sendiri. Ada berbagai alasan manusia melakukan suatu tindakan yang 
membahayakan dirinya baik sebelum terjadi bencana, pada saat bencana, 
maupun setelah terjadi bencana. Tindakan manusia ini seperti tidak tahu, tidak 
mau tahu, bahkan tidak peka bahwa mereka hidup dalam ancaman bencana 
yang sewaktu-waktu dapat menghilangkan nyawa. Hal ini dapat dilihat dari 
potret masyarakat Lereng Merapi. Warga masyarakat enggan meninggalkan 
Lereng Merapi dikarenakan kesuburan tanah dan limpahan bahan material hasil 
erupsi. Begitu pula warga yang tinggal di dekat sungai yang menjadi aliran 
lahar dingin. Mereka tidak mempedulikan bahaya yang mengancam nyawanya. 
Selain itu, beberapa warga bersikukuh untuk tetap tinggal di rumah dan bahkan 
menolak dievakuasi ketika terjadi erupsi Merapi tahun 2010. Hal inilah yang 
menjadi salah satu indikator mengapa masyarakat masih belum dikatakan 
sebagai masyarakat yang menyadari bahwa hidupnya berada dalam ancaman 
bencana. Jaya Murjaya (2010: 247) menyebutnya sebagai masyarakat yang 
gagal ‘melihat’ bencana, meskipun bencana tersebut ada dihadapannya. Maka 
dari itu perlu tindakan khusus untuk menyadarkan warga masyarakat, 
khususnya yang bermukim di Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Api 
Merapi. Hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat bukan memberhentikan 
aktivitas Gunung Merapi melainkan dengan mengenali karakternya, 
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menghindari sumber bencana, dan membekali diri melalui pemahaman atau 
penanggulangan bencana salah satunya melalui mitigasi bencana. 
Terkait dengan mitigasi bencana ini, pemerintah telah mengeluarkan 
kebijakan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana. Undang-undang ini juga mengatur penyelenggaraan 
mitigasi bencana yang berada di bawah tanggung jawab pemerintah pusat dan 
daerah. Hal ini kemudian menjadi penting untuk dijadikan sebagai salah satu 
fokus kebijakan baik di tingkat nasional maupun lingkungan. Oleh Pemerintah 
Daerah Kabupaten Magelang, undang-undang ini disikapi dengan 
mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penanggulangan 
Bencana. Adanya undang-undang ini menunjukkan kepedulian pemerintah 
terhadap keberlangsungan hidup masyarakat, terutama masyarakat yang berada 
pada Kawasan Rawan Bencana (KRB). Undang-undang ini menjadi landasan 
pemerintah daerah di tingkat kecamatan pula dalam menyelenggarakan 
penanggulangan bencana. Dalam hal ini, pemerintah daerah diharapkan lebih 
berperan aktif mengingat pemerintah daerah lebih mengenali kondisi dan 
ancaman bencana di daerahnya. Dengan begitu, maka kerugian akibat bencana 
dapat diminimalisir.  
Subjek dan objek dalam undang-undang penanggulangan bencana adalah 
masyarakat itu sendiri. Masyarakat diharapkan mampu mengorganisir dirinya 
sendiri dalam menghadapi bencana. Pemerintah menegaskan bahwa instansi 
pemerintah yang terkait dengan penanggulangan bencana hanya 
bertanggungjawab memberikan fasilitas kepada masyarakat sesuai dengan 
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standarpelayanan minimum. Hal ini terdapat dalam UU Nomor 24 Tahun2007 
pasal 6. Sasaran kebijakan ini yaitu menciptakan masyarakat yang mandiri, 
dalam artian kaitannya dengan penanggulangan bencana. Masyarakat 
diharapkan mampu untuk menyadari, dan memahami cara menghadapi bencana 
alam. Namun dalam kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum 
menyadari bahwa mereka hidup dalam ancaman bencana. Hal ini ditunjukkan 
dengan masih banyaknya warga yang menggali bahan material di sungai tanpa 
alat pengaman, pemukiman penduduk yang masih terdapat di bantaran sungai 
yang menjadi jalur aliran banjir lahar dingin, penolakan evakuasi ketika terjadi 
erupsi, dan lain-lain. Sikap-sikap warga masyarakat yang seperti inilah yang 
justru mempengaruhi dan menambah kuantitas kerugian ketika terjadi bencana. 
Hal ini mengakibatkan tujuan kebijakan pemerintah yang bertujuan 
mengurangi kerugian akibat bencana belum dapat tercapai secara maksimal. 
Kebijakan mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana harus 
disesuaikan dengan kondisi daerah dan potensi bencananya. Kebijakan 
penanggulangan bencana di daerah pesisir dengan pegunungan tentu berbeda. 
Mitigasi bencana di wilayah rawan bencana gunung api bukan lagi menjadi 
sekedar wacana namun harus direalisasikan sebagai suatu kebutuhan bagi 
masyarakat yang berada di Kawasan Rawan Bencana (KRB). Pemerintah 
daerah dapat menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga 
swadaya masyarakat, atau organisasi lain dalam mewujudkan keberhasilan 
undang-undang tentang penanggulangan bencana ini. Namun pada 
kenyataannya, tanggung jawab instansi pemerintah yang seharusnya memenuhi 
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hak bagi korban bencana belum terlaksana secara optimal hingga saat ini. Hal 
ini dapat dilihat berdasarkan fakta-fakta di lapangan bahwa instansi pemerintah 
belum melaksanakan tugas fungsionalnya ketika terjadi bencana. Yusdani 
(2010: 58) menyebutkan sebagai suatu pergeseran dari “government” ke 
“governance”. Artinya aparat tidak berada di tempat kejadian ketika terjadi 
erupsi Merapi. Tugas fungsional pemerintah desa juga tidak optimal pasca-
letusan dengan keterbatasan dana dan sumber daya. Sehingga pemerintah 
hanya melakukan “politik perhatian”. Maksudnya yaitu menyapa warga di 
barak pengungsian. Hal ini yang kemudian bertentangan dengan tanggung 
jawab instansi pemerintah yang seharusnya memenuhi hak bagi korban 
bencana seperti yang terdapat pada UU Nomor 24 Tahun 2007 pasal 6 dan 8. 
Realisasi kebijakan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana 
ini seharusnya dilaksanakan pula di instansi pendidikan, salah satunya yaitu 
melalui sekolah. Sekolah sebagai salah satu wadah dalam mewariskan kearifan-
kearifan yang ada di masyarakat, merupakan instansi pemerintah yang harus 
diutamakan sebagai salah satu agen sosialisasi dan pelaksana kebijakan ini, 
sekolah juga perlu mendukung kebijakan pemerintah dengan mengembangkan 
kebijakan tersebut di tingkat sekolah. Salah satunya seperti kebijakan 
penanggulangan bencana melalui mitigasi bencana. Sekolah diharapkan 
mampu menjadi salah satu instansi pemerinah yang menjadi agen sosialisasi 
utama bagi warga sekolah terkait dengan penanggulangan bencana. Hal ini 
dikarenakan, banyaknya waktu yang dihabiskan di lingkungan sekolah. 
Pelaksanaan penanggulangan bencana di sekolah ini didasarkan pada kebijakan 
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yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 
2014 Pasal 41 ayat (2) yang menyatakan bahwa kesiapsiagaan bencana 
dilaksanakan melalui pendidikan kesiapsiagaan bencana dalam kurikulum 
sekolah dasar dan menengah, sebagai muatan lingkungan. Salah satu tingkat 
sekolah yang penting untuk dijadikan sebagai wadah dalam pelaksanaan 
kebijakan bencana tersebut adalah sekolah di tingkat dasar. Hal ini 
dimaksudkan agar para siswa mendapatkan bekal pengetahuan dan ketrampilan 
dalam penanggulangan bencana melalui mitigasi bencana sejak dini. Semakin 
dini pembekalan kebencanaan dilakukan, maka kerugian akan dampak bencana 
semakin sedikit. Namun pada kenyataannya berdasarkan pra observasi yang 
dilakukann peneliti di 8 sekolah di Kecamatan Srumbung, masih banyak 
sekolah-sekolah yang belum memiliki muatan lingkungan atau program 
sekolah yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.  
Terdapat 23 SD dan 4 MI di Kecamatan Srumbung Kabupaten 
Magelang. Salah satu diantaranya adalah SDN Ngablak yang menjadi salah 
satu sekolah target penyelenggaraan program pengurangan resiko bencana dari 
Pemerintah  Daerah Kabupaten Magelang. Sekolah ini merupakan sekolah 
yang terletak di radius 7-13 km dari puncak Gunung Merapi. Tentu saja 
sekolah ini tergolong berada di Kawasan Rawan Bencana. Jika terdapat banyak 
sekolah di Kecamatan Srumbung dengan berbagai bencana yang mengancam, 
maka adakah pertimbangan-pertimbangan lain yang menjadi alasan untuk tidak 
mengintegrasikan kebijakan mengenai penaggulangan bencana dengan 
kebijakan sekolah? Keselarasan kebijakan sekolah tidak dapat dipisahkan dari 
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nilai-nilai yang berkembang di masyarakat misalnya seperti hal-hal yang terkait 
dengan kearifan lingkungan masyarakat Lereng Merapi.  
Banyak wisatawan yang berkunjung ke Merapi tidak hanya sekedar 
menikmati keindahan alam, meneliti gejala-gejala alam, mengolah kekayaan 
alam,  memanfaatkan hasil alam, tetapi juga ingin mengkaji kearifan-kearifan 
lingkungan yang berkembang di sana. Misalnya seperti kearifan-kearifan 
masyarakatnya, bagaimana masyarakat dapat hidup berdampingan alam, dan 
bagaimana masyarakat mampu bertahan hidup dalam ancaman erupsi ini. Hal 
ini menjadi suatu kajian yang menarik hingga saat ini.  
Banyaknya permasalahan terkait dengan kegunungapian masih menjadi 
sorotan di negeri ini. Solusi tentang penanganan bencana yang berkaitan 
dengan kegunungapian seharusnya digali dari masyarakat di Lereng Gunung 
Merapi itu sendiri. Kearifan lingkungan merupakan bekal bagi generasi penerus 
untuk dapat melestarikan warisan nilai dan budaya yang ada di masyarakat. 
Bekal kearifan lingkungan akan sangat berpengaruh pada cara pandang 
masyarakat Lereng Merapi dalam melangsungkan kehidupannya terutama bagi 
generasi penerus bangsa. Termasuk pula pengaruh pada cara masyarakat hidup 
berdampingan dengan alam. Pemeliharaan dan kepercayaan masyarakat Lereng 
Merapi menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari. 
Melalui pendalaman kearifan-kearifan yang ada di masyarakat, para ahli 
kegunungapian dapat memformulasikannya untuk disosialisasikan ke publik. 
Salah satu instansi pemerintah yang juga memiliki keterlibatan yang cukup 
besar dalam proses pewarisan nilai-nilai yang ada dimasyarakat Lereng Merapi 
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ini yaitu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan juga memiliki tanggung 
jawab untuk mewariskan kearifan-kearifan lingkungan masayarakat di Lereng 
Merapi.  
Bentuk-bentuk kearifan masyarakat Lereng Merapi saat ini mulai 
ditinggalkan. Baik oleh masyarakat itu sendiri maupun bentuk 
pengintegrasiannya di lembaga pendidikan. Hal ini tampak pada respon siswa 
di delapan SD di Kecamatan Srumbung ketika disuguhi pertanyaan-pertanyaan 
yang terkait dengan kearifan lingkungan masyarkatnya. Mereka seolah tidak 
mengenal beberapa kearifan-kearifan yang ada di lingkungannya. Padahal, 
kedudukan kearifan lingkungan terutama bagi masyarakat yang berada di 
kawasan rawan bencana sangat penting dan berpengaruh dalam menjalani 
kehidupan sehari-hari. Bahkan kearifan-kearifan tersebut menjadi pedoman 
dalam menjawab masalah-masalah yang terkait dengan bencana gunung api. 
Apabila kearifan-kearifan ini tidak lagi diwariskan kepada generasi penerus, 
maka siapa lagi yang akan menjaga kearifan-kearifan tersebut? Hal ini menjadi 
pertanyaan yang memiliki tingkat urgensi yang tinggi dan memerlukan 
jawaban melalui kebijakan yang bersifat implementatif dan antisipatoris.  
Kebijakan mengenai penanggulangan bencana memang telah tertuang 
dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007. Namun, fakta di lapangan 
menunjukkan banyaknya kendala dalam mengimplementasikan kebijakan 
tersebut. Permasalahan ini juga ditemukan di lembaga pendidikan di tingkat 
sekolah. Banyak sekolah yang masih kebingungan dalam menyikapi kebijakan 
ini. Hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis terhadap 8 kepala 
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sekolah dan pendidik di 8 sekolah yang ada di Kecamatan Srumbung. 
Sebenarnya hal ini dapat diatasi dengan mengintegrasikan kearifan lingkungan 
dalam proses pembuatan kebijakan. Permasalahan yang dihadapi setiap 
masyarakat itu berbeda-beda. Apabila pembuatan kebijakan yang didasarkan 
pada kearifan lingkungan masyarakatnya, maka pengambil kebijakan akan 
lebih mudah dalam mengatasi masalah mengingat solusi yang diambil tidak 
bersifat top-down tetapi bersifa bottom-up. Karena suatu kebijakan akan lebih 
mudah diimplementasikan apabila didasarkan pada kearifan masayarakatnya. 
Jika kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik, maka untuk mencapai 
tujuan kebijakan bukan menjadi hal yang sulit untuk diwujudkan. Misalnya 
kearifan dalam bentuk musyawarah yang ada di masyarakat Lereng Merapi. 
Sekolah bermusyawarah dengan warga masyarakat atau bekerja sama dengan 
kantor desa dalam rangka mencari solusi atas permasalahan mengenai 
kebencanaan berdasarkan nilai-nilai atau kearifan yang telah ada di masyarakat. 
Baik masyarakat maupun sekolah dapat mengungkapkan masalah-masalah apa 
saja yang ada terkait dengan kegunungapian. Sebagai masyarakat yang tinggal 
di kawasan rawan bencana tentu sudah memiliki wawasan yang terkait dengan 
kegunungapian. Hal itu kemudian dapat dimusyawarahkan untuk mendapatkan 
solusinya. Lembaga pendidikan dapat menggali dan kemudian 
mengintegrasikannya dalam proses belajar mengajar di sekolah. Dengan 
demikian, antara lembaga pendidikan dengan masyarakat memiliki keselarasan 
dan dapat berjalan beriringan sehingga sekolah juga lebih mudah dalam 
mencapai tujuannya.  
  
11 
 
Letak sekolah yang berada dalam kawasan lereng Merapi yang terkenal 
dengan berbagai macam kearifan lingkungan ini tentu menjadi hal yang  
menarik untuk diteliti. SDN Ngablak ini merupakan salah satu sekolah di 
tingkat dasar yang menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lainnya dalam 
menerapkan kebijakan mitigasi bencana. Hal ini dikarenakan adanya beberapa 
kerja sama yang dilakukan sekolah dengan instansi lain seperti Save The 
Children, PMI Indonesia, PMI Singapura, dan BPBD Kabupaten Magelang. 
Kerja sama tersebut terkait dengan penanggulangan bencana gunung api 
berbasis pendidikan. Selain itu sekolah ini juga menjadi sekolah pertama yang 
menjadi target proyek dalam Program Pengurangan Resiko Cencana oleh 
BPBD Kabupaten Magelang. Apa saja kearifan-kearifan lingkungan yang ada 
di masyarakat Lereng Gunung Merapi dan bagaimana bentuk kebijakan 
sekolah terkait dengan mitigasi bencana yang berbasis kearifan lingkungan 
menjadi pertanyaan-pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian 
ini. Maka dari itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan dalam rangka 
mengkaji kebijakan mitigasi bencana gunung api yang berbasis kearifan 
lingkungan di SDN Ngablak Srumbung, Magelang, Jawa Tengah.  
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi macam-
macam masalahnya sebagai berikut. 
1. Banyaknya potensi bencana alam yang dimiliki Indonesia seperti bencana 
gempa bumi, longsor, banjir, angin puting beliung, tsunami, dan erupsi 
yang mengancam nyawa manusia; 
  
12 
 
2. Terdapat Gunung Api Merapi yang memiliki aktivitas dengan intensitas 
yang paling tinggi dan menjadi gunung api teraktif di Indonesia bahkan di 
dunia. Intensitas aktivitas Gunung Merapi yang tinggi seringkali menelan 
banyak korban nyawa dan kerugian materiil hingga ratusan miliar rupiah; 
3. Bencana yang mengancam nyawa ini banyak disebabkan oleh manusia 
sendiri yang gagal ‘melihat’ bencana artinya banyak masyarakat yang 
belum menyadari bahwa mereka hidupa dalam ancaman bencana; 
4. Penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
penanggulangan bencana dinilai belum mencapai hasil yang maksimal. Hal 
ini berdasarkan pada tingkat kesadaran masyarakat akan bencana; 
5. Terdapat pergeseran dari “government” ke “governance”. Tugas fungsional 
pemerintah desa tidak optimal pasca-letusan karena keterbatasan dana dan 
sumber daya. Sehingga pemerintah hanya melakukan “politik perhatian” 
dan hak korban bencana belum terpenuhi; 
6. Masih banyak sekolah yang belum memiliki kebijakan dalam bentuk 
muatan lingkungan atau program sekolah yang terkait dengan 
penanggulangan bencana; 
7. Kesadaran akan pelestarian kearifan lingkungan yang dapat menjawab 
permasalahan tentang kegunungapian yang masih lemah, terutama oleh 
pengambil kebijakan; dan 
8. Kearifan lingkungan justru mulai ditinggalkan oleh lembaga pendidikan. 
Padahal kearifan lingkungan dapat menjadi pedoman warga sekolah agar 
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dapat hidup berdampingan dengan alam dan menjawab masalah yang 
terkait dengan bencana erupsi. 
9. Belum dioptimalkannya pengintegrasian kearifan lingkungan pada proses 
pembuatan kebijakan terkait dengan kegunungapian. 
C. Batasan Masalah 
Masalah - masalah yang diungkapkan dalam identifikasi masalah 
tersebut akan dibatasi pada pengkajian kebijakan yang terkait mitigasi bencana 
Gunung Merapi yang berbasis kearifan lingkungan. Penelitian ini akan 
mengidentifikasi hal-hal apa saja yang termasuk dalam kearifan lingkungan 
dan mendiskripsikan kaitannya dengan kebijakan mitigasi bencana. 
D. Rumusan Masalah 
Berikut ini merupakan rumusan masalah berdasarkan latar belakang di 
atas. 
1. Apa saja kearifan lingkungan yang terdapat di masyarakat Lereng Gunung 
Merapi? 
2. Bagaimana kebijakan mitigasi bencana Gunung Merapi yang berbasis 
kearifan lingkungan di SDN Ngablak Srumbung Magelang Jawa Tengah? 
E. Tujuan 
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat diketahui bahwa 
tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Untuk mengetahui kearifan-kearifan lingkungan yang terdapat di masyarakat 
Lereng Gunung Merapi; dan 
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2. Untuk mengetahui kebijakan mitigasi bencana Gunung Merapi yang 
berbasis kearifan lingkungan di SDN Ngablak Srumbung Magelang Jawa 
Tengah. 
F. Manfaat 
Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini antara lain sebagai 
berikut. 
1. Bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepala sekolah, dan pengambil 
kebijakan terkait, sebagai bahan referensi dan rekomendasi dalam membuat 
dan/atau mengembangkan kebijakan terutama yang terkait dengan mitigasi 
bencana Gunung Merapi yang berbasis kearifan lingkungan; 
2. Bagi guru, sebagai bahan referensi dalam menambah dan/atau 
mengembangkan materi pembelajaran yang terkait dengan mitigasi bencana 
Gunung Merapi yang berbasis kearifan lingkungan; 
3. Bagi siswa, sebagai bekal dan penambahan pengetahuan terkait dengan 
mitigasi bencana Gunung Merapi yang berbasis kearifan lingkungan; 
4. Bagi mahasiswa dan peneliti, sebagai bahan rujukan, referensi, dan 
perbandingan dalam mengembangkan materi serta penelitian yang terkait 
dengan kebijakan mitigasi bencana berbasis kearifan lingkungan; dan 
5. Bagi masyarakat umum, sebagai bahan referensi terkait dengan mitigasi 
bencana Gunung Merapi yang berbasis kearifan lingkungan. 
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BAB II 
KAJIAN TEORI 
 
A. Kajian Teori 
1. Kebijakan 
a. Pengertian Kebijakan 
Secara etimologi, kata kebijakan berasal dari Bahasa Yunani, Polis 
yang berarti kota. Artinya, kebijakan ini sangat erat kaitannya dengan 
pengelolaan kota melalui pemerintahannya. Kebijakan tersebut dikelola oleh 
pemerintahan demi mencapai tujuan dari kota itu sendiri. 
Gamage dan Pang (2003) dalam Syafaruddin (2008: 75) menyatakan 
bahwa kebijakan terdiri dari pernyataan tentang sasaran dari satu atau lebih 
pedoman yang luas untuk mencapai sasaran tersebut, yang dilaksanakan 
bersama, dan memberikan kerangka kerja dalam melaksanaan program. 
Artinya dalam suatu kebijakan terdapat rancangan yang digunakan sebagai 
pedoman dalam mencapai tujuan kebijakan itu sendiri. Syafaruddin (2008: 
76) berpendapat bahwa kebijakan adalah hasil keputusan manajemen puncak 
yang dibuat berupa tujuan-tujuan, prinsip-prinsip, dan aturan-aturan yang 
mengarahkan organisasi melangkah ke masa depan. Manajemen puncak 
merupakan salah satu jenjang manajemen yang berkaitan erat dengan 
kebijakan. Kebijakan dari manajemen puncak ini bersifat sangat umum dan 
memiliki kekhususan yang rendah. Selain itu, kebijakan ini memiliki 
ketegasan dan kepentingan yang tinggi. Misalnya seperti kebijakan yang 
terkait dengan hubungan masyarakat, penelitian, maupun masalah-masalah 
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keuangan seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN 
merupakan anggaran-anggaran untuk masing-masing bidang dalam suatu 
pemerintahan. Hal ini bersifat sangat umum. Alokasi untuk masing-masing 
bidang seperti bidang politik, sosial, budaya, pendidikan, dan lain secara 
tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, APBN 
memiliki tingkat kepentingan yang tinggi. Tanpa adanya anggaran pada 
suatu instansi, maka kebijakan-kebijakan yang telah diturunkan dalam 
bentuk program tidak akan dapat berjalan. Maka dari itu, APBN memiliki 
ketegasan dan kepentingan yang tinggi dengan tingkat kekhususan yang 
rendah. Manajemen puncak ini seringkali digunakan untuk kebijakan jangka 
menengah dan jangka panjang. Pertimbangan pembuatan APBN tidak 
ditujukan untuk pelaksanaan jangka pendek melainkan jangka menengah 
dan jangka panjang. 
Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
kebijakan adalah keputusan atas ekspektasi individu maupun kelompok 
untuk mengatasi suatu masalah sehingga dapat mencapai tujuan tertentu. 
Ekspektasi ini muncul setelah adanya suatu masalah. Kebijakan di sini 
berperan sebagai suatu arah tindakan yang bertujuan untuk mengatasi 
masalah tersebut. 
b. Pendekatan Kebijakan 
Berikut ini merupakan beberapa pendekatan dalam kebijakan 
berdasarkan pendapat Linblom dalam Syafaruddin (2008: 79-80). 
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1) Pendekatan Analisis, merupakan pendekatan yang mengunakan hasil analisis 
dalam mengambil keputusan dan membuat alternatif-alternatif kebijakan 
untuk menghasilkan suatu kebijakan. Misalnya, kebijakan pendidikan untuk 
daerah-daerah yang sulit dijangkau khususnya pengadaan tenaga pendidik. 
Kondisi ini kemudian dianalisis, misalnya melalui penelitian kebijakan. 
Hasil analisis dari penelitian kebijakan tersebut menghasilkan beberapa 
alternatif-alternatif kebijakan. Saat ini telah berlaku kebijakan untuk 
pengadaan tenaga pendidik yang ditempatkan di daerah terpencil, yaitu 
adanya kebijakan yang dituangkan dalam program SM3T (Sarjana Mengajar 
di Daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal). 
2) Pendekatan Politik, yaitu pemngambilan keputusan untuk membuat suatu 
kebijakan yang dipengaruhi oleh kekuasaan, tekanan, dan kendali dari pihak 
lain. Misalnya penyelenggaraan pendidikan sepanjang hayat atau Long Life 
Education yang digadang-gadang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. 
Indonesia merupakan salah satu anggota PBB. Sebagai lembaga tinggi 
tingkat dunia dan memiliki kekuasaan, Indonesia juga harus menyelaraskan 
pendidikannya dengan slogan tersebut.  
3) Pendekatan Analisis dan Politik, adalah pendekatan yang mengetengahi 
antara pendekatan analisis dan pendekatan politik. Selain itu, pendekatan ini 
untuk mengatasi kelemahan dari pendekatan-pendekatan yang lain. Misalnya 
kebijakan pendidikan yang terkait dengan kurikulum. Menteri pendidikan 
memiliki kekuasaan dalam menentukan kurikulum apa yang akan digunakan 
dalam penyelenggaraan pendidikan. Namun, untuk menghindari kepetingan-
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kepentingan individu, pengaruh kekuasaan, tekanan, dan lain-lain, kebijakan 
ini perlu dianalisis terlebih dahulu. Hasil analisis tersebut kemudian 
menghasilkan alternatif-alternatif kebijakan sebagai dasar pembuatan 
kebijakan yang terkait dengan kurikulum. Apakah kurikulum tersebut sesuai 
dengan kebutuhan zaman atau tidak, apakah kurikulum yang akan 
diberlakukan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, apakah kurikulum tersebut 
sesuai dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia yang terdapat dalam 
Undang-Undang  Nomor 20 tahun 2003 atau tidak, dan masih banyak 
pertimbangan-pertimbangan yang lain. 
Perumusan kebijakan yang menggunakan pendekatan analisis dan 
politik diharapkan dapat mencakup aspek-aspek yang lebih komprehensif. 
Hal ini dikarenakan kebijakan merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan 
dengan sistem pemerintahan. Kebijakan yang tingkat kompleksitasnya rendah 
akan menjadi kebijakan yang seolah-olah menjadi trial-error bagi 
masyarakat. Alih-alih menyelesaikan masalah, kebijakan ini justru 
menimbulkan masalah baru. Maka dari itu diperlukan kebijakan dengan 
tingkat komprehensivitas yang tinggi. 
2. Kebijakan Pendidikan 
a. Pengertian Pendidikan 
Sebelum membahas mengenai kebijakan pendidikan, perlu diketahui 
dahulu makna mengenai pendidikan itu sendiri. Kata pendidikan berasal dari 
Bahasa Yunani Paedagogus yang berarti ilmu yang berkaitan dengan anak. 
Dalam Bahasa Inggris, kata pendidikan dikenal dengan Education. Istilah 
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Education dalam kamus Oxford Learner’s Pocket Dictionary diartikan 
sebagai pelatihan dan pembelajaran.  
Crow dan Crow (1994: 2-4) memaknai pendidikan sebagai suatu 
proses kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi individu untuk membekali 
kehidupan sosial dan mewariskan adat lingkungannya. Hal ini senada 
dengan pendapat dari Dwi Siswoyo (2011: 1) mengenai upaya 
memanusiakan manusia melalui pendidikan yang didasarkan atas pandangan 
hidup atau filsafat hidup, latar belakang sosiokultural tiap-tiap masyarakat, 
serta pemikiran-pemikiran psikologis tertentu. Meskipun pendidikan 
diselenggarakan secara universal, namun masyarakat akan memaknai 
pendidikan sebagai suatu wadah untuk mewariskan pandangan atau filsafat 
hidup sesuai dengan kondisi dari masyarakat itu sendiri. Ki Hajar Dewantara 
dalam Arif Rohman (2013: 8) mengemukakan bahwa pendidikan adalah 
usaha manusia untuk menuntun anak, baik sebagai individu maupun sebagai 
anggota kelompok masyarakat, sesuai kodratnya untuk mencapai 
kesempurnaan hidup. Arif Rohman (2012: 1) mengemukakan bahwa 
pendidikan dapat dipahami sebagai serangkaian upaya masyarakat dalam 
rangka mewujudkan kualitas anggota-anggotanya agar dapat menjadi 
manusia dewasa. Dewasa dalam hal ini menjadi suatu tujuan dalam cita-cita 
pendidikan. Pendapat ini berkaca dari pendapat Langeveld yang 
mengharapkan pendidikan dapat membawa manusia pada kedewasaan. 
Kedewasaan yang dimaksud di sini meliputi dimensi: a) individualitas, yang 
tercermin pada sifat dan sikap pada individu; b) sosialitas, yang tercermin 
  
20 
 
dalam sikap dan perilaku sosial atau hal berkaitan dengan orang lain; c) 
rasionalitas, dapat dilihat dari cara berpikir seseorang terhadap suatu hal; d) 
religiusitas, yang terkait dengan sikap dan perilaku yang berkaitan dengan 
agama; dan e) moralitas, hal ini tercermin dari sikap dan perilaku tentang 
nilai-nilai moral baik lingkungan maupun internasional.  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, pendidikan dimaknai sebagai: 
“Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara” 
 
Imam Barnadib dan Sutari (1996: 13) membedakan makna 
pendidikan dalam arti umum dan khusus. Dalam arti umum,  pendidikan 
merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai tingkat hidup yang 
lebih tinggi. Sedangkan dalam arti khusus, pendidikan dimaknai sebagai 
bimbingan dari orang dewasa kepada orang yang belum dewasa untuk 
mencapai tujuan pendidikan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Suparlan 
Suhartono (2009: 42-50) juga membedakan arti pendidikan menurut sudut 
pandang luas dan sempit. Arti pendidikan menurut sudut pandang luas 
dipahami sebagai pembudayaan kehidupan manusia sehingga manusia 
mendapatkan arti dirinya sebagai manusia. Dengan kata lain, pendidikan 
adalah suatu sistem enkulturasi untuk menjadikan manusia sebagai manusia 
yang beradab dan berbudaya. Proses penyelenggaraan pendidikan dituntut 
mampu mendorong seseorang untuk terus belajar akan suatu hal di 
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lingkungan sosialnya. Keadaan ini kemudian mempengaruhi sikap dan 
perilaku individu, baik secara fisik, spiritual, sosial, maupun religiusitasnya. 
Proses inilah yang dimaksud sebagai enkulturasi. Lebih lanjut, Suparlan 
Suhartono menjelaskan mengenai identifikasi karakteristik pendidikan 
dalam arti luas menjadi: 
1) Pendidikan berlangsung sepanjang zaman (life long education). 
Pendidikan merupakan proses yang terus menerus yang berlangsung 
dalam kehidupan. Dalam aktivitas kehidupan, akan selalu terjadi proses 
pendidikan.  
2) Pendidikan berlangsung disetiap lini kehidupan. Selain berlangsung 
sepanjang hayat, pendidikan juga terkandung dalam aspek-aspek 
kehidupan, baik dalam kondisi diciptakan maupun secara alami.  
3) Pendidikan berlangsung disegala tempat atau di mana saja, maupun 
disetiap waktu atau kapan saja. Artinya, proses pendidikan tidak 
mengenal waktu dan tempat. 
Sedangkan arti pendidikan menurut sudut pandang sempit yaitu 
seluruh kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara teratur serta 
terarah di lembaga pedidikan sekolah. Penjelasan lebih lanjut, Suparlan 
Suhartono mengartikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana yang 
dilaksanakan oleh institusi persekolahan (school education) untuk 
membimbing dan melatih peserta didik agar tumbuh kesadaran tentang 
eksistensi kehidupan dan kemampuan menyelesaikan setiap persoalan 
kehidupan yang selalu muncul. Arti pendidikan ini secara sederhana 
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dikatakan sebagai sekolah yang merupakan tempat untuk melanjutkan 
pendidikan keluarga dan masyarakat. Melalui sekolah siswa diharapkan 
memiliki kecakapan dan ketrampilan sebagai bekal untuk menghadapi 
permasalahan hidup. Berikut ini adalah karakteristik pendidikan dalam arti 
sempit. 
1) Pendidikan berlangsung dalam masa terbatas, yaitu masa kanak-kanak, 
remaja, dan dewasa; 
2) Pendidikan berlangsung dalam ruang terbatas, misalnya di sekolah dan 
sesuai dengan jadwal; 
3) Pendidikan berlangsung dalam suatu lingkungan khusus yang sengaja 
diciptakan dalam bentuk kelas demi keefektifan dan keefisienan proses 
pembelajaran; 
4) Isi pendidikan disusun secara sistemik dan terprogram dalam bentuk 
kurikulum; dan 
5) Tujuan pendidikan ditentukan oleh pihak luar, dalam hal ini adalah 
sekolah. 
Berdasarkan penjelasan tersebut, baik dari sudut pandang luas 
maupun sempit, Suparlan Suhartono menarik kesimpulan bahwa pendidikan 
merupakan kegiatan simultan di seluruh aspek kehidupan manusia, yang 
berlangsung di segala lingkungan di mana ia berada, disegala waktu, dan 
merupakan hak dan kewajiban bagi siapa pun, serta terlepas dari 
diskriminasi apa pun. 
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Pendidikan menjadi suatu hal yang sakral dalam kehidupan. 
Pengaruhnya yang sangat kuat dalam kehidupan membuat para ahli 
pendidikan merancang sedemikian rupa wujud pendidikan menjadi suatu hal 
yang disengaja bukan lagi merupakan proses alamiah. Hal ini terbukti 
dengan dirumuskannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan undang-undang tersebut, 
pendidikan nasional memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi peserta 
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 
Dalam Kongres PPKI di Surabaya pada tanggal 31 Agustus 1928, Ki 
Hajar Dewantoro dalam H. A. R.Tilaar (2012: 43) mengatakan: 
“Pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas 
hidupnya lahir, sedangkan hidup batin itu terdapat dari pendidikan. 
Manusia merdeka yaitu manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak 
tergantung kepada orang lain, akan tetapi berdasar atas kekuatan 
sendiri. “ 
 
Manusia terlahir dengan ketidakberdayaannya sebagai makhluk yang 
perlu dibimbing atau diberi pendidikan. Perkembangan hidupnya pertama 
kali diajarkan oleh orang tuanya disusul kemudian lembaga-lembaga 
pendidikan serta masyarakat. Lembaga pendidikan seyogyanya tidak 
berperan sebagai pembentuk kepribadian manusia, melainkan menjadi 
fasilitator dalam mengembangkan apa yang telah ada dalam diri peserta 
didik. Dengan demikian, manusia dapat memberdayakan dirinya baik bagi 
kepentingannya sendiri maupun bagi alam sekitarnya. 
  
24 
 
Prinsip mendasar proses pendidikan menurut Romo Mangun dalam H. 
A. R.Tilaar (2012: 63-65) adalah sebagai berikut. 
1) Peserta didik mempunyai keinginan untuk mengeksplorasi dirinya dan 
alam sekitarnya; 
2) Peserta didik dilahirkan dengan berbagai kemampuan seperti ingin untuk 
berdiri sendri, ingin berkomunikasi dan mengembakan bakat 
kebersamaannya dengan sesama temannya; 
3) Kondisi tempat proses pendidikan berlangsung haruslah dalam suasana 
kekeluargaan; dan 
4) Peranan diri sendiri (self government). 
Dari berbagai definisi dan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa 
tujuan pendidikan adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri sebagai 
makhluk ciptaan Tuhan. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pendidikan 
merupakan proses pembekalan nilai-nilai kehidupan agar manusia dapat 
menjadi makhluk yang dikehendaki Tuhan. Pendidikan merupakan suatu 
kebutuhan bagi setiap manusia. Berdasarkan UU Sisdiknas terdapat tiga 
jalur pendidikan. Jalur pendidikan tersebut terdiri atas pendidikan formal, 
nonformal, dan informal. Artinya, penyelenggaraan pendidikan dapat 
dilakukan secara formal, nonformal maupun informal. Penyelenggaraan 
pendidikan tersebut perlu diatur dalam suatu kebijakan pendidikan. Hal ini 
ditujukan agar, proses penyelenggaraan pendidikan dapat mengantarkan 
pada tujuan nasional Indonesia yang bercita-cita mencerdaskan kehidupan 
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dunia. Dengan menjadi manusia yang dikendaki Tuhan, maka melalui 
pendidikan manusia dapat memahami nilai-nilai kehidupan.  
b. Pengertian Kebijakan Pendidikan 
Pada kenyataanya, hampir semua negara menghadapi permasalahan 
mengenai pendidikan. Begitu pula masalah yang dihadapi oleh negara 
Indonesia. Berbagai macam permasalahan muncul di bidang pendidikan 
seperti pemerataan, daya tamping, relevansi, kualitas, keefektifan dan 
keefisienan pendidikan. Maka dari itu diperlukan penanganan dari 
pemerintah sebagai pemegang kekuasaan melalui kebijakan yang khusus 
mengatur tentang permasalahan pendidikan. 
Riant Nugroho dan H. A. R. Tilaar (2012: 140) menyatakan bahwa 
kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan 
langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan melalui visi, misi 
pendidikan, dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan dalam suatu 
masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Arif Rohman (2012: 86) 
berpendapat bahwa kebijakan pendidikan adalah keputusan berupa pedoman 
bertindak yang dirumuskan melalui proses politik untuk suatu arah tindakan, 
program, serta rencana-rencana tertentu dalam menyelenggarakan 
pendidikan. 
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan 
pendidikan  merupakan hal yang telah menjadi kebutuhan bagi setiap 
negara. Kebijakan pendidikan muncul karena adanya suatu masalah yang 
dihadapi oleh suatu negara. 
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c. Aspek-Aspek Kebijakan Pendidikan 
Beare dan Boyd (1993) dalam Syafaruddin (2008: 117-118 
menjabarkan bahwa ada lima cakupan kebijakan pendidikan, yaitu: 
1) Penataan atau penyusunan tujuan dan sasaran lembaga pendidikan. Suatu 
kebijakan dibuat karena ada suatu hal yang akan dicapai. Apabila suatu 
rumusan kebijakan dibuat tanpa mempertimbangkan tujuan, maka hal ini 
akan berdampak pada ketidakjelasan arah tindakan dari kebijakan itu 
sendiri. 
2) Mengalokasikan sumber daya untuk dan pelayanan pendidikan. Sumber 
daya dalam pelayanan pendidikan diperlukan untuk mengatur 
pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri. Dengan adanya pengalokasian 
sumber daya dalam pelayanan pendidikan, kinerja dari para pelaksana 
kebijakan akan terorganisasi dengan lebih rapi. 
3) Menentukan tujuan pemberian layanan pendidikan. Selain tujuan 
kebijakan pendidikan, tujuan dari pemberian layanan pendidikan juga 
dibutuhkan. Tujuan ini dapat dijadikan sebagai pedoman keberhasilan 
pemberi layanan pendidikan dan penyelengara kebijakan. 
4) Menentukan pelayanan pendidikan yang hendak diberikan. Setelah 
merumuskan tujuan dari pemberian pelayanan pendidikan, yang 
berikutnya adalah menentukan bentuk pelayanannya. Dalam menentukan 
hal ini, pemberi pelayanan dapat menentukan pelayanannya sesuai 
dengan tujuan yang akan dicapai. 
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5) Menentukan tingkat investasi dalam mutu pendidikan untuk memajukan 
pertumbuhan ekonomi. Tingkat investasi dari mutu pendidikan menjadi 
suatu tameng bagi suatu negara. Maka dari itu, penentuan tingkat investasi 
dalam mutu pendidikan sangat penting dalam menunjang dan 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi warga masyarakat. 
H. A. R.Tilaar dan Riant Nugroho (2012: 141-154) menjabarkan 
beberapa aspek-aspek kebijakan pendidikan sebagai berikut. 
1) Kebijakan pendidikan merupakan suatu keseluruhan deliberasi mengenai 
hakikat manusia sebagai makhluk yang menjadi manusia dalam 
lingkungan kemanusiaan. 
2) Kebijakan pendidikan dilahirkan dari ilmu pendidikan sebagai ilmu 
praksis yaitu kesatuan antara teori dan praktik pendidikan. 
3) Kebijakan pendidikan haruslah mempunyai validitas dalam 
perkembangan pribadi serta masyarakat yang memiliki pendidikan. 
4) Keterbukaan (openness). 
5) Kebijakan pendidikan didukung oleh riset dan pengembangan. 
6) Analisis kebijakan. 
7) Kebijakan pendidikan pertama-tama ditujukan kepada kebutuhan peserta 
didik. 
8) Kebijakan pendidikan diarahkan pada terbentuknya masyarakat 
demokratis. 
9) Kebijakan pendidikan berkaitan dengan penjabaran misi pendidikan 
dalam pencapaian tujuan-tujuan tertentu. 
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10) Kebijakan pendidikan harus berdasarkan efisiensi. 
11) Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan pada kekuasaan tetapi kepada 
kebutuhan peserta didik. 
12) Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan intuisi atau kebijaksanaan 
yang irasional. 
13) Kejelasan tujuan akan melahirkan kebijakan pendidikan yang tepat. 
14) Kebijakan pendidikan diarahkan bagi pemenuhan kebutuhan peserta 
didik dan bukan kepuasan birokrat. 
Kebijakan pendidikan yang termasuk dalam kebutuhan publik ini 
memang harus dirumuskan sekomprehensif mungkin. Hal ini berdasarkan 
pada aspek-aspek di atas yang menyangkut keberagaman kepentingan dan 
kebutuhan peserta didik. H. A. R. Tilaar dan Riant Nugroho beberapa kali 
menekankan bahwa kebijakan pendidikan harus didasarkan pada kebutuhan 
anak didiknya, bukan institusi pendidikannya. Hal ini dikarenakan, 
pandangan H. A. R. Tilaar dan Riant Nugroho yang memaknai pendidikan 
sebagai media dalam mengembangkan apa yang ada dalam diri peserta 
didik. 
Penjelasan-penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan tentang definisi 
kebijakan pendidikan yang dapat dipahami sebagai arah tindakan 
penyelesaian masalah dalam mencapai tujuan pendidikan. 
d. Perumusan Kebijakan Pendidikan 
Putt dan Springer (1989) dalam Syafaruddin (2008: 81- 101) terdapat 
tiga tahapan dalam kebijakan. 
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1) Formulasi Kebijakan 
Tahap formulasi kebijakan ini merupakan tahap awal dalam 
kebijakan. Adanya berbagai isu yang berkembang dalam suatu 
masyarakat juga sangat berpengaruh dalam formulasi kebijakan. 
Kebijakan dibuat akibat dari adanya suatu permasalahan. Masalah-
masalah yang akan diatasi, dikaji dan dianalisis agar menghasilkan 
alternatif dan rekomendasi kebijakan. William Dunn (1998) dalam 
Syafaruddin (2008: 81-82) menjabarkan proses pembuatan kebijakan 
melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. 
a) Penyusunan Agenda 
Pada tahap penyusunan agenda ini, diidentifikasi masalah-masalah 
yang terjadi berdasarkan tingkat urgensinya. Masalah yang memiliki 
tingkat urgensi paling tinggi akan lebih diutamakan agar masuk dalam 
penyusunan agenda ini. 
b) Formulasi Kebijakan 
Setelah penyusunan agenda dilakukan, tahap selanjutnya adalah 
memformulasikan kebijakan. Masalah-masalah yang masuk dalam 
penyusunan agenda kemudian dicari alternatif-alternatif kebijakannya 
dengan memformulasikan kebijakan. 
c) Adopsi Kebijakan 
Proses pengadopsian kebijakan ini disusun berdasarkan masalah yang 
sedang dihadapi. Adopsi kebijakan dipilih berdasarkan alternatif 
kebijakan yang dirasa paling tepat dalam mengatasi masalah. 
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d) Implementasi Kebijakan 
Proses selanjutnya yaitu implementasi kebijakan. Adanya suatu 
kebijakan tanpa implementasi, maka kebijakan tersebut hanya sekedar 
menjadi wacana. Maka dari itu, kebijakan yang telah dibuat kemudian 
dirumuskan bagaimana nantinya dalam mengimplementasikan 
kebijakan. 
e) Penilaian Kebijakan 
Penilaian kebijakan ini dibutuhkan untuk mengetahui tingkat 
ketercapaian kebijakan. Dalam proses ini dirumuskan cara penilaian 
kebijakan dengan membuat rancangan indikator keberhasilan. 
Indikator keberhasilan tersebut kemudian dilihat perbandingannya 
antara kebijakan yang telah dirumuskan dengan apa yang telah 
diimplementasikan. Hasil perbandingan tersebut akan 
memperlihatkan bagaimana tingkat ketercapaian tujuan kebijakan 
tersebut. 
2) Implementasi Kebijakan 
Dwijowijoto (2003) dalam Syafaruddin (2008: 86) mengatakan 
bahwa implementasi kebijakan merupakan cara yang dilaksanakan agar 
sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Sedangkan Putt dan 
Springer dalam Syafaruddin (2008: 86) memaparkan tentang 
implementasi kebijakan yang dipahami sebagai serangkaian aktivitas dan 
keputusan yang memudahkan pernyataan kebijakan dalam formulasi 
terwujud dalam praktek organisasi. Dalam pelaksanaan implementasi, 
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Syafaruddin (2008: 86) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dapat 
dilaksanakan langsung berdasarkan kebijakan yang telah dibuat atau 
dapat pula dilaksanakan dalam bentuk kebijakan derivate atau disebut 
juga dengan kebijakan turunan. Artinya, setelah kebijakan tingkat 
nasional dibuat, maka kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara 
langsung atau melalui kebijakan di tingkat daerah atau lingkungan. 
Berdasarkan beberapa teori implementasi kebijakan di atas dapat 
disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan serangkaian 
aktivitas yang dilakukan berdasarkan kebijakan yang telah dibuat untuk 
mencapai tujuan kebijakan. Tahapan implementasi inilah yang banyak 
mempengaruhi tingkat keberhasilan kebijakan. Maka dari itu tahapan 
implementasi ini perlu rancangan yang matang disertai dengan tahapan 
evaluasi untuk mengetahui hambatan dan mengembangkan kebijakan 
yang ada. 
3) Evaluasi Kebijakan 
Evaluasi kebijakan menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan atau 
implementasi kebijakan. Putt dan Springer dalam Syafaruddin (2008: 88) 
mendefinisikan bahwa evaluasi adalah langkah menerima umpan balik 
yang utama dari proses kebijakan. Tahap evaluasi kebijakan tidak dapat 
dipandang sebelah mata. Hal ini dikarenakan tujuan dari evaluasi 
dimaksudkan untuk mengetahui kekurangan dari implementasi kebijakan 
sebelumnya untuk diperbaiki kemudian. Selain itu, evaluasi juga dapat 
dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat tingkat keberhasilan dari 
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implementasi kebijakan. Perbaikan atas kekurangan-kekurangan atau 
kelemahan-kelemahan kebijakan sebelumnya dapat lebih mudah dan jelas 
setelah melalui tahap evaluasi kebijakan. 
Arif Rohman (2012: 94) terdapat beberapa komponen penting dalam 
suatu kebijakan pendidikan. Komponen-komponen tersebut antara lain yaitu: 
1) Tujuan (Goal) 
Tujuan adalah langkah awal dalam perumusan kebijakan pendidikan. 
Tujuan merupakan hal yang dicapai dalam kebijakan pendidikan. 
Penentuan tujuan harus jelas agar dapat mewujudkan apa yang 
diinginkan. 
2) Rencana (Plan) 
Rencana diperlukan dalam kebijakan pendidikan untuk mewujudkan 
tujuan yang sebelumnya telah ditentukan. Semakin jelas rencana 
kebijakan pendidikan dibuat, maka semakin mudah pula pencapaian 
tujuan diwujudkan. 
3) Program (Program) 
Program merupakan upaya atau cara yang dilakukan oleh orang-orang 
yang terkait dengan kebijakan pendidikan untuk mencapai tujuan. Pada 
tahap program ini bukan lagi bersifat teoritis namun lebih bersifa teknis. 
4) Keputusan (Decision) 
Komponen keempat ini merupakan upaya atau tindakan untuk 
menentukan tujuan, merancang rencana, merencanakan dan mengevaluasi 
program. 
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5) Dampak (Effect) 
Dampak adalah akibat dari pelaksanaan program. Pelaksanaan program 
ini memiliki banyak kemungkinan, maka dari itu diperlukan analisis yang 
tepat terkait dengan dampak pelaksanaan program terhadap tujuan 
kebijakan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya. 
Berbagai macam permasalahan pendidikan yang muncul tidak serta 
merta dapat masuk dalam penyusunan agenda kebijakan. Permasalahan 
tersebut akan diklasifikasi berdasarkan tingkat urgensinya. Semakin 
kompleks masalah pendidikan, maka akan semakin menuntut para 
pengambil kebijakan untuk segera memecahkan permasalahan tersebut. 
3. Kebijakan Sekolah 
Sekolah merupakan lembaga teknis pelaksana kebijakan pendidikan 
nasional. Di mana sekolah menjadi tempat berlangsung dan pemegang kunci 
strategis dalam mewujudkan cita-cita pendidikan nasional Indonesia. Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 merupakan bentuk kebijakan pendidikan 
tingkat nasional. Pemberlakuan kebijakan yang bersifat desentralisasi 
kemudian mengharuskan masing-masing daerah untuk membuat kebijakan 
pendidikan di tingkat daerah berdasarkan kebijakan pendidikan di tingkat 
nasional tersebut. Kebijakan pendidikan di tingkat daerah ini masih dapat 
dikembangkan oleh setiap sekolah berdasarkan kebutuhan dan kondisi masing-
masing. Melalui kebijakan sekolah, kepala sekolah bersama dengan warga 
sekolah berusaha mewujudkan cita-cita sekolah demi mendukung keberhasilan 
sistem pendidikan nasional. 
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Duke dan Canady (1991) dalam Syafaruddin (2008: 118) mengatakan 
bahwa kebijakan sekolah adalah hasil musyawarah atas  keinginan individu 
atau kelompok yang bertanggungjawab pada kontrak negosiasi.  Hasil 
musyawarah tersebut kemudian disosialisasikan kepada warga sekolah dan 
sekitarnya. Hal ini bertujuan agar warga sekolah ikut mendukung 
penyelenggaraan kebijakan sekolah tersebut. Lebih lanjut, Duke dan Canady 
menyimpulkan beberapa fokus kebijakan sekolah, antara lain yaitu: 
a. Melibatkan staf dalam pengambilan keputusan; 
b. Kurikulum; 
c. Imbalan dan hukuman; 
d. Keterlibatan orang tua; 
e. Peluang bagi pelajar; dan 
f. Iklim sekolah 
Caldwell dan Spinks (1989) dalam Syafaruddin (2008: 123) 
memaparkan bahwa kebijakan sekolah dipahami sebagai rumusan suatu tujuan 
dari satu tata cara atau lebih tentang bagaimana cara mencapai sasaran dengan 
memberikan kerangka kerja bagi pelaksana program sekolah yang dilaksanakan 
bersama-sama. Kerangka kerja tersebut diharapkan dapat mempermudah 
pelaksana program agar tujuan dari kebijakan sekolah dapat tercapai. Namun, 
apabila kerangka kerja tersebut bersifat sangat teknis, justru akan berdampak 
pada kinerja pelaksana program yang kaku dan terkesan kurang kreatif. Maka 
dari itu, diperlukan kerangka kerja yang dapat memberikan gambaran kepada 
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pelaksana program untuk mengkreasikan idenya dalam rangka mencapai tujuan 
sekolah. 
Berdasarkan beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan 
sekolah merupakan hasil rumusan dari hasil musyawarah terkait dengan cara 
untuk mencapai tujuan pendidikan di tingkat sekolah. Kebijakan ini termasuk 
kebijakan pendidikan dengan cakupan di tingkat paling bawah dibanding 
dengan kebijakan nasional dan kebijakan daerah. Hal ini dikarenakan kebijakan 
sekolah bersifat lebih khusus dan lebih teknis. Misalnya kebijakan sekolah 
siaga bencana. Kebijakan seperti adanya sekolah siaga bencana. Kebijakan ini 
muncul dikarenakan banyaknya sekolah yang berada di wilayah berpotensi 
bencana. Sekolah Siaga Bencana menurut UNESCO adalah upaya membangun 
dan meningkatkan kesiapsiagaan serta kesadaran sekolah terhadap bencana 
dalam bidang pendidikan baik secara individual maupun kelompok di 
lingkungan sekolah.  
4. Bencana Gunung Merapi 
a. Pengertian Bencana  
Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki berbagai 
macam keragaman alam, begitu pula keragaman ancaman bencananya. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian 
peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 
masyarakat yang disebakan, baik faktor alam dan/atau faktor nonalam 
maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa 
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manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak 
psikologis. 
S. Arie Priambodo (2009: 22) berpendapat bahwa bencana adalah 
suatu kejadian alam, buatan manusia, atau perpaduan keduanya yang terjadi 
secara tiba-tiba sehingga menimbulkan dampak negatif yang dahsyat bagi 
kelangsungan kehidupan. Terjadinya bencana memang tidak semuanya 
berasal dari fenomena alam. Beberapa bencana yang terjadi jufa tidak sedikit 
yang  justru disebabkan oleh manusia. Hal inilah yang dimaksud oleh 
Priambodo terdapat bencana buatan manusia.  
Berdasarkan beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa bencana 
dapat dimaknai sebagai suatu kejadian yang mengganggu keberlangsungan 
kehidupan baik yang disebabkan oleh fenomena alam, ulah manusia, atau 
keduanya yang menimbulkan kerugian. Kerugian tersebut dapat berupa 
materi, ekonomi, atau lingkungan bahkan nyawa. 
b. Sudut Pandang Masyarakat Indonesia tentang Bencana 
Berbagai potensi bencana yang telah melanda Indonesia kemudian 
memunculkan berbagai pandangan mengenai bencana itu sendiri. Berikut ini 
merupakan sudut pandang masyarakat Indonesia mengenai bencana.  
1) Fatalisme 
Sudut pandang ini mempercayai bahwa adanya bencana merupakan 
kemurkaan Tuhan akibat ulah manusia yang menyalahi perintah-Nya 
sehingga bencana yang datang tidak dapat dihentikan atau ditanggulangi. 
2) Antroposentrisme 
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Antroposentrisme adalah sudut pandang yang menganggap bencana 
merupakan fenomena alam yang disebabkan oleh manusia yang tidak 
dapat hidup berdampingan dengan alam sehingga terjadi 
ketidakseimbangan antarunsur semesta yang kemudian mengakibatkan 
terjadinya bencana. 
3) Kosmosentrisme 
Adanya fenomena alam yang terjadi secara alamiah merupakan hal yang 
wajar. Pandangan ini berbeda dengan pandangan antroposentrisme yang 
menganggap manusia menjadi penyebab terjadinya bencana. 
Kosmosentrisme mengabaikan ulah manusia ketika terjadi bencana. 
Adanya campur tangan manusia dalam mengeksploitasi alam tidak 
berpengaruh secara signifikan pada bencana. 
4) Inklusivisme 
Pandangan inklusivisme adalah pandangan yang menggabungkan 
penyebab bencana dari antroposentrisme dengan kosmosentrisme. 
Artinya, baik unsur fenomena alam dengan ulah manusia merupakan 
unsur yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi penyebab terjadinya 
bencana alam. (Tanudirdjo, 2010: 154) 
c. Penanggulangan Bencana 
Dalam UU No. 24 Tahun 2007, bencana alam dibedakan menjadi tiga, 
yaitu: 
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1) Bencana sosial, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 
serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi 
konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. 
2) Bencana nonalam, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 
rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, 
gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. 
3) Bencana alam, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa 
tsunami, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, gempa bumi, dan 
gunung meletus. 
Hal tersebut sedikit berbeda dengan pendapat S. Arie Priambodo yang 
mengkategorisasikan bencana menjadi bencana alam, bencana sosial, dan 
bencana kompleks. Bencana kompleks yang dimaksud merupakan 
perpaduan antara bencana sosial dan alam sehingga menimbulkan dampak 
negatif bagi kehidupan. Misalnya seperti, kebakaran, epidemi penyakit, 
kerusakan ekosistem, polusi lingkungan, dan lain-lain. 
Banyaknya dampak negatif yang diakibatkan oleh terjadinya bencana 
menuntut pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini 
dimaksudkan agar jumlah kerugian tidak semakin bertambah. UU Nomor 24 
tahun 2007, telah mengatur penanggulangan bencana yang merumuskan 
tujuan sebagai berikut. 
1) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana; 
2) Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada; 
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3) Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, 
terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; 
4) Menghargai budaya lingkungan; 
5) Membangun partisipasi dan kemitraan publi serta swasta; 
6) Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanana, dan 
kedermawanan; dan 
7) Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara. 
Rumusan tujuan di atas secara garis besar bertujuan untuk mengurangi 
dampak negatif yang diakibatkan oleh bencana. Dampak negatif terjadinya 
bencana menjadi perhatian khusus bagi setiap warga. Hal ini dikarenakan 
kejadiannya yang secara tiba-tiba dan mengakibatkan banyak kerugian. 
Namun ada pakar geografi yang justru berpendapat bahwa sumber terjadinya 
bencana adalah manusia itu sendiri. Jared Diamond (2005) dalam Jaya 
Murjaya (2010: 148) merumuskan beberapa alasan mengapa manusia 
menjadi sumber terjadinya bencana. 
1) Manusia gagal ‘membaca’ adanya bencana dan cara mengantisipasinya 
2) Manusia gagal melihat adanya bencana meskipun bencana sudah di depan 
mata 
3) Manusia memilih tindakan rasional namun justru menjerumuskan. 
4) Manusia gagal mendapatkan solusi untuk mengatasi persoalan yang 
dihadapi 
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d. Tahapan-Tahapan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 
Manusia bertindak tidak masuk akal yang seringkali diakibatkan oleh 
fanatisme pada kepercayaan tertentu. Hal ini kemudian berdampak kurang 
menguntungkan bagi manusia itu sendiri sehingga terjadinya bencana 
menimbulkan kerugian. Akibat yang ditimbulkan dari bencana pun berbeda-
beda. Beberapa skala bencana tersebut disajikan dalam tabel sebagai berikut. 
Tabel 1. Skala Bencana 
Skala Tingkat Bahaya Manusia Bangunan 
A 
B 
C 
D 
Ringan 
Menengah 
Berat 
Dahsyat 
Cedera 
Luka Parah 
Cacat Permanen 
Meninggal dunia 
Rusak ringan 
Rusak sedang 
Rusak parah 
Hancur  
Sumber: S. Arie priambodo (2009: 23) 
Skala-skala di atas menunjukkan berbagai kemungkinan yang akan 
terjadi ketika ada bencana. Maka dari itu perlu upaya khusus terkait dengan 
kebencanaan. Terdapat serangkaian tindakan  dalam penyelenggaraan 
penanggulangan bencana yang diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 
Pasal 33 sebagai berikut. 
1) Prabencana 
Hal-hal yang termasuk dalam tahapan prabencana seperti kondisi tidak 
sedang terjadinya bencana dan tidak saat terdapat potensi terjadinya 
bencana. Pada tahapan awal ini tindakan yang dilakukan bersifat 
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preventif atau pencegahan seperti pencegahan, mitigasi, dan 
kesiapsiagaan. 
2) Saat Tanggap Darurat 
Tindakan yang dilakukan saat tanggap darurat antara lain seperti 
mengkaji daerah terjadinya bencana secara cepat dan akurat, menentukan 
status bencana, mengevakuasi warga yang dilanda bencana, menyalurkan 
bantuan kebutuhan dasar, memberikan perlindungan pada warga yang 
sangat membutuhkan, serta memulihkan sarana dan prasarana sesegera 
mungkin. 
3) Pascabencana 
Terdapat rehabilitasi dan rekonstruksi dalam tahapan terakhir ini. 
Rehabilitasi yang dimaksud di sini seperti memperbaiki lingkungan , 
sarana dan prasarana umum, menyalurkan bantuan perbaikan rumah, 
memulihkan kondisi sosial psikologis, memberikan layanan kesehatan 
bagi korban bencana, dan lain-lain. Sedangkan rekonstruksi dalam 
pascabencana merupakan kegiatan pembangunan yang lebih baik seperti 
membangun kembali sarana dan prasarana, membangkitkan kembali 
kehidupan sosial budaya masyarakat, meningkatkan kondisi sosial, 
ekonomi, serta budaya, dan lain-lain. 
Peminimalisiran bencana menurut S. Arie Priambodo (2009: 17-20) 
secara sederhana meliputi empat tahapan sistem tanggap bencana sebagai 
berikut. 
1) Pengurangan-pencegahan (Mitigation); 
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2) Perencanaan-Persiapan (Preparedness); 
3) Penyelamatan-Pertolongan (Response);dan 
4) Pemulihan-Pengawasan (Recovery). 
 
Gambar 1. Tahapan Sistem Tanggap Bencana 
Keempat hal di atas merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan 
satu sama lain. Konsep di atas tidak menutup kemungkinan adanya 
tambahan unsur lain berdasarkan kondisi daerah yang memiliki potensi 
bencana yang berbeda-beda satu sama lain. Berikut ini merupakan bagan 
tahapan sistem tanggap bencana menurut Priambodo. 
Ada berbagai macam bencana yang terdapat di Indonesia. Bencana-
bencana tersebut antara lain seperti longsor, banjir, angin topan, kebakaran 
hutan, tsunami, gempa bumi, dan gunung meletus. Pada kajian teori 
penelitian ini akan difokuskan pada bencana gunung meletus atau erupsi. 
Pengurangan
Pencegahan
(mitigation)
Prencanaan
Persiapan
(preparedness)
Penyelamatan
Pertolongan
(response)
Pengawasan
Pemulihan
(recovery)
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Sebelum membahas lebih lanjut mengenai mitigasi bencana, berikut ini akan 
dibahas terlebih dahulu secara singkat mengenai kegunungapian. 
e. Kegunungapian 
Gunung api terbentuk dari adanya magma atau sering disebut sebagai 
lelehan batu berpijar yang didorong oleh tekanan gas ke atas permukaan 
tanah. Suhu panas yang mencapai 6.000oC dan dihasilkan oleh magma 
tersebut kemudian mencari jalan untuk keluar sehingga terbentuk lubang. 
Lelehan batu berpijar yang keluar melalui lubang tersebut disebut lahar. 
Wiwik Sulistiyorini (2001: 1) menyatakan lahar dan debu yang keluar dari 
perut bumi ini kemudian mendingin, membeku, mengeras, dan menumpuk 
sehingga semakin tinggi. Proses inilah yang membentuk gunung api. Secara 
umum Sumarti, 2009 (dalam Setiawan dkk., Berdampingan Dengan 
Gunungapi, 2010: 43) menyimpulkan bahwa gunung api dapat diartikan 
sebagai kepundan atau rekahan dalam kerak bumi tempat keluarnya magma 
atau gas maupun cairan lainnya. Berikut ini adalah sajian bagan mengenai 
struktur bumi dan bagian-bagiannya sehingga memperjelas proses 
terbentuknya gunung api. 
 
Gambar 2. Struktur Bumi 
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Keterangan gambar: 
1) Inti Bumi (Core) 
Merupakan lapisan paling dalam dari struktur bumi, lapisan inti bumi 
dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu inti luar (outer core) yang 
diyakini berwujud cair dan inti dalam (inner core) yang diyakini 
berwujud padat.  
2) Selimut (Mantle) 
Lapisan selimut (mantel) menempati bagian di bawah kerak bumi. 
Selimut ini di bagi menjadi 3 bagian, yaitu Litosfer yang berwujud padat, 
Astenosfer berwujud agak kental dan Mesosfer dengan wujud padat. 
Lapisan mantel bersifat melindungi bagian yang lebih dalam dari struktur 
bumi (inti bumi). 
3) Kerak bumi (Crust) 
Lapisan ini berada paling atas dalam struktur bumi dengan tebal rata-rata 
antara 10-50 km. Wujud lapisan ini pada umumnya berupa materi-materi 
padat. Kerak bumi terdiri dari dua sub lapisan yakni lapisan granitis yang 
didominasi oleh batuan granit dan lapisan basaltik yang kebanyakan 
tersusun dari materi basalt yang bersifat basa. (Heru Setiawan, 2010: 42) 
Moch. Munir dalam Heru Setiawan (2010: 43-45) membedakan 
macam-macam gunung api berdasarkan bentuknya. 
1) Gunung Api Perisai 
Gunung api perisai terbentuk oleh aliran magma cair yang encer sehingga 
pada waktu keluar dari lubang kepundan, magma meleleh ke semua arah 
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dalam jumlah yang besar dan menutup daerah yang luas. Erupsi dari 
gunung api perisai ini adalah dengan meleleh/ effusive. Contoh: Gunung 
api Mauna Loa, Kilauea di Hawaii. 
2) Gunung Api Kerucut (Strato) 
Gunung api kerucut di susun oleh materi erupsi yang kebanyakan berupa 
iroklastis. Magma yang bersifat asam, kental, dan banyak mengandung 
gas sehingga erupsinya meledak (explosive). Materi-materi piroklastik 
tersebut diendakan sedikit demi sedikit sampai terbentuk kerucut vulkan. 
Kadang bahan erupsinya berganti-ganti antara piroklastis dan lava 
sehingga kelihatan berlapis-lapis. Gunung api seperti ini disebut 
Composite Cone (kerucut campuran) atau ada juga yang menyebut 
Stratovolcanoes. Kebanyakan gunung api di Indonesia termasuk dalam 
gunung api kerucut. 
3) Gunung Api Maar 
Gunung api maar terbentuk karena letusan eksplosif sebuah dapur magma 
yang relatif kecil dan dangkal sehingga dengan sekali erupsi. Setelah itu 
tidak ada lagi aktivitas yang terjadi dari gunung tersebut. Bentuk gunung 
maar biasanya melingkar, di samping itu erupsinya berupa gas sehingga 
di sekitar kepundan habis terkiki gas dan meninggalkan lubang besar 
seperti kubangan. Meskipun tergolong eksplosif/ meledak, erupsi gunung 
api maar bersifat lemah. Namun demikian sangat berbahaya, karena gas-
gas beracun yang dikeluarkan. Biasanya pada pertama kali terjadi ledakan 
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dahsyat yang menghempaskan sebagaian besar tubuh gunung, selanjutnya 
aktivitas gas yang dominan. Contoh: Gunung Lamongan. 
Erupsi gunung api terjadi karena adanya pergerakan magma dari inti 
bumi yang menekan keluar menuju permukaan bumi. Magma yang keluar 
melalui lubang bumi tersebutlah yang dimaksud dengan gunung. Adanya 
pergerakan tersebut bertujuan agar struktur bumi tetap terjaga kestabilannya. 
Maka dari itu, tidak heran jika erupsi gunung api disertai dengan kejadian 
gempa tektonik. 
Priambudi (2009: 66) mengatakan ada beberapa gejala umum yang 
terjadi sebelum terjadi erupsi gunung api. Gejala-gejala yang sering terjadi 
sebelum terjadi letusan gunung antara lain seperti munculnya awan panas, 
terjadinya gempa vulkanik lingkungan, adanya suara gemuruh dari perut 
gunung, dan hewan-hewan yang turun dari pegunungan. 
Sebutan Ring of Fire bagi Indonesia dikarenakan Indonesia berada di 
dalam lingkaran gunung berapi. Artinya ada banyak sekali gunung api di 
Indonesia. Tercatat sekitar 127 gunung api dan sebanyak 76 gunung api 
yang masih aktif. Salah satu diantaranya adalah Gunung api Merapi yang 
merupakan gunung api teraktif di Indonesia bahkan di dunia. Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang mengakumulasikan 
interval erupsi gunung terkaktif ini sekitar 2 hingga 7 tahun.  
Sulistiyorini (2001: 6-7) membedakan bahaya Gunung Merapi menjadi 
dua yaitu bahaya primer dan bahaya sekunder. Bahaya primer adalah bahaya 
yang ditimbulkan secara langsung oleh letusan Gunung Merapi, yaitu akibat 
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dari lava, batu, pasir, dan awan panas yang mengalir, meluncur, atau 
menyebar dengan kecepatan tinggi disertai suhu yang amat panas. Dampak 
dari bahaya ini adalah merusak atau mematikan segala macam kehidupan 
yang dilanda. 
Sedangkan bahaya sekunder adalah bahaya yang ditimbulkan oleh 
banjir lahar dan hujan, yang sifatnya sangat deras. Sehingga apabila terjadi 
pembelokan atau peluapan aliran lahar akan menimbulkan bencana di daerah 
yang dilewati. Terjadinya banjir lahar dingin ini karena adanya hujan deras 
di lereng bagian atas. 
Selain beberapa kerugian dan ancaman bahaya yang ditimbulkan, 
erupsi Merapi juga mendatangkan manfaat yang dapat digunakan oleh 
masyarakat. Manfaat-manfaat tersebut oleh Achmad A. M. (2009: 59) 
dikemukakan sebagai berikut. 
1) Penyubur Lahan Pertanian, karena semburan benda padat, cair, dan gas 
hasil erupsi mengandung unsur-unsur yang dapat menyuburkan tanah. 
2) Sumberdaya Energi, dihasilkan dari energi panas bumi yang keluar dari 
gunungapi yang dapat digunakan sebagai sumber pembangkit tenaga 
listrik. 
3) Sumberdaya Bahan Galian Industri, material yang dikeluarkan dari 
gunung api dapat dijadikan bahan galian industri seperti yarosit, belerang, 
tawas, dan bongkahan batu serta kerikil. 
4) Sumberdaya Lingkungan, proses erupsi akan diikuti dengan hujan lebat 
yang menjadikan daerah lereng gunung sebagai tempat konservasi air. 
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5) Daerah Tujuan Wisata, kesuburan tanah yang ada di lereng gunung api 
menjadikan pohon-pohon tumbuh lebat dan padat yang menjadi 
pemandangan alam yang dicari oleh para wisatawan. 
Wimpy S. Tjetjep (2002: 5) mengatakan bahwa semua hal yang 
berhubungan dengan alam, terutama gunung api, mesti dilakukan dengan 
seni. Hal ini dikarenakan gunung api adalah suatu misteri yang prosesnya 
sangat panjang sebelum terjadi erupsi. Dari sekian ribu gunung api, belum 
dapat diketahui secara pasti gunung api mana yang akan meletus dalam 
waktu dekat. Hal ini mengingatkan manusia pada masa awal thun 80-an. 
Saat itu ahli vulkanologi sedang berkonsentrasi pada Gunung Merapi, akan 
tetapi gunung yang menyemburkan uap panasnya adalah gunung yang 
‘tertidur’ selama 63 tahun, yaitu Gunung Galunggung di Jawa Barat. Hal ini 
menunjukkan bahwa masih sulitnya mendeteksi gunung yang akan meletus. 
Tabel 2. Data Waktu, Kerusakan, dan Dampak Akibat Erupsi Gunung Merapi 
No. Waktu/ Tahun Lokasi Kejadian/Kerusakan Dampak 
1. 
 
1672 
 
Borobudur, Magelang 
 
Korban 3.000 orang kerusakan lain 
tidak diketahui pasti. 
2. 
 
1822 
 
Borobudur, Magelang 
 
Korban 100 orang, kerusakanlain 
tidak diketahui pasti. 
3. 
 
 
 
1832 
(September) 
Borobudur, Magelang 
 
Korban 800 orang, kerusakan lain 
tidak diketahui pasti. 
1832 
(Desember) 
Borobudur, Magelang 
 
Korban 32 orang, kerusakantidak 
diketahui pasti. 
4. 
 
1872 
 
Borobudur, Magelang 
 
Korban 200 orang, kerusakan lain 
tidak diketahui pasti. 
5. 
 
 
1888 
 
 
Borobudur, Magelang 
 
 
Terjadi letusan sedang, korban dan 
kerusakan lain tidak diketahui 
pasti. 
6. 
 
1904 
 
Borobudur, Magelang 
 
Korban16 orang, kerusakan lain 
tidak diketahui pasti. 
7. 
 
1920 
 
Borobudur, Magelang 
 
Korban 35 orang, kerusakan lain 
tidak diketahui pasti. 
8. 
 
 
1930 
 
 
Borobudur, Magelang 
 
 
Korban 1.369 orang, 1.109 rumah 
hancur, dan 2.140 ternak 
hilang/mati. 
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Lanjutan Tabel 2. Data Waktu, Kerusakan, dan Dampak Akibat Erupsi 
Gunung Merapi 
9. 
 
 
1933 
 
 
Kali Kuning, Sendang Tirto 
 
 
Korban manusia dan tempat 
tinggal tidak diketahui pasti, 5 
hektar sawah rusak. 
10. 
 
1956 
 
Borobudur, Magelang 
 
Korban tidak diketahui pasti, 2 
rumah hancur. 
11. 
 
 
1961 
 
 
Borobudur, Magelang 
 
 
Korban 32 orang, 109 rumah 
hancur/rusak, dan 19 ternak mati/ 
hilang. 
12. 
 
 
1964 
 
 
Borobudur, Magelang 
 
 
Korban 64 orang, 144 rumah 
hancur/rusak, dan 59 ternak 
mati/hilang. 
13. 
 
 
 
 
1969 
(7 Januari) 
 
Borobudur, Magelang 
 
 
Korban 3 orang, 91 rumah hancur/ 
rusak, dan kerusakan lain tidak 
diketahui pasti. 
1969 
(8 Januari) 
Kali Krasak, Srumbung, 
Magelang 
Korban 3 orang, kerusakan lain 
tidak diketahui pasti. 
14. 
 
 
 
1969 
(26 Januari) 
 
 
Kali Bebeng, Kali Gendol, 
Salam 
 
 
Korban manusia tidak diketahui 
pasti, 221 rumah, 245 hektar lahan 
pertanian dan pemukiman, 10 
jembatan hancur/ rusak. 
15. 
 
 
 
1971 
 
 
 
Kali Opak, Boko, Kali 
Kuning, Maguwo 
 
 
Korban manusia dan kerusakan 
tempat pemukian tidak diketahui 
pasti, 10 hektar lahan pertanian 
hancur/ rusak. 
16. 
 
 
 
1973 
 
 
 
Kali Bedog, Wonokerto 
 
 
 
Korban manusia dan kerusakan 
lain tidak diketahui pasti, 29 hektar 
lahan pertanian dan pemukiman 
hancur/ rusak. 
17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1974 
(26 januari) 
 
Kali Gendol 
 
 
Korban manusia dan kerusakan 
lahan pertanian tidak diketahui 
pasti, 9 rumah hancur/ rusak. 
1974 
(22 Oktober) 
 
Bebeng 
 
 
Korban 9 orang, 6rumah hancur/ 
rusak, kerusakan lahan pertanian 
tidak diketahui pasti. 
1974 
(21 November) 
 
Bebeng 
 
 
Korban manusia dan kerusakan 
lain tidak diketahui pasti, 10 
rumah hancur/ rusak. 
1974 
(6 Desember) 
 
Krasak 
 
 
Korban manusia dan kerusakan 
lain tidak diketahui pasti, 4 rumah 
rusak berat. 
18. 
 
 
 
1975 
 
 
 
Krasak 
 
 
 
Korban manusia dan lahan 
pertanian tidak diketahui pasti, 114 
rumah hancur/ rusak, 2 pilar 
jembatan rusak. 
19. 
 
 
1976 
 
 
Kali Bebeng, Magelang 
Muntilan Kali Putih, Cabe 
Kali Senowo, Dukuh 
Korban 28 orang dan 382 rumah, 5 
jembatan, 2 mobil, serta 2 ternak 
mati/ hilang. 
20. 
 
1984 
 
Kali Krasak Salam 
 
Korban dan kerusakan tidak 
diketahui pasti. 
21. 
 
1986 
 
Krasak, Kricak, Tempel 
Nglumut, Ngepos 
Korban 1 orang dan 1 truk hanyut. 
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Lanjutan Tabel 2. Data Waktu, Kerusakan, dan Dampak Akibat Erupsi 
Gunung Merapi 
22. 
 
1987 
 
Kali Putih, Magelang 
 
Korban dan kerusakanlain tidak 
diketahui pasti, 1 truk terbenam. 
23. 1994 Bebeng 
Desa Purwobinangun, 
Harobinangun, Girikerto, 
Wonokerto, Umbulharjo, 
Kabupaten Sleman 
Korban 63 orang meninggal, 17 
orang rawat inap di rumah sakit, 
40 rumah rusak, 137 ternak mati, 
dan 155 hektar lahan perkebunan, 
20 hektar lahan tanaman pangan, 
684 hektar hutan, serta 8.716 
meter pipa air bersih rusak. 
Sumber: Departemen PU 
Kesulitan dalam mendeteksi aktivitas gunung api berdampak pada 
kuantitas kerugian. Apabila deteksi dini dapat dilakukan dengan mudah, 
maka kuantitas kerugian akibat terjadinya erupsi dapat diminimalisir. Tabel 
di atas merupakan data waktu, kerusakan, dan dampak akibat aktivitas 
Gunung Merapi. 
Berdasarkan tabel kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh 
Gunung Merapi tersebut hal yang dapat dilakukan oleh manusia yaitu bukan 
menghentikan aktivitas Gunung Merapi, melainkan memahami dan 
menyadari bahwa mereka tinggal di daerah yang rawan bencana. Bencana 
erupsi memang menimbulkan kerugian, namun hal ini dapat dikurangi 
kuantitasnya melalui pengurangan resiko bencana atau mitigasi bencana 
yang terkait dengan gunung api. 
5. Mitigasi Bencana Gunung Api 
Diantara sekian letusan gunung api di Indonesia, letusan gunung yang 
sangat sulit untuk dilupakan adalah erupsi Gunung Krakatau yang terjadi pada 
tahun 1883. Akibat letusan ini suhu udara di bumi menurun rata-rata 0,5oC 
selama 5 tahun. Dampak lain akibat letusan gunung ini yaitu terjadi tsunami 
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dengan gelombang setinggi 40 meter dan menyapu bersih Pantai Selatan 
Sumatera dan Jawa bagian utara. Tubuh Gunung Krakatau yang semula 
setinggi dua ribu meter menjadi hancur. Sebanyak 80.000 ribu jiwa hilang 
karena letusan ini.  
Wimpy S. Tjetjep (2002: 6) mengingatkan akan letusan Gunung Tambora 
pada tahun 1815, di mana letusan ini menjadi letusan yang paling dahsyat 
sepanjang sejarah. Tinggi asap akibat letusan tersebut mencapai puluhan 
kilometer dan mempengaruhi iklim dunia. Selain itu, suara dentuman terdengar 
hingga ribuan kilometer. Letusan ini dibuktikan dengan adanya kaldera 
berdiameter hingga tujuh kilometer dan menghilangkan nyawa hingga 92.000 
ribu jiwa. Hal ini kemudian menjadi alarm bagi masyarakat terutama yang 
bermukim di daerah rawan bencana gunung api. Meskipun tanda-tanda gunung 
meletus telah banyak ditemukan baik melalui tanda-tanda alam maupun dengan 
menggunakan alat-alat berbasis teknologi. 
Berdasarkan data Badan Geologi tahun 2015, terhitung dari tanggal 9 
September 2007 hingga 5 Januari 2015, terjadi aktivitas di 20 Gunung api di 
Indonesia yang berstatus waspada dan siaga. Sampai saat ini peringatan 
tersebut belum dapat diketahui tingkat keakuratannya. Maka dari itu 
masyarakat yang berada di wilayah gunung harus menyadari bahwa mereka 
hidup berdampingan dengan gunung yang sewaktu-waktu dapat 
menyemburkan laharnya. Realitas ini tidak dapat dipungkiri dan tidak ada 
alasan untuk menunda pelaksanaan mitigasi bencana untuk mengurangi resiko 
akibat bencana gunung api. 
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a. Pengertian Mitigasi Bencana 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, pengertian 
mitigasi yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik 
melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan 
kemampuan menghadapi ancaman bencana. Resiko bencana dalam hal ini 
maksudnya adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada 
suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, 
sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau 
kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. 
S. Arie Priambodo menempatkan mitigasi bencana sebagai langkah 
pertama dari empat tahapan dalam sistem tanggap bencana (disaster 
management) seperti yang telah dijelaskan pada kajian mengenai bencana. 
Mitigasi yang dimaksud oleh S. Arie Priambodo merupakan tahapan atau 
langkah memperingan resiko yang ditimbulkan oleh bencana di mana 
terdapat dua bagian penting yaitu pengurangan dan pencegahan. Dalam 
tahap Pengurangan-Pencegahan (Mitigation), S. Arie Priambodo (2009: 25-
40) membagi dua unsur dalam mitigasi bencana yaitu makrokosmos dan 
mikrokosmos. Unsur makrokosmos yang dimaksud di sini adalah 
pembangunan lingkungan yang ramah bagi makhluk hidup yang tinggal di 
dalamnya atau bagi alam semesta itu sendiri. Unsur makrokosmos ini 
dibedakan menjadi dua dimensi: 
1) Pola Pikir (The way of thinking) yang menekankan pada pemberdayaan 
pola pikir dengan membangun kesadaran masyarakat. 
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2) Pola Hidup (The way of life) yang mengusung pola hidup ramah 
lingkungan melalui konsep 3R+1 yang terdiri dari Reduce, Reuse, 
Recycle+ Refill. Berikut ini konsep 3R+1 tersebut. 
a) Reduce (Pengurangan Pemakaian) dilakukan untuk menghemat sumber 
daya, terutama untuk sumber daya yang tidak tergantikan seperti 
minyak bumi. 
b) Reuse (Pemakaian Ulang) merupakan tindakan penghematan dari sisi 
ekologi dan ekonomi misalnya seperti perangkat-perangkat yang 
terbuat dari kaca seperti tempat makan dapat digunakan berulang-
ulang. 
c) Recycle (Pengelolaan Ulang) yaitu pengelolaan ulang bahan-bahan 
yang masih dapat didaur ulang menjadi bahan bermanfaat lainnya. 
Contoh pengelolaan ulang seperti sampah plastic yang dapat didaur 
ulang menjadi barang lain seperti tas, tempat pensil, hiasan dinding, 
dan lain-lain. 
d) Refill (Pengisian Ulang) merupakan tindakan penggunaan ulang bahan 
yang bisa diisi ulang dalam rangka mengurangi sampah serta 
penghematan produksi kemasan bagi perusahaan. Misalnya seperti 
wadah air minum yang dapat diisi ulang. 
Sedangkan unsur mikrokosmos adalah manusia sebagai makhluk 
berbudaya yang hidup dan berkembang di bumi. Dalam penjabarannya, 
Priambudi (2009: 27-28) mengatakan dalam dimensi makrokosmos perlu 
diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 
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1) Karakteristik lingkungan, perlu dikenali sebagai upaya untuk hidup 
berdampingan dengan alam agar dapat melalukan tindakan pencegahan 
cara tepat. 
2) Hukum alam, merupakan hal yang tidak dapat dihindari dan harus ditaati, 
misalnya seperti pembuangan sampah yang sembarangan, maka alam 
akan memberikan banjir sebagai hukum timbal baliknya. 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 
mitigasi bencana adalah tindakan antisipatif yang dilakukan sebelum 
terjadinya bencana yang bertujuan untuk mengurangi resiko bencana. 
Manusia hanya bisa melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengurangi 
jumlah kerugian akibat bencana.  
b. Upaya Mitigasi Bencana 
Ada beberapa tindakan yang dilakukan dalam upaya mitigasi bencana. 
Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 47 Ayat (2) kegiatan mitiasi 
bencana dilakukan melalui: 
1) Pelaksanaan tata ruang; 
2) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; 
dan 
3) Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara 
konvensional maupun modern. 
Upaya mitigasi bencana dapat dilakukan baik secara struktural 
maupun non struktural. Siti Irene Astuti Dwiningrum (2010: 4) 
mengemukakan bahwa mitigasi struktural merupakan tindakan untuk 
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mengurangi atau menghindari kemungkinan dampak bencana secara fisik. 
Sedangkan mitigasi non struktural merupakan tindakan yang terkait dengan 
kebijakan, konstruktivitas kepedulian, penambahan dan pengembangan 
pengetahuan, komitmen publik, serta pelaksanaan metode dan operasional, 
termasuk mekanisme partisipatif dan penyebarluasan informasi yang 
dilakukan untuk mengurangi resiko terkait dampak bencana. Upaya mitigasi 
bencana struktural dilakukan dengan melaksanakan penataan ruang dengan 
memperkuat konstruksi bangunan yang berada di daerah rawan bencana. 
Design bangunan dirancang sedemikan rupa sesuai dengan potensi bencana 
yang ada disekitar tempat tinggal. Seperti bangunan tahan gempa, tahan 
longsor, tahan rapuh akibat debu vulkanik, dan lain-lain. Dengan 
berlandaskan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 
tentan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasal 43, desain 
bangunan, infrastruktur dan tata bangunan harus menerapkan aturan standar 
teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi terkait. Upaya mitigasi 
bencana non struktural dapat dilakukan melaui penyelenggaraan pendidikan, 
sosialisasi, dan pelatihan simulasi bencana yang wajib menerapkan prinsip 
aturan standar teknisnya yang telah ditetapkan instansi terkait. Langkah ini 
bertujuan untuk menyadarkan warga masyarakat akan ancaman bencana 
yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Selain itu, penyusunan informasi 
kebencanaan, basis data, dan peta kebencanaan juga diperlukan. 
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6. Kearifan Lingkungan 
Kearifan lingkungan merupakan bagian dari kearifan lingkungan yang  
lahir dari adanya pengetahuan lingkungan. Meskipun di dunia barat 
pengetahuan pengetahuan lingkungan dianggap tidak ilmiah karena bersifat 
lingkungan, terbatas, tidak memiliki metodologi dan sebagainya. Pengetahuan 
lingkungan diketahui melalui penelusuran dalam bentuk pragmatis yang 
kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam atau supranatural yang 
merupakan pengetahuan di luar logika dan seolah-olah tidak ilmiah (unreason). 
a. Pengertian Kearifan Lingkungan 
Mercer dalam  Syamsul Marif dkk (2012: 2) mengatakan bahwa 
pengetahuan lingkungan merupakan seperangkat pengetahuan yang ada dan 
diyakini masyarakat lingkungan dalam suatu jangka waktu tertentu melalui 
akumulasi pengalaman, relasi masyarakat, dan diteruskan antargenerasi. 
Sifat pengetahuan yang dinamis juga dipengaruhi oleh respon masyarakat 
pada perubahan lingkungannya. Selama bertahun-tahun masyarakat 
berusaha beradaptasi dan hidup berdampingan dengan segala perubahan 
yang terjadi di sekitarnya.  Kekayaan alam yang dimiliki masing-masing 
wilayah juga dikelola berdasarkan kearifan lingkungan atau secara spesifik 
termasuk dalam pengelolaan alam berbasis kearifan lingkungan.  
Kearifan lingkungan atau kearifan ekologi menurut Lasiyo (2002: 78) 
adalah segala tindakan penduduk setempat dalam melangsungkan kehidupan 
mereka yang selaras dengan lingkungan. Keberlangsungan hidup dengan 
lingkungan merupakan manifestasi dari sistem kepercayaan yang dianut oleh 
masyarakat. Misalnya saja masyarakat Lereng Merapi yang menganggap 
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Gunung Merapi adalah sesosok makhluk hidup bahkan dipersonifikasikan 
sebagai manusia. Masyarakat merasa hidupnya akan berbahaya jika tidak 
mampu mengenali sifat ‘manusia’ itu. Sebaliknya, masyarakat merasa 
beruntung dan dapat memanfaatkan hasilnya apabila terjalin hubungan 
dengan orang yang bersangkutan. 
7. Macam-macam Kearifan Lingkungan Masyarakat Lereng Gunung 
Merapi 
Bentuk kearifan lingkungan masing-masing daerah memiliki ciri khas 
yang berbeda-beda. Masyarakat yang berada di wilayah pesisir, dataran 
rendah, pedalaman, maupun di lereng pegunungan akan memiliki nilai 
kearifan lingkungan yang memiliki kekhasan masing-masing. Bahkan, nilai 
kearifan lingkungan masyarakat yang sama-sama berada di lereng 
pegunungan juga memiliki kemungkinan adanya perbedaan dalam kearifan 
lingkungannya. Persiapan dalam menghadapi ancaman bencana erupsi salah 
satunya dengan mengenali lingkungan atau daerah tempat tinggal. 
Masyarakat sebaiknya mengenali dahulu daerah yang dijadikan sebagai 
tempat tinggal. Seperti mengenali letak-letaktitik rawan bahaya yang harus 
dihindari, sungai, aliran lahar, dan lain-lain (Achmad A. M., 2009: 65). 
Kajian ini akan difokuskan pada potret masyarakat yang berada di 
lereng Gunung Merapi beserta kearifan-kearifan lingkungan yang ada. 
1) Larangan mendirikan rumah menghadap ke arah Gunung Merapi 
Ada suatu keyakinan yang dibangun dari kearifan ini. Masyarakat 
meyakini bahwa rumah yang dibangun menghadap ke arah Gunung 
Merapi akan dimasuki oleh makhluk halus ketika terjadi letusan. Namun 
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sesungguhnya, hal ini merupakan salah satu kearifan lingkungan. Hal ini 
senada dengan pendapat Sasongko dalam Lasiyo (2002: 80) yang 
menyatakan bahwa jalan utama desa membujur ke arah utara-selatan atau 
selatan-utara. Sehingga ketika terjadi bencana erupsi mereka dapat segera 
menyelamatkan diri menuju jalan utama. 
2) Larangan memindahkan batu dan menebang pohon 
Larangan penebangan pohon dan pemindahan batu ini ditemukan di 
Dusun Kaliadem. Di dusun tersebut terdapat sebuah pohon beringin yang 
menurut masyarakat sangat aneh. Karena pohon beringin hanya hidup di 
daerah yang suhunya cukup tinggi dan berada di dataran luas. Sedangkan 
Dusun Kaliadem merupakan dusun yang berada di pegunungan. Selain 
itu, ketika terjadi erupsi, pohon ini masih tetap bertahan hidup. 
Masyarakat mengenalnya dengan sebutan Beringin Putih. Sekitar 20 
meter dari pohon tersebut terdapat Batu Gajah. Begitu sebutan yang 
umum digunakan masyarakat mengenai batu tersebut dikarenakan posisi 
dan bentuk batu yang menyerupai Gajah yang tergeletak mengingat 
ukuran batunya yang cukup besar. Elisabeth dalam Lasiyo (2002:81), 
berdasarkan cerita masyarakat, menyatakan Batu Gajah ini berasal dari 
adanya pasukan yang akan menyerang masyarakat untuk menguasai 
daerah tersebut dengan menunggangi gajah dan mencapai puncak 
gunung, namun masyarakat melawan dan berhasil menjatukan musuh ke 
Gunung Kidul di laut dengan memantrai mereka. Tetapi ada seekor gajah 
yang melarikan diri, tetapi ketika ditemukan ia telah berubah menjadi 
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batu. Hingga saat ini tidak ada yang berani mengusik bahkan merusak 
kedua hal tersebut. Baik pohon beringin maupun batu tersebut telah 
dipasang pagar disekelilingnya atas perintah dari Sri Sultan hamengku 
Buwono X. Hal ini sebenarnya merupakan bentuk kearifan lingkungan 
yang menyampaikan pesan kepada masyarakat agar tidak menebang 
pohon sembarangan. Batu besar ini tidak perlu dipindah dengan tujuan 
untuk menghambat dan mengalihkan aliran lahar ketika terjadi letusan 
Merapi. 
3) Perlindungan terhadap binatang buas dan larangan merumput 
Masyarakat diimbau agar tidak merumput di tempat-tempat yang 
dianggap angker seperti gunung-gunung kecil yang dianggap sebagai 
makam leluhur,  lereng-lereng, dan di tempat aliran lahar dingin. Lasiyo 
(2002: 82) berpendapat bahwa tempat-tempat yang dianggap angker 
tersebut merupakan jalur yang biasanya dilewati oleh awan panas dan 
lahar dingin. selain untuk menjaga diri dari bencana tersebut, rumput-
rumput di tempat-tempat tersebut juga berfungsi sebagai penahan erosi 
tanah. Adanya penyakralan terhadap binatang buas ini berfungsi untuk 
meramalkan letusan Gunung Merapi. Karena hewan-hewan dari gunung 
akan berbondong-bondong turun ketika suhu mulai meningkat pertanda 
Merapi akan meletus. Maka dari itu, kedua hal tersebut juga termasuk 
dalam kearifan lingkungan. 
4) Upacara-upacara ritual dan selamatan 
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Tujuan dari diadakannya upacara-upacara ritual dan selamatan oleh 
masyarakat ini yaitu untuk memberi sedekah kepada roh leluhur dan 
makhluk halus yang dianggap sebagai penghuni Merapi. Bisa dibilang, 
kegiatan ini merupakan ajang tukar menukar jasa antara masyarakat 
dengan makhluk halus. Sasongko dalam Lusiyo (2002: 83) mengatakan 
upacara dan selamatan ini juga berarti permintaan keselamatan dan 
kesejahteraan agar selalu menyertai negara, pemerintahan beserta 
rakyatnya. 
Banyaknya persepsi masyarakat tentang Gunung Merapi sangat 
dipengaruhi oleh mitos yang dipercayai secara turun temurun. Hubungan 
terus menerus dan telah berlangsung secara turun temurun melahirkan 
hubungan emosional dan psikologis yang erat antara masyarakat dengan 
Gunung Merapi (Heru Hermawan, 2010: 55). Masyarakat Lereng Merapi 
sangat meyakini bahwa Gunung Merapi bukanlah merupakan suatu 
ancaman. Berikut ini ada beberapa pola etika masyarakat dalam menjaga 
keseimbangan kosmos menurut Moch. Fathkan (2006: 114). 
1) Etika dalam Bertani 
Sebelum dan sesudah ladang ditanami, masyarakat Lereng Merapi akan 
terlebih dahulu mengadakan selamatan, memohon dan berterimakasih 
kepada dewa pangan yang disebut Mbok Sri (Dewi Sri). Jika terjadi hujan 
abu, di mana ditemukan banyak tanaman mati, masyarakat tetap 
bersyukur. Hal ini sesuai dengan kepercayaan masyarakat, bahwa 
tanaman yang mati tersebut sementara dipinjam oleh Eyang Merapi dan 
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akan diganti dengan yang lebih banyak. Jika dikaji dari sudut pandang 
kearifan lingkungan, hal ini masuk akal karena abu vulkanik mengandung 
banyak unsur hara yang dapat menyuburkan tanah. Sehingga, tanaman 
yang tumbuh dalam abu vulkanik akan lebih subur. 
2) Etika dalam Beternak 
Pengukuhan hutan lindung saat ini mendesak warga harus beternak dari 
teknik penggembalaan ke teknik pemeliharaan. Hal ini menyebabkan 
warga harus merumput setiap hari. Ketika musim kemarau tiba, 
masyarakat akan merumput di pagi atau sore hari di di sekitar Lereng 
Merapi. Hal itu dilakukan bersama-sama dengan warga yang lain karena 
seringkali terdengar suara-suara aneh di dalam hutan. Suara-suara 
tersebut seperti terdengarnya suara orang menyanyi Lagu Jawa, orang 
menangis, orang yang sedang memanggil-manggil, dan lain-lain. 
Masyarakat akan merumput secara berdekatan dan saling menjaga satu 
sama lain. 
3) Etika dalam Bermukim 
Kondisi tanah yang baik dan buruk akan sangat berpengaruh pada 
keberlangsungan hidup orang yang bermukim. Keadaan tanah tersebut 
berpengaruh pada kondisi kesehatan, ekonomi, dan hubungan sosial. 
Untuk mengetahui baik buruknya tanah hunian, hal yang dilakukan oleh 
masyarakat adalah dengan menggali tanah tepat di tengah bagian tanah 
sedalam satu lengan. Kemudian tanah tersebut ditutup kembali dengan 
tanah yang telah digali. Apabila tanah galian tidak tersisa, maka tanah 
  
62 
 
tersebut termasuk tanah yang baik dan tidak dihuni oleh makhluk sakral. 
Sedangkan apabila kondisi tanah kurang baik, maka sisa tanah galian 
akan tersisa. Hal ini memaksa calon penghuni tanah harus mencari tempat 
lain untuk dihuni. 
Lasiyo (2002: 80) berpendapat terdapat tiga aspek kearifan lingkungan 
yang berkaitan dengan kebencanaan yakni: 
1) Persepsi terhadap gunung api, pandangan masyarakat yang harus mampu 
hidup berdampingan dengan alam menjadi bekal bagi masyarakat untuk 
tetap dapat bertahan hidup dengan dibayangi potensi bencana erupsi yang 
sewaktu-waktu dapat meletus.  
2) Persepsi atas bencana, keyakinan masyarakat tentang bencana gunung api 
akan sangat mempengaruhi bagaimana masyarakat memperlakukan alam. 
Kepercayaan bahwa erupsi bukan merupakan suatu ancaman disadari 
masyarakat karena banyaknya manfaat dari hasil erupsi yang dapat 
dimanfaatkan. 
3) Persepsi atas tanda bencana, alam akan selalu mengirimkan sinyal ketika 
akan terjadi erupsi. Hal ini telah disadari oleh masyarakat karena 
kedekatan masyarakat lereng gunung dengan lingkungan tempat 
tinggalnya.  
Heru Setiawan (2010: 56) menambahkan firasat dan mimpi menjadi 
salah satu tanda bencana yang dimiliki masyarakat lereng gunung. Hal ini 
memang belum dapat dikategorikan sebagai suatu tanda yang paten. Karena 
penerima firasat atau mimpi itu hanya dialami oleh orang-orang tertentu. 
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Hingga saat ini keilmiahan tanda bencana yang berupa firasat dan mimpi 
belum diakui meskpun banyak masyarakat lereng gunung yangsecara 
bergantian mendapatkan tanda bencana tersebut. 
Dari uraian tersebut jelaslah bahwa anggapan-anggapan masyarakat 
yang dianggap sebagai sebuah mitos dan cerita rakyat didasari pada kearifan 
lingkungan. Ada nilai-nilai kearifan ekologi dalam setiap larangan-larangan 
atau nasehat leluhur masyarakat di Lereng Merapi. Kearifan tersebut tidak 
lain adalah untuk menjaga keseimbangan antarkehidupan makhluk-makhluk 
agar dapat hidup berdampingan. 
B. Penelitian Relevan 
Berikut ini beberapa penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian 
ini: 
1. Penelitian mengenai mitigasi bencana sebelumnya telah dilakukan oleh Siti 
Irene Astuti Dwiningrum dan Sudaryono (2010) yang berjudul “Peran 
Sekolah dalam Pembelajaran Mitigasi Bencana”.  
Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesadaran siswa relatif sama 
artinya positif sudah memiliki kesadaran akan resiko bencana. Namun 
persepsi siswa tentang pengetahuan obyektif terhadap peristiwa bencana 
masih harus ditingkatkan. Maka dari itu diperlukan upaya pengadaan 
outbound tanpa menambah beban belajar kepada siswa atau model pelatihan 
lain untuk meningkatkan pengetahuan obyektif siswa terhadap bencana. 
Pada penelitian yang dilakukan oleh Siti Irene dan Sudaryono fokus 
pada peran sekolah dalam pembelajaran mitigasi bencana. Perbedaan 
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penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian ini 
yang mengkaji kebijakan mitigasi bencana di sekolah yang berbasis kearifan 
lingkungan. 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Anwari (2015) yang berjudul 
“Pengembangan Modul Pembelajaran Biologi Berbasis Kearifan 
Lingkungan di Taman Nasional Gunung Merapi untuk SMA/MA Kelas X 
Materi Keanekaragaman Hayati”.  
Pada penelitian tersebut mengkaitkan antara pengembangan modul 
dengan kearifan lingkungan yang sangat erat kaitannya dengan kearifan 
lingkungan. Simpulan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa 
masyarakat Lereng Merapi memiliki kearifan lingkungan yang berkaitan 
dengan pelestarian lingkungan atau dikenal dengan kearifan lingkungan. Hal 
ini diketahui dati pandangan masyarakat terhadap Gunung Merapi, 
pemanfaatan dan budidaya tumbuh-tumbuhan, serta berbagai upacara 
selamatan. 
Penelitian tersebut juga didasarkan pada kearifan lingkungan yang di 
dalamnya ditemukan kearifan lingkungan. Perbedaan penelitian tersebut 
dengan penelitian ini yaitu terletak pada pendekatannya yang menggunakan 
kuantitatif. Selain itu, penelitian tersebut fokus pada pengembangan modul 
pembelajaran. Sedangkan penelitian ini difokuskan pada kebijakan mitigasi 
bencana yang berbasis kearifan lingkungan. 
3. Penelitian yang dilakukan oleh Moch. Fatkhan (2006) yang berjudul 
“Kearifan lingkungan Masyarakat Lereng Gunung Merapi”.  
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Penelitian tersebut menemukan bahwa kearifan lingkungan masyarakat 
Lereng Gunung Merapi berupa upacara labuhan Merapi sebagai bentuk 
ekspresi dan penafsiran tentang hubungan antarmanusia, dunia, dan kosmos. 
Selain itu kepercayaan masyarakat akan dunia gaib masih tinggi yang 
sebenarnya merupakan wujud mereka dalam menjaga keselarasan antara 
penduduk, Gunung Merapi, dan alam adikodrati. 
Penelitian ini sama-sama mengkaji kearifan lingkungan yang terdapat 
pada masyarakat Lereng Gunung Merapi dan menggunakan pendekatan 
kualitatif. Namun terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang 
dilakukan oleh Moch. Fatkhan dengan penelitian ini yaitu pada penelitian 
tersebut fokus pada kearifan lingkungan masyarakat Lereng Gunung Merapi 
saja, sedangkan fokus penelitian ini yaitu mengkaitkan kearifan lingkungan 
masyarakat Lereng Gunung Merapi dengan kebijakan mitigasi bencana di 
sekolah.  
C. Kerangka Pikir 
Keindahan alam Indonesia yang beragam juga disertai dengan 
beragamnya berbagai bencana alam seperti angin topan, banjir, gempa, longsor, 
gunung meletus, dan lain-lain. Bencana-bencana tersebut terjadi tanpa ada 
kompromi dengan manusia. Alat-alat canggih pun tidak mampu memberikan 
keakuratan peringatan untuk menginformasikan kepada manusia bahwa akan 
terjadi bencana. Maka dari itu diperlukan tindakan khusus untuk menghindari 
kerugian nyawa, harta, dan hal-hal yang lain. Mulai dari proses sosialiasi, 
pengadaan program dan kegiatan, serta berbagai macam cara dilakukan untuk 
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meminimalisisr dampak kerugian dari ancaman bencana. Namun, apapun 
soslusi yang ditawarkan, tidak akan berfungsi jika hanya dijadikan sebagai 
suatu kegiatan yang bersifat insidental. Maka dari itu diperlukan tindakan 
seperti peningkatan kesadaran bagi masyarakat mengenai resiko bencana. Hal 
ini sangat penting terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan 
bencana. 
Analisis dampak yang diakibatkan oleh bencana-bencana di Indonesia 
kemudian memunculkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana. Hal ini ditujukan agar dampak bencana dapat 
diminimalisir dan menyadarkan manusia untuk hidup harmonis bersama alam. 
Peraturan perundang-undangan ini menyangkut berbagai macam 
penanggulangan bencana secara umum agar dapat dikembangkan oleh 
pemerintah daerah. Undang-undang ini dijadikan sebagai landasan bagi 
pemerintah daerah untuk membuat kebijakan penanggulangan bencana sesuai 
dengan kondisi ancaman dan kerawanan bencana daerahnya. ancaman bencana 
merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. 
Sedangkan rawan bencana yaitu kondisi geologis, biologis, hidrologis, 
klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknoogi pada 
suatu daerah dalam jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan 
mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk 
menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. 
Keluaran undang-undang tersebut disikapi Pemerintah Daerah Kabupaten 
Magelang dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 
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tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang. Undang-
undang ini mengatur hal-hal yang terkait dengan penanggulangan bencana. 
Berdasarkan Undang-Undang tersebut terdapat tiga tahapan dalam 
penanggulangan bencana. Tahapan-tahapan tersebut antara lain yaitu 
prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Pada tahapan prabencana 
terdapat tiga hal yang harus diperhatikan yaitu kesiapsiagaan, peringatan dini, 
serta mitigasi bencana. Pada penelitian ini difokuskan pada hal yang terkait 
mitigasi bencana.  
Mitigasi bencana idealnya dilakukan atau dilaksanakan oleh instansi 
pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, usaha, maupun 
lembaga internasional. Kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Magelang yang 
tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 terkait pula dengan 
siapa saja yang berperan sebagai subyek sekaligus obyek kebijakan. Subyek 
dan obyek tersebut salah satunya adalah instansi pemerintah bidang pendidikan 
atau sekolah.  
Kebijakan mitigasi bencana juga dilaksanakan di lembaga pemerintah di 
tingkat satuan pendidikan berupa sekolah. Terlebih lagi bagi sekolah yang 
berada di daerah rawan bencana. Misalnya sekolah yang berada di kawasan 
rawan bencana gunung api. Maka kebijakan mitigasi bencana gunung api 
menjadi penting untuk diterapkan di sekolah yang berada di Lereng Gunung 
Merapi. Tentu saja hal ini ditujukan untuk mengurangi jumlah kerugian yang 
ditimbulkan oleh bencana khususnya bencana gunung api. 
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Kebijakan mitigasi bencana memang telah di atur dalam peraturan 
perundang-udangan di tingkat nasional, namun kebijakan tersebut masih dapat 
dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Hal ini 
karena Indonesia telah menerapkan prinsip desentralisasi dalam pelaksanaan 
kebijakannya. Seperti kebijakan yang ada pada masyarakat Lereng Merapi 
yang tetap menjaga kearifan lingkungan. Ternyata kearifan lingkungan tersebut 
menjadi dasar masyarakat dan sekolah agar dapat hidup berdampingan dengan 
Gunung Merapi. Agar lebih jelas, berikut ini disajikan bagan kerangka berpikir. 
  
Potensi Bencana: 
Longsor, Kebakaran, Banjir, 
Kerusuhan, Angin Topan, Konflik, 
Tsunami, Kekeringan, Gempa, 
Gunung Meletus 
UU RI Nomor 24 Tahun 2007 
tentang Penanggulangan Bencana 
Perda Kabupaten Magelang Nomor 
3 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan 
Bencana 
Gunung Api Merapi 
Kearifan lokal 
Masyarakat Lereng 
Merapi 
Masyarakat Lereng 
Merapi 
Prabencana 
Saat Tanggap Darurat 
Pascabencana 
Mitigasi Bencana 
Peringatan Dini 
Kesiapsiagaan 
Kebijakan Mitigasi 
Bencana di Sekolah 
Gambar 3. Kerangka Berpikir 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualititatif 
deskriptif dengan maksud mendapatkan data dan situasi yang mendalam 
mengenai kebijakan mitigasi bencana berbasis kearifan lingkungan di SD 
Negeri Ngablak Srumbung Magelang Jawa Tengah. Selain itu, permasalahan 
yang dikaji belum jelas, holistik, kompleks, penuh makna, dan bersifat dinamis 
atau berubah-ubah. Sifat permasalahan dalam penelitian ini kurang tepat 
apabila dikaji dengan menggunakan metode kuantitatif yang menggunakan 
instrumen penelitian seperti kuesioner, angket, dan lain-lain. Sugiyono (2013: 
15) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 
berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada 
kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana 
peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data 
dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan 
trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil 
penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi atau 
transferability. Makna yang dimaksud di sini adalah data yang pasti berupa 
nilai dibalik data yang tampak atau makna yang sebenarnya. Secara garis besar, 
Lexy J. Moleong (2007: 6) menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif 
merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami 
oleh subyek penelitian. Joseph A. Maxwell (2013: 30) mengatakan “The 
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strengths of qualitative research derive significantly from this process 
orientation toward the world, and the inductive approach, focus on specific 
situations or people, emphasis on descriptions rather than numbers that this 
requires.” Artinya, secara signifikan, kekuatan atau kelebihan dari penelitian 
kualitatif berasal dari orientasi proses bagi dunia, dan menggunakan 
pendekatan induktif yang fokus pada situasi atau orang-orang yang spesifik, 
serta menekankan deskripsi dari pada data angka. 
Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif sebagai metodenya. 
Winarno Surahmat (1985: 140) mengatakan bahwa penelitian analisis 
deskriptif yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan suatu 
kejadian atau fakta-fakta secara sistematis faktual dan akurat yang terjadi pada 
situasi sekarang. Data-data mengenai kebijakan mitigasi bencana berbasis 
kearifan lingkungan di SDN Ngablak yang telah terkumpul, kemudian disusun, 
dianalisis, dan diintepretasikan. Melalui tahapan-tahapan tersebut, maka 
penelitian ini tidak mengubah situasi dan kondisi yang ada di lapangan, tanpa 
ada manipulasi atau dikondisikan. 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
Hary Yuswadi (2012: 148) berpendapat bahwa lokasi dan setting 
penelitian dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan dapat tidaknya dimasuki 
dan dikaji lebih mendalam, karena betapa pun menariknya suatu kasus, tetapi 
jika sulit dimasuki lebih dalam oleh seorang peneliti, maka akan menjadi suatu 
kerja yang sia-sia.  
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Pada penyusunan proposal penelitian, setting penelitian ada di dua 
sekolah, yakni SDN Ngablak dan MI Ma’arif 1 Ngablak. Namun setelah 
dilakukan pra observasi ulang, lokasi penelitian yang ditetapkan pada 
penelitian ini dilakukan di SD Negeri Ngablak yang berada di Kecamatan 
Srumbung Kabupaten Magelang. Desa Ngablak merupakan desa yang 
termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Api Merapi dan 
salah satu sekolah dasar yang terdapat di desa tersebut adalah SD Negeri 
Ngablak di Kecamatan Srumbung. Pemilihan lokasi penelitian ini ditujukan 
untuk mengetahui kebijakan yang terkait dengan mitigasi bencana gunung api 
dan bagaimana kaitannya dengan kearifan-kearifan lingkungan yang ada di 
sekitar sekolah. 
Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif pada umumnya 
memakan waktu yang cukup lama. Hal ini dikarenakan penelitian ini bertujuan 
mencari penemuan, bukan pembuktian hipotesis seperti dalam penelitian 
kuantitatif. Tetapi tidak menutup kemungkinan penelitian kualitatif hanya 
memakan waktu yang singkat apabila data yang ditemukan telah mencapai titik 
jenuh (Sugiyono, 2013: 37). Penelitian ini memerlukan waktu hingga tiga bulan 
dari bulan Maret hingga bulan Mei tahun 2015.  
C. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian pada penelitian yang menggunakan pendekatan 
kualitatif adalah peneliti itu sendiri atau human instrument. M. Djunaidi Ghony 
dan Fauzan Almanshur (2012: 95) mengemukakan bahwa peneliti dalam 
penelitian kualitatif merupakan orang yang membuka kunci, menelaah, dan 
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mengeksplorasi seluruh ruang secara cermat, tertib, dan leluasa. Peneliti pada 
penelitian kualitatif menjadi salah satu penentu kualitas proses dan hasil 
penelitian. Oleh karena itu, peneliti dalam penelitian kualitatif disebut sebagai 
key instrument.  
Sebagai key instrument, peneliti dapat dibantu dengan pedoman 
observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi. Pedoman observasi ini 
dimaksudkan agar peneliti dapat mengamati aktivitas-aktivitas yang terjadi di 
SDN Ngablak. Pedoman wawancara digunakan sebagai alat untuk 
memudahkan peneliti dalam menggali data secara lebih mendalam dan 
bermakna tentang kebijakan mitigasi bencana berbasis kearifan lingkungan. 
Sedangkan studi dokumen digunakan untuk melengkapi data yang terkait 
dengan kebijakan mitigasi bencana berbasis kearifan lingkungan.  
D. Sumber Data 
Sumber data memiliki kedudukan yang tidak kalah penting pada 
penelitian. Suharsimi Arikunto (2013: 172) berpendapat bahwa sumber data 
merupakan benda, hal, atau orang yang menjadi subyek untuk penelitian yang 
melekat dan dipermasalahkan. Artinya, sumber data yang diteliti dan diamati 
terkait dengan variabel penelitian.  
Berdasarkan hal tersebut, sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala 
Sekolah Dasar Negeri Ngablak, 2 orang guru, 3 orang siswa kelas VI, 3 orang 
siswa kelas V, 2 orang siswa kelas IV, 1 orang penjaga sekolah, dan 3 orang 
warga Lereng Merapi. Informan tersebut merupakan subjek yang berhubungan 
langsung dengan data yang yang terkait dengan permasalahan penelitian ini. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data pada penelitian menjadi aspek yang sangat 
penting. Hal ini disebabkan karena tujuan dari penelitian adalah untuk 
mengumpulkan data. Kualitas penelitian dipengaruhi oleh ketepatan dalam 
pemilihan teknik dalam mengumpulkan data. Sugiyono (2013: 309) 
membedakan jenis-jenis teknik dalam pengumulan data yaitu observasi, 
wawancara, dan studi dokumen. Berikut adalah paparan teknik pengumpulan 
data dalam penelitian ini.  
1. Observasi  
Observasi merupakan teknik yang tidak terbatas pada komunikasi dengan 
manusia saja, namun juga dengan obyek-obuek yang lain. Sutrisno Hadi dalam 
Sugiyono (2013: 203) berpendapat bahwa observasi merupakan suatu proses 
kompleks yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Teknik 
pengamatan ini digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku 
manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan cakupan informan yang tidak 
terlalu besar.  
Terdapat tiga macam teknik observasi yang dikemukakan oleh Sugiyono 
(2013: 310-313) yaitu 1) obsevasi partisipatif; 2) observasi terus terang dan 
tersamar; dan 3) observasi tak terstruktur. Pada penelitian ini, jenis observasi 
yang digunakan adalah teknik observasi terus terang dan tersamar. Teknik ini 
merupakan kebalikan dari teknik observasi partisipan. Teknik observasi 
partisipan melibatkan peneliti sebagai orang yang terlibat langsung dalam 
aktivitas yang diteliti oleh peneliti. Sedangkan teknik observasi terus terang 
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tidak terlibat dalam aktivitas yang dilakukan oleh subyek penelitian. Sugiyono 
(2013: 312) mengatakan bahwa peneliti dalam melakukan pengumpulan data 
menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa sedang melakukan 
penelitian. Sehingga, sumber data telah mengetahui tentang keberadaan peneliti 
di lapangan. Selain itu peneliti juga tersamar dalam observasi agar 
mendapatkan data terkait. 
Dalam penelitian ini observasi atau pengamatan dilakukan ketika proses 
pembelajaran berlangsung untuk mengetahui aktivitas pembelajaran di kelas 
IV, V, dan VI, mengamati bentuk bangunan sekolah, mengamati artefak-
artefak yang ada di sekolah, dan mengamati aktivitas warga sekolah. 
2. Wawancara 
Teknik wawancara adalah teknik yang dilakukan untuk mendapatkan 
data-data yang sifatnya lebih mendalam. Sugiyono (2013: 317) mengemukakan 
bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 
dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan maknanya dalam 
suatu topik tertentu. Ada beberapa jenis teknik wawancara antara lain yaitu 
wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur, dan wawancara tidak 
terstruktur. Pada penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah 
wawancara semiterstruktur. 
Sugiyono (2013: 320) mengemukakan bahwa wawancara semiterstruktur 
sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, dengan tujuan untuk 
menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Artinya, pihak yang diajak 
wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam pelaksanaan wawancara 
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ini bersifat lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur yang 
telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis 
dan telah disediakan alternatif jawabannya. 
Pemilihan wawancara semiterstruktur ini dikarenakan penelitian ini 
mengungkap tentang kebijakan mengenai mitigasi bencana gunung api yang 
berbasis kearifan lingkungan di SDN Ngablak. Maka dari itu, data-data yang 
dikumpulkan termasuk meminta pendapat dan/atau ide-ide dari subyek 
penelitian. Pertimbangan inilah yang kemudian dijadikan landasan pemilihan 
teknik pengumpulan data melalui wawancara semiterstruktur. 
3. Studi Dokumen 
Studi dokumen diperlukan untuk menggali data-data dan/atau makna-
makna yang terjadi di masa lalu dan masa kini atas penafsiran ulang subyek 
penelitian terhadap obyek penelitian atau peristiwa tertentu. Tadjoer Ridjal 
(2012: 142-143) mengemukakan pendapatnya mengenai dokumen, yaitu 
rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan 
pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan 
konteks rekaman peristiwa tersebut. Pengertian dokumen sering dibedakan 
dengan record. Guba dan Licoln (1981) dalam Lexy J. Moleong (2007: 216-
217) mendefinisikan record sebagai setiap pernyataan tertulis yang disusun 
seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau 
menyajian akunting. Sedangkan dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun 
film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan 
seorang penyidik.  
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Studi dokumen ini dilakukan untuk melengkapi data-data yang telah 
dikumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara. Selain itu, alasan lain 
penggunaan teknik ini adalah data yang dikumpulkan membutuhkan bukti-
bukti seperti buku panduan atau buku pedoman yang digunakan sekolah dalam 
menyampaikan materi mengenai kebencanaan untuk melengkapi data dalam 
penelitian ini. 
F. Analisis Data 
Lexy J. Moleong (2007: 280) mengatakan bahwa analisis data adalah 
proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan 
satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan 
hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Selanjutnya Bogdan dan 
Biklen (1982) dalam Lexy Moleong (2007: 248) menyatakan bahwa analisis 
data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 
mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 
dikelola, menyintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa 
yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat 
diceritakan kepada orang lain. 
Analisis data pada penelitian ini dilakukan ketika penelitian sedang 
berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Analisis ini 
dilakukan melalui tahapan pengumpulan data (data collection), reduksi data 
(data reduction), penyajian data (display data), dan verifikasi (conclusion 
drawing/ verification). Tahapan-tahapan tersebut dapat digambarkan sebagai 
berikut.  
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Gambar 4. Analisis Data 
Sumber: Miles&Huberman (1994) dalam Tadjoer Ridjal (2012: 145) 
Data-data mengenai kebijakan mitigasi bencana yang berbasis kearifan 
lingkungan dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen 
kemudian direduksi. Data-data tersebut kemudian dirangkum, dipilih data yang 
pokok, difokuskan pada data-data yang penting, dicari tema dan polanya, dan 
menghilangkan data-data yang tidak diperlukan. Setelah data direduksi, 
langkah selanjutnya yaitu penyajian data (display data). Pada tahap ini 
penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat dalam bentuk teks dan 
tabel. Hal ini dilakukan karena penelitian ini merupakan penelitian yang 
mengkaji kebijakan sekolah yang terkait kebijakan mitigasi bencana gunung 
api yang berbasis kearifan lingkungan di SDN Ngablak. Sehingga apabila 
penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat dan tabel, maka hal ini 
memperjelas hasil penelitian mengenai kebijakan mitigasi bencana berbasis 
kearifan-kearifan lingkungan. Langkah selanjutnya dalam analisis data 
kualitatif ini yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Setelah melalui 
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tahapan penyajian data, data kemudian dihubungkan dengan rumusan masalah 
yang telah disusun. Tahapan ini bertujuan untuk mencari tahu, apakah data 
telah menjawab rumusan masalah atau tidak. Setelah penyajian data mengenai 
kearifan-kearifan lingkungan dan kebijakan mitigasi bencana gunung api yang 
berbasis kearifan lingkungan dilakukan, data kemudian dikaji apa saja 
kebijakan mitigasi bencana yang berbasis kearifan lingkungan itu. 
G. Keabsahan Data 
Keabsahan data pada penelitian sangat penting kedudukannya. Hal ini 
didasari pada tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian tergantung pada 
tingkat keabsahan datanya. Pada penelitian ini keabsahan data dilakukan 
dengan perpanjangan pengamatan serta trianggulasi teknik dan sumber.  
Sugiyono (2013: 369) mengatakan bahwa perpanjangan pengamatan 
membuat hubungan antara peneliti dengan informan lebih akrab, tidak ada 
jarak, tidak dicurigai, sehingga informasi yang didapatkan lebih mendalam. 
Perpanjangan pengamatan dilakukan karena pada awal peneliti memasuki 
lapangan, peneliti masih dianggap sebagai orang asing sehingga informasi yang 
dibutuhkan belum lengkap. Maka dari itu diperlukan perpanjangan pengamatan 
di SDN Ngablak untuk mengecek kembali data-data yang telah didapatkan. 
Sugiyono (2013: 330) berpendapat bahwa trianggulasi diartikan sebagai teknik 
pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 
pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.  
Trianggulasi sendiri dapat dilakukan dengan trianggulasi teknik dan/atau 
trianggulasi sumber. Sugiyono (2013: 330) berpendapat bahwa trianggulasi 
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teknik merupakan cara peneliti dalam mengumpulkan data dengan teknik yang 
berbeda-beda pada sumber yang sama. Sedangkan trianggulasi sumber adalah 
pengumpulan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. 
Berikut ini bagan trianggulasi teknik dan sumber untuk memperjelas 
pembahasan tersebut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ketika peneliti melakukan penelitian untuk mencari data, peneliti juga 
sedang melakukan uji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan 
dan sumber data.  
Studi Dokumen 
Wawancara 
Semiterstruktur 
Observasi 
Terus Terang 
Kepala 
Sekolah 
Kepala Sekolah 
Siswa 
Guru& Penjaga 
sekolah 
Wawancara 
Semiterstruktur 
Gambar 5. Trianggulasi Teknik 
Gambar 6. Trianggulasi Sumber 
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Teknik pengumpulan data yang menggunakan wawancara secara 
bersamaan di observasi dan/atau dikaji dokumen-dokumen yang mendukung 
sumber data tersebut. Ketika wawancara dilakukan dengan Kepala Sekolah 
mengenai kebijakan yang terkait dengan mitigasi bencana gunung api yang 
berbasis kearifan lingkungan, maka dokumen-dokumen seperti peraturan 
daerah, konfirmasi pelaksanaan dari guru, siswa, dan/atau dokumen-dokumen 
lain yang mendukung, juga diperlukan dalam rangka menguji kredibilitas data 
hasil wawancara dengan Kepala Sekolah. Begitu juga teknik-teknik lain yang 
dikenakan kepada subjek penelitian yang lain.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
1. Deskripsi Lokasi Penelitian 
 
Gambar 7. Peta Desa Ngablak 
Kabupaten Magelang adalah daerah yang terkenal dengan cagar alam 
berupa Candi Borobudur. Selain itu, berbagai keindahan alam juga menjadi 
tujuan khusus bagi para wisatawan untuk sekedar bertamasya atau 
mengabadikan gambar. Magelang merupakan salah satu wilayah yang juga 
dilewati pegunungan Merapi. Kecamatan Srumbung merupakan salah satu 
kecamatan yang berada di lereng Merapi. Berdasarkan profil BPPK Kecamatan 
Srumbung, kecamatan ini merupakan daerah yang strategis dengan topografi 
dataran rendah sampai dataran tinggi yang berbatasan dengan Daerah Istimewa 
Yogyakarta di bagian timur, Kecamatan Muntilan dan Dukun di bagian barat, 
Kecamatan Salam di bagian selatan, serta Kabupaten Boyolali di bagian utara. 
Luas Kecamatan yang terletak di Lereng Merapi ini adalah 53,18 km2 dan 
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terdiri dari 17 yang terbagi menjadi 163 dusun. Desa-desa tersebut yaitu 
Ngagosoko, Kemiren, Kaliurang, Tegalrandu, Pandanretno, Pucanganom, 
Bringin, Polengan, Mranggen, Srumbung, Kamongan, Banyuadem, Nglumut, 
Kradenan, Jerukagung, Sudimoro, dan Ngablak. 
Penelitian ini difokuskan pada tempat penelitian yang berada di Desa 
Ngablak. Desa tersebut terletak 13 km dari Puncak Merapi. Awal mulanya desa 
ini terdiri dari 12 dusun, tetapi setelah terjadinya bencana warga yang berada di 
5 dusun teratas kemudian direlokasi ke luar Jawa sehingga saat ini yang tersisa 
7 dusun. Dusun-dusun tersebut antara lain Jengglik, Srikaton, Ngablak, 
Purwosari, Kedawung, Nepen, dan Logandeng yang berada di wilayah 
administratif  Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang. Di Desa Ngablak 
ini terdapat beberapa sekolah baik negeri maupun swasta. Salah satu sekolah 
negeri yang ada di Desa Ngablak yaitu SD Negeri Ngablak. Berdasarkan hasil 
studi dokumen berikut ini identitas sekolah tersebut. 
Nama Sekolah  : SD Negeri Ngablak 
NPSN   : 20307949  
NSS   : 101030805014 
NIS   : 100220 
Didirikan pada  : 10 Agustus 1962 
Alamat   : Purwosari 56485 Ngablak Srumbung Magelang 
Desa   : Ngablak 
Kecamatan  : Srumbung 
Kabupaten   : Magelang 
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Provinsi   : Jawa Tengah 
Daerah   : Pedesaan 
Status Sekolah  : Negeri 
Akreditasi   : A 
Surat Keputusan  : SD/KEP/PDK/15/I  
Penerbit SK  : Bupati 
Sekolah ini merupakan salah satu sekolah negeri dari dua puluh tiga 
sekolah dasar negeri yang ada di Kecamatan Srumbung. Sekolah ini merupakan 
salah satu sekolah proyek penanggulangan bencana mengingat letak 
geografisnya yang berada di Kawasan Rawan Bencana III. Kawasan Rawan 
Bencana III merupakan kawasan yang memiliki ancaman bencana paling 
banyak dibanding dengan yang lain. Ancaman bencana di Kawasan Rawan 
Bencana III antara lain yaitu awan panas, lontaran lava, dan guguran lava. 
Berikut ini disajikan peta Kawasan  Rawan Bencana. 
 
Gambar 8. Peta Kawasan Rawan Bencana 
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Sekolah ini memiliki visi terwujudnya anak didik yang berakhlakqul 
karimah, serta sehat jasmani dan rohani, cerdas, trampil, dan bertanggung 
jawab berdasarkan iman dan taqwa. Misi SD Negeri Ngablak antara lain yaitu: 
a) Membentuk dan mengembangakan pribadi anak sesuai ajaran agama; b) 
Mengembangkan intelektual anak berpedoman kurikulum; serta c) Memupuk 
dan mengembangkan bakat peserta didik. Sedangkan tujuan sekolah ini yaitu 
meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia dan  
ketrampilan untuk hidup mandiri mengikuti pendidikan lebih lanjut.  
2. Kearifan Lingkungan di Lereng Merapi 
a. Keyakinan terhadap Keberadaan Gunung Merapi sebagai Anugrah 
Sebagai warga Lereng Merapi, masyarakat menyadari bahwa mereka 
hidup bersama dengan Gunung Merapi. Baik Kepala Sekolah, guru, penjaga 
sekolah di SDN Ngablak mapun warga Lereng Merapi mengatakan bahwa 
keberadaan Gunung Merapi merupakan sebuah anugerah. Mereka bersyukur 
mendapat kesempatan tinggal berdampingan dengan Gunung Merapi. 
Meskipun alasan dari masing-masing subjek berbeda-beda antara lain seperti 
banyaknya kekayaan alam yang dapat diperoleh oleh warga, indahnya 
pemandangan alam. Berikut ini ungkapan pendapat Bapak RM tentang 
keberadaan Gunung Merapi. 
“Merapi menurut saya itu anugrah, menurut saya Merapi itu anugrah.” 
 
Hal ini senada dengan pernyataan Bapak SY yang menyatakan bahwa: 
“Saya sebagai penduduk asli sini malah alhamdulillah, bersyukur 
karena ada Gunung Merapi. Sebab apa? Tanah ini apabila 
dibandingkan dengan mana saja, paling subur. Di daerah sini ini 
tanaman apa saja tumbuh subur.” 
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Bapak AY sebagai informan yang lain juga mengatakan: 
“Woh ya seneng mbak. Meskipun Gunung Merapi ini memiliki potensi 
bencana, tapi kan banyak yang bisa dimanfaatkan dari hasil erupsinya. 
Bahan-bahan material kan melimpah to mbak, tanahnya ya subur.”  
 
Begitu pula pendapat yang disampaikan oleh Bapak WH sebagai 
berikut. 
“Kalau Merapi ada itu ya alhamdulillah mbak. Saya ya syukur bisa 
tinggal di sini ini. Di sini kan apa-apa ada mbak.” 
 
Berdasarkan pendapat dari informan tersebut dapat disimpulkan bahwa 
adanya Gunung Merapi tidak dianggap sebagai suatu ancaman atau musibah 
tetapi justru dianggap sebagai anugerah dari Tuhan meskipun sering terjadi 
erupsi. Para informan menyadari, hasil erupsi Gunung Merapi sangat 
mempengaruhi kesuburan tanah di wilayah Srumbung dan memiliki 
kekayaan alam serta material yang melimpah. 
b. Kesadaran tentang Pentingnya Hidup Berdampingan dengan Gunung 
Merapi 
Sebagai masyarakat yang tinggal di Lereng Merapi, masyarakat telah 
beberapa kali mengalami bencana erupsi, lahar dingin, dan bencana-bencana 
lain yang terkait dengan gunung api. Namun bagi informan yang 
diwawancarai, hal tersebut bukanlah menjadi suatu hal yang sangat 
dikhawatirkan. Hal ini dikarenakan ada beberapa manfaat  yang dapat 
dirasakan akibat letusan Gunung Merapi. Berikut ini pernyataan Bapak RM. 
“Asalkan kita itu bersahabat, mengenali, dan ramah dengan 
lingkungan. Tapi kalau kita tidak ramah dengan lingkungan malah bisa 
jadi musibah. Karena menurut saya lingkungan itu kan sangat 
mempengaruhi makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Kalau kita 
ramah dengan lingkungan maka ya lingkungan tidak marah. Tapi kalau 
diganggu ya marah.” 
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Hal ini senada dengan ungkapan Bapak SY yang mengatakan: 
“Saya tidak takut, karena apa? Karena gunung merapi ini bisa 
diprediksi kalau mau meletus, lewatnya mana, yang penting satu 
adalah cuma harus waspada. Nah itu kita sebagai masyarakat sekitar 
sini, tetap setiap saat tetap waspada.” 
 
Para informan meyakini bahwa Gunung Merapi bukan menjadi 
ancaman, begitu pula pendapat yang diungkapkan oleh Bapak AY sebagai 
berikut. 
“Lha saya itu malah seneng banget kok mbak kalau Merapi 
meletus. Seneng banget saya itu. Soalnya jadi suasananya baru, 
berubah lagi. Nggak gitu-gitu doang. Abunya itu kan bikin tambah 
subur to mbak” (Saya justru senang sekali ketika Merapi meletus. 
Saya sangat senang sekali. Karena suasananya menjadi baru dan 
berubah. Tidak seperti itu-itu saja. Abunya itu menjadikan tanah 
semakin subur.)”  
 
Berikut ini merupakan ungkapan Bapak WH mengenai bencana. 
“Kalau saya ya tetap bersyukur saja mbak. Cuman saya itu mikirnya, 
bagaimana nanti kalau terjadi erupsi lagi. Wong itu Merapi kan tiap 
berapa tahun pasti meletus. Jadi sudah terbiasa saya.” 
 
Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi 
mereka atas bencana lebih memandang dampak positifnya. Terjadinya 
bencana justru mendatangkan manfaat. Maka dari itu mereka menunjukkan 
rasa syukurnya karena diberi kesempatan oleh Tuhan untuk tinggal di 
Lereng Merapi. 
c. Tanda Fisik dan Metafisik sebagai Peringatan akan terjadinya Bencana 
Para guru, kepala sekolah, dan penjaga sekolah mempercayai bahwa 
mereka dilindungi dari ancaman bencana dari Gunung Merapi. Hal ini 
dikarenakan adanya tanda-tanda seperti mimpi, firasat, atau kejadian-
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kejadian yang termasuk dalam alam lain atau adikodrati. Informan-informan 
dalam penelitian ini menyatakan pernah mengalami kejadian-kejadian 
tersebut. Berikut ini pernyataan kepala sekolah terkait kejadian tersebut. 
“Saya itu berkali-kali mbak dapat cerita-cerita aneh-aneh dari bapak 
saya sendiri. Itu pernah bapak saya ini mimpi ketemu sama sesepuh 
itu. Sesepuh itu bilang ke Bapak kalau sesepuh itu akan mengadakan 
acara di Lereng.acara tersebut juga akan mendatangkan arak-arakan. 
Neh ternyata tidak lama kemudian Merapi meletus itu mbak. 
Kemudian lagi, ketika itu ada warga mau menyeberang sungai. Tiba-
tiba di belakang ada anggota TNI. Bilang ini ‘nek arep lewat gek wis, 
gek gantian’ (kalau mau lewat ya segera lewat, saya juga mau lewat). 
Setelah warga sampai di seberang sungai, anggota TNI tadi ilang, yang 
lewat malah lahar dingin itu mbak.” 
 
Kejadian semacam ini juga dialami oleh bapak SY. 
“Wah  iya itu mbak. Kalau warga sini sudah biasa mengalami hal 
semacam itu. Seperti bunyi-bunyi jathilan itu memang menjadi salah 
satu tanda kalau mau ada bencana. Itu kan sumber suaranya dari 
sungai itu mbak.” 
 
Sedangkan Bapak AY yang mengaku tidak mempercayai hal-hal 
mistis ini juga mengalami kejadian tersebut. Berikut pernyataan Bapak AY. 
“Kalau saya si sebenarnya tidak percaya mbak sama hal-hal yang 
berbau mistis gitu. Tapi saya sendiri memang pernah mengalami 
kejadian itu. Dulu  itu saya lagi di luar sama teman-teman saya jam 
sebelas malam. Terus kok kedengeran suara kayak jathilan, kayak ada 
orang main gamelan. Saya kira ada yang punya hajat, tapi aneh sekali 
rasanya, soalnya kok malam-malam. Terus saya sama teman-teman 
saya mendatangi sumber suara itu. Kami naik itu. Kan posisi kami ada 
di bawah. Pas saya dekati kami sudah di atas, kok suaranya makin 
menjauh, pas sudah di tempat sumber suara, malah suaranya pindah ke 
bawah. Pas didekati makin hilang-makin hilang. Gitu mbak. Esoknya 
terus terjadi banjir lahar dingin itu.” 
 
Sebagai penjaga sekolah, Bapak WH juga mengalami kejadian yang 
serupa. 
“Kalau tanda-tanda itu pasti ada. Misal musik. Jathilan. Tapi  nggak 
tau siapa yang memainkan. Itu sebagian warga mendengar. Terutama 
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yang dekat sungai. Itu yang bisa mendengar kan orangnya ganti-ganti 
juga mbak. Merata itu mbak. Soalnya itu mistik. Terus ada suara orang 
menangis tapi nggak ada orangnya. Biasanya kedengarannya malam 
hari, terus besok paginya terjadi lahar dingin. Kalau nggak, suara 
gamelannya pagi, malamnya nanti ada lahar dingin. Biasanya suara 
gamelan- gamelannya itu kalau nggak subuh ya maghrib itu. Itu 
sumbernya dari sungai, sungai putih. Kalau nggak musik ya 
kedengeran ada suara wanita menangis mbak.” 
 
Selain tanda-tanda dari isyarat melalui mimpi, kejadian, dan firasat 
atau tanda-tanda metafisik. Tanda-tanda bencana secara fisik telah 
dipersiapkan melalui upaya mitigasi bencana seperti mengikuti 
perkembangan pengamatan terhadap aktivitas Gunung Merapi dan melihat 
tanda-tanda dari alam. Hal ini diungkapkan oleh Bapak RM. 
“Kalau Merapi mau meletus itu biasanya cuacanya panas sekali. Itu 
pohon-pohon pada layu daunnya. Selain itu, binatang-binatang yang 
dari gunung pada turun ke kampung-kampung. Terus juga ini, 
terdengar suara seperti gemuruh-gemuruh itu.” 
 
Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Bapak SY sebagai berikut. 
“Kalau tanda-tanda dari alam itu yang paling jelas hewan-hewan dari 
gunung itu pada turun ke kampung mbak. Seperti monyet sama babi 
hutan itu, terus pohon-pohon bambu itu pada retak. ‘Kreteeeeeekkk!’ 
keras sekali itu suaranya, terus terdengar bunyi gemuruh, ini pohon-
pohon ini daunnya pada layu. Ya seperti itu mbak kalau tanda dari 
alam.” 
 
Begitu pula Bapak AY yang mengungkapkan tanda-tanda alam ketika 
akan terjadi bencana. 
“Merapi meletus itu mesti ada ciri-cirinya kok mbak. Dari alam saja  
itu kera atau monyet sama babi hutan itu pasti nggak tahan sama suhu 
panas di gunung. Jadi mereka mesti turun ke kampung-kampung. 
Daun-daun itu pada layu. Y begitu-begitu itu biasanya.” 
 
Pernyataan yang hampir sama juga diungkapkan oleh Bapak WH. 
“Ya biasanya kalau nggak yang tanda-tanda yang nggak kelihatan ya 
itu biasanya hewan-hewan dari gunung pada turun. Kayak kera itu. 
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Sama celeng (babi hutan). Kan biasanya Merapi kalau mau meletus itu 
lavanya kelihatan mbak dari rumah saya. Warnanya merah menyala 
gitu.” 
 
Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa 
persepsi infroman atas tanda bencana dibedakan menjadi dua, yaitu tanda 
metafisik dan tanda fisik. Tanda bencana yang bersifat metafisik misalnya 
seperti mimpi, firasat, maupun kejadian-kejadian lain. Sedangkan tanda fisik 
misalnya seperti suhu udara yang meningkat, pepohonan layu, pohon bambu 
yang retak, hewan-hewan gunung yang turun ke perkampungan warga, 
terdengar suara gemuruh, dan terlihatnya lava pijar di puncak Gunung 
Merapi berwarna merah menyala. 
d. Musyawarah Masyarakat sebagai Cara untuk Mencari Solusi tentang 
Permasalahan yang Berkaitan dengan Bencana Gunung Merapi 
Berbagai cara dilakukan masyarakat dalam mengatasi masalah yang 
terkait dengan bencana Gunung Merapi. Salah satu cara yang digunakan 
untuk menemukan solusi tersebut adalah dengan mengadakan musyawarah. 
Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak RM. 
“Ya biasanya itu memang ada kumpulan-kumpulan itu di Balai Desa 
Mbak. Tapi ya cuma bahas kegiatan-kegiatan desa. Kalau khusus 
tentang bencana itu tidak Mbak. Biasanya digabungkan kalau pas 
membahas kegiatan desa itu.” 
 
Begitu pula ungkapan yang dikemukakan oleh Bapak SY sebagai 
berikut. 
“Musyawarah Mbak biasanya dengan warga di Balai Desa. Tapi itu ya 
tidak sering, tidak rutin. Bahasnya kan tinggal seputar 
penanggungjawab pas bencana, terus mobil atau angkutan-
angkutannya sudah siap berapa, punyanya siapa. Bahasnya kan kalau 
Merapi sudah aktivitas itu baru intensif Mbak. 
 
Ada pula hasil wawancara dengan Bapak AY sebagai berikut. 
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“Ya paling koordinasi dengan Balai Desa Mbak, ngadain rapat. Itu 
pernah ngundang dari BPBD juga kok Mbak buat bikin itunya daftar 
warga yang mau diungsikan itu.” 
 
Berikut ini ungkapan Bapak WH terkait dengan hal tersebut. 
“Kan kalau di sini ada Desa Bersaudaranya Mbak, yang buat ngungsi. 
Itu kan urusannya desa. Biasanya ya yang bapak-bapak suruh ngumpul 
buat musyawarahin itu Mbak.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
masyarakat mencari solusi yang terkait dengan permasalahan bencana erupsi 
melalui musyawarah. Dalam musyawarah tersebut lebih banyak dibahas hal-
hal yang bersifat teknis ketika terjadi bencana, misalnya seperti kebutuhan 
alat transportasi, daftar nama warga, dan daftar dusun yang dijadikan 
sebagai desa bersaudara. 
e. Gotong Royong Saat Terjadi Bencana dan Pasca Bencana 
Budaya masyarakat yang masih dilestarikan salah satunya adalah 
gotong royong warga masyarakatnya. Hal ini juga diaplikasikan warga 
Lereng Merapi ketika terjadi bencana dan setelah terjadi bencana. Berikut 
ini pernyataan Bapak RM terkait dengan hal tersebut. 
“Ya sambatan Mbak istilahnya itu. Biasanya kalau pas meletus itu ya 
paling bantu-bantu ngangkutin barang. Terus kalau sudah pulang ke 
rumah masing-masing itu ya ngadain kerja bakti Mbak. Bersih-bersih 
desa.” 
 
Bapak SY juga mengatakan hal yang demikian. 
“Wah iya. Alhamdulillahnya itu apa? Warga sini itu suka gotong 
royong Mbak. Contoh apa, misalnya ada rumah warga yang rusak itu, 
warga-warga saling bantu. Itu tidak dibayar lho Mbak itu. Cuma 
biasanya sama yang punya rumah nanti ada hidangan apa untuk 
disuguhkan. Kalau Merapi meletus, itu siapa yang punya mobil 
dipinjami nanti Mbak, gitu.” 
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Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak AY 
“Ya kalau di sini ini  biasanya paling ya kerja bakti kalau abis letusan 
Mbak. Kalau pas letusan ya paling bapak-bapak itu bantuin bangkut-
angkut barang, sama bantu-bantu evakuasi warganya.” 
 
Ungkapan yang samajuga diutarakan oleh Bapak WH. 
“Gotong royong ya tetap ada Mbak. Kalau pas Merapi meletus itu ya 
bantuin bawain barang-barangnya warga ke truk Mbak. Terus biasanya 
kalau pulang dari pengungsian itu kerja bakti. Bantuin warga yang 
rumahnya pada rusak.” 
 
Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa gotong royong masih 
ada di masyarakat Lereng Merapi. Bentuk-bentuk gotong royong ketika 
terjadi letusan seperti membantu warga mengangkut barang-barang yang 
akan di bawa ke pengungsian, membantu proses evakuasi warga, dan gotong 
royong pasca letusan yang dilakukan seperti membantu warga yang tempat 
huniannya rusak akibat erupsi dan kerj bakti. 
f. Kentongan sebagai Alat Peringatan Terjadinya Bencana 
Salah satu alat komunikasi warga Lereng Merapi adalah alat 
tradisional yang berupa kentongan. Kentongan merupakan alat yang dibuat 
dari bambu yang dilubangi dan dipukul dengan tongkat kayu kecil. Alat ini 
juga digunakan warga untuk memperingatkan warga ketika terjadi bencana. 
Berikut pernyataan Bapak OD sebagai warga Lereng Merapi. 
“Iya dipakai Mbak kalau Merapi mau meletus itu.” 
Begitu juga pernyataan yang diungkapkan oleh Ibu WS. 
“O iya ada, itu kentongan itu dipukulin terus pas Merapi mau meletus 
itu biar warganya cepet-cepet ngungsi Mbak. Itu namanya pukulannya 
itu ‘Titir’ Mbak. Itu le mukul terus Mbak, cepet juga. Jadi ya ‘tok tok 
tok tok tok’ gitu terus sampe lama Mbak. Itu kalau Merapi meletus. 
Kalau lahar dingin namanya di- lampor. Ya pukulane sama kayak 
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dititir itu Mbak, tapi kalau lampor  itu kentongan yang bunyi dari 
dekat Sungai Krasak itu. Kalau nggak ada apa-apa ya sekali mukulnya 
itu, namanya doro muluk. Kalau dua kali, tung tung (jeda) tung tung, 
nah itu disuruh waspada. Kalau nggak ada orang mau maling ya mau 
ada bencana. Kalau tiga kali itu ada hewan ternak hilang atau ada 
kecurian. Nek tujuh kali itu yo kayak nyuri tapi maksa, ngerampok 
gitu lo mbak. Itu namanya itu tujuh gandul. Ya begitu itu setau saya 
Mbak.” 
 
Hal yang sama juga diutarakan oleh Bapak WH sebagai berikut. 
“Kentongannya dititir Mbak biasanya itu. Kentongan itu dipukulin 
terus  sampe lama. Itu biar warganya pada siap-siap buat ngungsi.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 
kentongan juga menjadi salah satu alat yang digunakan warga dalam 
memberi peringatan terhadap warga yang lain bahwa sedang terjadi 
bencana. Ketika bunyi kentongan ini terdengar maka warga diharapkan 
untuk segera mempersiapkan diri di titik kumpul untuk dievakuasi ke tempat 
pengungsian.  
g. Pengelolaan dan Pemanfaatan Alam dengan Prinsip ‘Sak Madya’ 
Kekayaan alam yang ada di Lereng Merapi memang bukan menjadi 
suatu hal yang mengejutkan. Kesuburan tanahnya membuat tanaman 
tumbuh subur dan beragam. Masyarakat Lereng Merapi mengelladan 
memanfaatkan kekayaan alam dengan suatu prinsip. Berikut ini pernyaaan 
Bapak RM terkait hal tersebut. 
“Yang penting itu kan alam itu jangan berlebihan. Kan alam itu 
makhluk hidup, seperlunya aja dimanfaatkan. Kalau pesan Bapak saya 
itu Mbak, namanya sak madya wae.” 
 
Begitu pula ungkapan Bapak SY tentang pengelolaan alam ini. 
“Nah itu kalau masyarakat sini itu yang penting apa? Yang penting itu 
memanfaatkan alam dengan baik. Jangan berlebihan. Karena apa, alam 
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sini itu juga sangat berkaitan dengan alam lain. Kalau masyarakat sini 
itu merusak atau kalau dalam Bahasa Jawanya itu mayak atau rakus, 
nanti alam nanti membalas. Balasannya apa? Bentuknyaitu ya bencana 
alam. Maka dari itu masyarakat sini itu tidak boleh berlebihan kalau 
memanfaatkan alamnya.” 
 
Bapak AY juga mengatakan hal yang senada tentang pengelolaan alam 
tersebut. 
“Alam itu yang penting dijaga Mbak. Dimanfaatkan seperlunya biar 
gak rusak. Logikana kalau tanaman banyak, nanti kalau Merapi 
meletus kan lavanya bisa terhambat sama pohon-pohon. Jadi nggak 
sampai ke sini.” 
 
Bapak WH juga mengatakan sebagai berikut. 
“Kalau masyarakat sini itu kan nganggap Gunung Merapi itu ada yang 
nguasain Mbak. Jadi kalau masyarakatnya sembarangan 
memanfaatkan alam, nanti mesti ada kejadian apa-apa gitu.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 
masyarakat menggunakan prinsip sak madya dalam mengelola dan 
memanfaatkan alam. Artinya pemanfaatan alam dilakukan seperlunya saja. 
h. Larangan Membangun Rumah Menghadap ke Arah Gunung Merapi 
Pemilihan arah tempat tinggal di wilayah Lereng Merapi memiliki 
aturan khusus. Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil wawancara dengan 
Bapak RM berikut ini. 
“Memang kalau di sini ini tidak boleh menghadap gunung 
bangunannya. Itu kalau ada yang berani menghadap gunung, dianggap 
menantang. Tapi sebenarnya kan kalau Merapi meletus nanti susah 
larinya Mbak.” 
 
Bapak SY juga mengatakan demikian: 
“Bangunan-bangunan itu tidak boleh menghadap ke Merapi. 
Masalahnya apa? Kalau menghadap merapi, nanti kalau meletus, 
ndadak muter dulu, malah lama evakuasinya atau kalau mau ngungsi 
Mbak.” 
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Hal senada juga dikatakan oleh Bapak AY. 
“Kalau soal bangunan itu si tidak apa-apa. Tapi tujuannya kalau 
menghadap ke Merapi nanti akan lebih lama evakuasinya.” 
 
Begitu juga pernyataan yang dinyatakan oleh Bapak WH. 
“Bangunan sini ini kan kalau menghadap Merapi dianggap nantang 
Mbak. Gunung Merapi itu kan ada penghuninya. Jadi yang nunggu itu 
nggak suka kalau ada rumah yang menghadap ke Merapi. Tapi itu ya 
kepercayaannya masyarakat aja Mbak, benarnya gimana saya ya nggak 
tau, tapi kabar-kabarnya di  masyarakat seperti itu Mbak.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 
membangun rumah atau bangunan lain di Lereng Merapi ada larangan 
membangun bangunan menghadap ke Gunung Merapi. Hal ini dikarenakan 
akan menyulitkan proses evakuasi ketika terjadi erupsi. 
3. Kebijakan Mitigasi Bencana di SDN Ngablak 
a. Tujuan Kebijakan Mitigasi Bencana 
Berdasarkan studi dokumen yang dilakukan, adanya kebijakan mitigasi 
bencana dilatarbelakangi oleh letak geografis sekolah yang berada di 
Kawasan Rawan Bencana III. Kawasan ini memiliki kemungkinan yang 
cukup tinggi terhadap ancaman bencana gunung api, baik ancaman yang 
bersifat primer maupun sekunder. Tujuan kebijakan mitigasi bencana ini 
yaitu  
1) Untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan tentang 
mitigasi bencana di tingkat sekolah.  
  
95 
 
2) Memberikan pemahaman bagi warga sekolah dan para pemangku 
kepentingan yang tekait dengan sekolah mengenai upaya-upaya mitigasi 
bencana yang diinterasikan dengan pembelajaran. 
3) Meningkatkan koordinasi, partisipasi, dan ketrampilan dalam upaya 
mitigasi bencana di tingkat sekolah. 
Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak RM yang menyatakan bahwa: 
“Kalau tujuan kebijakan mitigasi itu ya biar warga sekolah itu punya 
bekal menghadapi erupsi Merapi mbak. Yang paham biar gak cuma 
gurunya, tapi siswanya juga. Itu diadakan simulasi itu biar warga 
sekolahnya trampil kalau misalnya terjadi erupsi. Nanti masalah 
evakuasi kan ada kerja sama dengan Balai Desa sama BPBD.” 
 
Berdasarkan data-data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan 
kebijakan mitigasi bencana adalah untuk meningkatkan pengetahuan, 
ketrampilan, dan kesadaran warga sekolah terkait dengan mitigasi bencana. 
Pencapaian tujuan tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan instansi 
pemerintah terkait dan simulasi bencana. 
b. Perumusan Kebijakan Mitigasi Bencana 
Hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala sekolah dan guru 
menunjukkan data tentang proses pembuatan kebijakan yang disusun dengan 
dimensi kearifan lingkungan yang dilakukan melalui musyawarah. Berikut 
hasil wawancara dengan Bapak RM. 
“Iya itu kan ada koordinasi antara sekolah dengan desa. Biasanya 
sekolah diundang untuk membahas yang tentang bencana itu.” 
 
Hal senada juga disampaikan oleh Bapak SY. 
“Ha iya to mesti. Itu juga dulu melibatkan BPBD Magelang. Warga 
diundang, perwakilan SD ini, sama BPBDitu untuk mbahas Merapi itu 
Mbak. Jadi warga itu ditanyai misalnya tanda-tanda Merapi itu apa 
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saja, nah itu terus dirumuskan sama BPBD, terus mbikin buku buat 
disebarluaskan.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa proses 
pembuatan kebijakan mitigasi bencana dilakukan melalui musyawarah 
dengan warga masyarakat, BPBD, melalui desa. Hasil musyawarah tersebut 
kemudian diintegrasikan dalam bentuk RPP dan kegiatan belajar mengajar 
di lingkungan sekolah.  
c. Program Kebijakan Mitigasi Bencana 
Kebijakan mitigasi bencana yang ada di SD Negeri Ngablak 
merupakan kebijakan lanjutan dari program yang diadakan oleh BPBD 
sebelumnya. Hal ini terdapat pada dokumen berupa Prosedur Tetap yang 
digunakan sekolah dalam menjalankan program kebijakan mitigasi bencana. 
Kebijakan mitigasi bencana ini dilaksanakan dengan menjalankan beberapa 
program sebagai berikut. 
1) Menjalin kerja sama dengan instansi terkait dalam membuat materi 
pembelajaran yang terkait dengan mitigasi bencana; 
2) Menjalin kerja sama dengan instansi terkait dalam mengadakan kegiatan 
yang berhubungan dengan bencana; dan 
3) Mengintegrasikan materi kebencanaan dalam pembelajaran dan/atau 
kegiatan sekolah. 
Bapak RM juga menyatakan bahwa ada beberapa program yang pernah 
dilaksanakan di SDN Ngablak terkait dengan kebencanaan. 
“Program mitigasi bencana itu dulu awalnya dari BPBD itu mbak, 
PRB (Pengurangan Resiko Bencana) itu nama programnya. Ya itu, ada 
kerja sama bikin materi kebencanaan itu, terus ada simulasi juga itu 
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yang mengadakan itu dari Save The Children, hasilnya juga ada Protap 
sama RPP itu untuk diintegrasikan pas kegiatan di sekolah, langsung di 
sekolah mengadakan kegiatan itu juga.” 
 
Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak SY. 
“Iya memang ada kerja sama dengan beberapa lembaga. Kan itu 
kegiatannya macem-macem mbak. Saya juga sebagai salah satu 
perwakilan guru dari Srumbung, ikut seminar kebencanaan dari 
Program PRB itu. Bikin RPP juga itu. Terus juga dari BPBD itu 
mendampingi siswa-siswa mengikuti study tour ke Borobudur, ke 
Museum Gunung Merapi, ada simulasi juga. Macem-macem mbak.” 
 
Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa SD Negeri Ngablak 
telah melaksanakan program-program yang terkait dengan mitigasi bencana 
seperti kerja sama dalam membuat materi kebencanaan dalam bentuk RPP 
yang diintegrasikan dengan materi lainnya. 
 
d. Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana 
1) Struktural 
a) Konstruksi Gedung Sekolah 
 
Gambar 9. Gerbang Sekolah 
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Kondisi konstruksi gedung sekolah di daerah rawan bencana 
berbeda-beda sesuai dengan potensi bencana yang ada. Potensi 
bencana-bencana di Lereng Merapi diantaranya yaitu gunung meletus, 
banjir lahar dingin, hujan material berupa abu dan/atau kerikil, serta 
gempa tektonik. Potensi-potensi bencana ini kemudian disikapi 
sekolah dengan menata konstruksi sekolah agar tidak menyulitkan 
warga sekolah ketika terjadi bencana.  
Gerbang sekolah ini berbentuk gapura dengan tiang beton. Lebar 
gerbang ini yaitu 3 meter disertai gerbang yang terbuat dari besi. 
Gerbang sekolah dalam kondisi terbuka selama jam sekolah. Bagian 
atap gerbang juga terbuat dari bahan yang bersifat permanen. Posisi 
gerbang ini lebih tinggi dari pada halaman sekolah. Hal ini nampak 
pada hasil dokumentasi sebagai berikut. 
 
Gambar 10 Kelandaian Gerbang 
Konstruksi jalan ke arah gerbang didesain landai seperti pada 
gambar di atas. Kelandaian lain juga ditemui pada halaman di depan 
kelas II. Berikut merupakan hasil dokumentasi di lapangan. 
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Gambar 11 Kelandaian Halaman 
Panjatan antarlantai juga diatur agar tidak terlalu tinggi. Hal ini 
nampak pada gambar sebagai berikut. 
 
Gambar 12 Tinggi Lantai Teras dengan Tanah 
Pada gambar nampak bahwa tinggi lantai teras dengan tanah 
sekitar 7 cm. Gambar tersebut merupakan kondisi lantai teras di depan 
pintu kelas IV. Kondisi yang sama juga di temui di lantai teras yang 
terdapat di depan masing-masing kelas. Pintu masing-masing kelas 
lebarnya 1 meter. 
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Gambar 13 Pintu Kelas 
Kondisi yang sama juga ditemui disetiap pintu-pintu kelas 
dengan daun pintu yang mengarah keluar. 
 
Gambar 14 Jendela Kelas 
Tinggi jendela kelas 1,5 meter dengan daun jendela masing-
masing kelas ada 4 buah dengan 2 jendela tanpa daun jendela. Kondisi 
daun jendela kelas I, II, III, IV, dan V tertutup selama peneliti 
melakukan penelitian. Adapun ruang kelas berukuran 5x5 meter 
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dengan jumlah siswa rata-rata 20 tiap per kelas. Masing-masing siswa 
mendapat satu meja dan kursi seperti pada hasil dokumentasi berikut. 
 
Gambar 15 Pembagian Kursi Siswa 
Keadaan yang berbeda ditemui pada pembagian kursi di kelas IV. 
Di ruang ini setiap 1 meja ditempati oleh 2 siswa dengan 2 kursi. 
 
Gambar 16 Pembagian Kursi Siswa di Ruang Kelas V 
Jumlah meja yang terdapat di ruang kelas V adalah 10  meja 
dengan 20 kursi ditambah 1 meja dan kursi untuk guru. Sudut-sudut 
meja secara utuh berbentuk persegi dengan sudut 900. 
b) Artefak Kegunungapian 
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Gambar 17 Papan Titik Kumpul 
Artefak merupakan salah satu media sosialisasi dan 
pembelajaran. Artefak kegunungapian di SDN Ngablak ini terdapat di 
beberapa titik. Berikut hasil dokumentasi artefak kegunungapian 
selama di lapangan. 
Papan titik kumpul ini didesain oleh siswa sendiri. Pembuatan 
artefak ini dilakukan ketika pelaksanaan program penanggulangan 
bencana dari Save The Children. Papan ini berfungsi sebagai penunjuk 
arah tempat titik kumpul ketika terjadi erupsi Gunung Merapi. Selain 
papan tersebut artefak lain juga terdapat di dinding luar ruang kelas IV 
di depan kelas I dan II.  
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Gambar 18 Artefak Kegunungapian 
Artefak-artefak ini terdiri dari beberapa hal yang terkait dengan 
gunung api. Artefak yang terbuat dari banner ini merupakan tindak 
lanjut dari program penanggulangan bencana yang memilih SDN 
Ngablak sebagai sekolah target proyek oleh Save The Children. 
Berikut ini adalah macam-macam artefak tersebut secara lebih jelas. 
 
Gambar 19 Diagram  Gunung Api 
Artefak ini menggambarkan proses terjadinya erupsi. Dalam 
artefak tersebut terdapat gambaran mulai dari magma, awan letusan, 
hujan asam, hingga tanah longsor. 
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Artefak lain yang terkait dengan gunung api adalah sebagai 
berikut. 
 
Gambar 20 Struktur Bumi 
Artefak ini menujukkan nama atau sebutan dari struktur bumi. 
Dalm artefak ini juga menunjukkan bahwa gunung api merupakan 
salah satu bagian dari struktur bumi. Berikut ini artefak kegunungapian 
yang lain. 
 
Gambar 21 Pembentukan Busur Gunung Api 
Pembentukan busur gunung api ini ditunjukkan dengan 
memperlihatkan batas lempeng utama. Perikiraan gambaran 
pegereakan lempeng dan proses pembentukan busur gunung api juga 
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diperlihatkan dalam gambar tersebut melalui anak panah. Proses 
pembentukan gunung api juga ditunjukkan oleh artefak di bawah ini. 
 
Gambar 22 Pembentukan Gunung Api Jawa dan Sumatera 
Artefak di atas menunjukkan proses pembentukan gunung api 
yang terdapat di Pulau Sumatera dan Jawa. Berdasarkan artefak 
tersebut juga ditunjukkan letak-letak sruktur bumi dan hal-hal lain 
yang mempengaruhi pembentukan gunung api. Selain struktur bumi 
dan pembentukan gunung api di atas, adapula artefak yang 
menunjukkan aktivitas yang terkait dengan kegunungapian. 
 
Gambar 23 Aktivitas Siswa saat Merapi Bergejolak 
  
106 
 
Artefak ini menggambarkan aktivitas siswa ketika Gunung 
Merapi menunjukkan aktivitasnya pada tahun 2006. Pada artefak 
tersebut nampak Gunung Merapi yang berada di bagian belakang. 
Selain artefak ini, adapula artefak lain yang menunjukkan aktivitas 
lain. 
Truk-truk dalam artefak di bawah ini merupakan alat berat yang 
digunakan warga dalam mengangkut bahan material. Aktivitas ini 
dilakukan di Kali Putih. Sungai ini juga merupakan salah satu sungai 
yang dialiri lahar dingin. Maka dari itu bahan material berupa batu dan 
pasir dapat ditemui di sepanjang sungai ini. 
 
Gambar 24 Aktivitas Pengambilan Material 
Selain artefak-artefak yang terdapat di luar ruangan, artefak-
artefak lain juga terdapat di dalam ruang kelas IV, V, dan VI. Hal ini 
nampak pada hasil dokumentasi sebagai berikut. 
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Gambar 25 Artefak Kesiagaan Sekolah 
Kesiagaan SDN Ngablak dalam menyikapi aktivitas Gunung 
Merapi salah satunya ditunjukkan melalui artefak ini. Artefak ini 
dipajang di dinding kelas di bagian belakang atas. Selain artefak ini 
adapula artefak lain sebagai berikut. 
 
Gambar 26 Artefak Tanggap Darurat Abu Vulkanik 
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Kewaspadaan terhadap abu vulkanik dan sikap tanggap 
daruratnya disampaikan pada artefak ini. Artefak ini juga 
menyampaikan alat-alat yang diperlukan ketika terjadi abu vulkanik. 
 
Gambar 27 Artefak Kesiagaan Sekolah, Status Gunung Api 
Aktivitas Gunung Merapi memiliki empat kategori, yaitu normal, 
waspada, siaga, dan awas. Artefak ini juga menyampaikan hal-hal 
yang sebaiknya dilakukan sesuai dengan status Gunung Merapi. 
 
Gambar 28 Status Gunung Api 
Selain artefak status gunung api yang berupa poster, siswa juga 
membuat sendiri karya yang terkait dengan status gunung api. Artefak 
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ini juga dikaitkan dengan peralatan atau benda yang sebaiknya 
dipersiapkan serta bagaimana sikap yang diambil sesuai dengan status 
gunung api itu sendiri. 
 
Gambar 29 Pembagian Tugas 
Pada saat terjadi bencana masing-masing warga sekolah telah 
mendapatkan tanggung jawab dan tugas masing-masing. Pembagian 
tugas itu seperti pendampingan siswa ke tempat pengungsian 
diamanahkan kepada wali kelas, ketua kelas menyiapkan barisan,  
sekretaris bertugas mencatat siapa saja siswa yang mengungsi dan 
yang tidak, dan lain-lain. Pembagian-pembagian tugas tersebut 
dipaparkan dalam artefak yang dipasang di sebelah kiri pintu kelas. 
 
Gambar 30 Peta Jalur Evakuasi 
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Alur evakuasi ketika terjadi bencana erupsi disajikan dalam peta 
yang dibuat oleh siswa secara berkelompok. Peta jalur evakuasi ini 
dibuat berdasarkan peta sekolah beserta arah titik kumpul evakuasi. 
Hasil kreativitas siswa ini dipasang di dinding kelas. 
Majalah dinding ini terletak di depan ruang guru. Papan majalah 
dinding ini merupakan tanda mata dari Save The Children yang pernah 
mengadakan kegiatan di SDN Ngablak. Pada majalah dinding tersebut 
terdapat puisi yang berjudul ‘Berlibur ke Puncak Gunung’. Puisi yang 
merupakan hasil kreativitas siswa kels VI tersebut menggambarkan 
keindahan alam di sekitar gunung. 
 
Gambar 31 Majalah Dinding 
2) Non-struktural 
a) Sosialisasi 
Berdasarkan Protap yang digunakan sekolah, SDN Ngablak 
merupakan sekolah yang termasuk Sekolah Siaga Bencana (SSB). 
Beberapa program yang diadakan oleh BPBD Kabupaten Magelang 
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juga melibatkan SDN Ngablak sebagai sekolah proyek. Hal ini sesuai 
dengan pernyataan Bapak RM. 
“Itu sebenarnya sebutan Sekolah Siaga Bencana itu dari BPBD 
mbak. Karena sekolah ini sudah menyelenggarakan kegiatan-
kegiatan kebencanaan. Ya yang seperti simulasi-simulasi itu 
mbak.” 
 
Bukti penyelenggaraan tersebut adalah sosialisasi sadar bencana 
berbasis pendidikan yang diadakan di Gedung KPRI Kecamatan 
Dukun Kabupaten Magelang pada tanggal 29 April 2015 dari pukul 
08.00 hingga pukul 13.00 WIB. Sosialisasi dengan tema “Sosialisasi 
Pengembangan Budaya Sadar Bencana Kabupaten Magelang Tahun 
2015 (Berbasis Pendidikan)”  
Sosialisasi tentang kegunungapian menjadi salah satu kebijakan 
pengurangan resiko bencana di SD Negeri Ngablak. Sosialisasi 
tersebut tidak dikemas secara khusus dalam suatu kegiatan khusus, 
namun disisipkan dalam kegiatan-kegiatan sekolah seperti yang 
dinyatakan oleh Bapak RM. 
“Kalau di sini itu sosialisasinya tidak khusus mengadakan 
kegiatan sosialisasi saja. Tapi cuma disisipkan seperti ketika ada 
pertemuan dengan wali murid, pas pembelajaran. Kadang-kadang 
juga pas rapat gitu.” 
 
Begitu juga pernyataan SR siswa kelas VI. 
“Nek koyo diomongi bencana-bencana kui pas kae lo mbak, pas 
ibuk njukuk rapotku. Yo ngomongke Merapi kin gene-ngene 
ngono kae mbak. (Kalau masalah sosialisasi dari sekolah tentang 
Merapi, dilakukan ketika pengambilan rapot yang 
diselenggarakan bersama orang tua wali.) 
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Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa selain ada 
kerja sama antara BPBD Kabupaten Magelang dengan SD Negeri 
Ngablak, kegiatan sosialisasi yang terkait dengan kebencanaan juga 
masih dilaksanakan. Selain itu kegiatan sosialisasi ini juga dijadikan 
wadah bagi BPBD Kabupaten Magelang dan lembaga pendidikan 
dalam mengembangkan program yang terkait dengan kebencanaan 
berbasis pendidikan di tingkat sekolah. 
b) Pengintegrasian Materi Kegunungapian dalam Pembelajaran 
Penginterasian materi kegunungapian dalam pembelajaran 
menjadi salah satu program dalam kebijakan mitigasi bencana di SD 
Negeri Ngablak. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak RM sebagai 
berikut. 
“Memang itu kan sudah ada Protap juga di SD ini yang dari Save 
The Children itu. Itu digunakan sebagai landasan pas 
mengintegrasikan materi tentang bencana ketika pembelajaran. 
Sudah ada RPP juga mbak. Tapi kalau RPP-nya itu cuman 
diambil intisarinya aja, disinggung-singgung ketika 
menyampaikan materi. Contohnya kalau pas menerangkan materi 
tentang alam, nanti saya singgung-singgung soal Gunung Merapi. 
Pas rapat guru, pertemuan dengan wali murid, atau pas apel pagi 
itu.” 
 
Selain Bapak RM, Bapak SY juga menyampaikan materi tentang 
kegunungapian dengan mengintegrasikannya ketika proses 
pembelajaran. 
“Lha sekarang itu kan udah beda kurikulum to mbak. Apa-apa 
diintegrasikan. Jadi biasanya saya integrasikan saja itu. Ya tidak 
setiap hari, tapi sering disinggung mbak. Apalagi kalau Gunung 
Merapi mulai menunjukkan aktivitasnya, ya jelas lebih intensif 
mbak.” 
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Begitu pula pernyataan yang disampaikan oleh Bapak AY. 
“Kalau masalah materi tentang gunung api ya tidak ada pelajaran 
khusus mbak. Cuman seringnya disinggung-singgung saja dalam 
pembelajaran.” 
 
Ungkapan yang senada juga diutarakan oleh AP siswa kelas 4. 
“Ra ono mbak pelajarane. Mung pas apel, po nek Merapi arep 
njeblug ngono kae lagi diomongke ro Pak Guru pas pelajaran. 
Nek ra yo pas apel isuk kae lo mbak. (Tidak ada pelajaran khusus 
terkait mitigasi bencana, namun seringkali diintegrasikan dengan 
materi pelajaran ketika proses pembelajaran berlangsung dan 
juga disampaikan ketika apel pagi). 
 
Beberapa pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyampaian  
materi mengenai gunung api dilakukan dengan mengintegrasikan 
materi tersebut dengan materi yang lain. Materi kegunungapian ini 
disampaikan secara lebih intensif ketika Gunung Merapi mulai 
menunjukkan aktivitasnya. 
c) Koordinasi antara Sekolah dengan Desa 
Letak sekolah yang berdampingan dengan kantor balai desa 
menjadi salah satu kemudahan bagi sekolah ketika melakukan 
koordinasi. Salah satu koordniasi yang dilakukan adalah koordinasi 
yang terkait dengan pengurangan resiko bencana. Kegiatan-kegiatan 
desa seperti rapat desa menjadi salah satu wadah bagi masyarakat 
dengan sekolah dalam mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan 
penanggulangan bencana. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Bapak 
RM sebagai berikut. 
“Kalau masalah koordinasi sama balai desa si tidak ada kalau 
rapat khusus yang membahas masalah penanggulangan bencana 
mbak. Biasanya itu kan mung disisipke gitu dengan pembahasan-
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pembahasan yang lain. Kalau koordinasi ke desa kan yang 
banyak dibahas itu yang program desa bersaudara itu mbak. 
Karena di SD ini itu siswanya lebih banyak dari desa lain 
daripada dari Desa Ngablak sendiri.” 
 
Begitu pula Bapak SY yang menyatakan sebagai berikut terkait 
dengan koordinasi tersebut. 
“Kalau rapat kan nggak rutin mbak. Jadi kalau pas rapat apa, 
nanti pembahasan mengenai bencana diselipkan di sana, gitu.” 
 
Bapak AY juga mengatakan hal yang demikian. 
“Koordinasi dengan desa lumayan baik mbak. Sekarang ini kan 
kepala desanya baru, sering juga mengadakan rapat dengan sini  
(sekolah). Tapi ya tidak khusus membahas bencana, tapi diselip-
selipke gitu mbak.” 
 
Pernyataan-pernyataan di atas menunjukkan adanya koordinasi 
antara balai desa dengan sekolah terkait dengan pengurangan resiko 
bencana. Kerja sama ini juga melibatkan BPBD Kabupaten Magelang. 
Bentuk koordinasi tersebut tidak secara khusus dilakukan namun 
dilakukan bersamaan dengan kegiatan-kegiatan desa seperti ketika 
mengadakan rapat desa. Pembahasan mengenai kebencanaan akan 
disisipkan ketika rapat tersebut diadakan. 
d) Desa Bersaudara (Sister Village) 
Tabel di bawah ini merupakan data nama desa di wilayah KRB 
III yang telah menjalin kerja sama dengan desa aman dalam kebijakan 
Sister Village.  
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Tabel 3. Desa Bersaudara 
Kecamatan No Desa KRB III Desa Bersaudara 
Sawangan 1 Wonolelo Banyuroto, Pogalan 
2 Kapuhan Mangunsari 
3 Ketep Podosuko, Wulunggunung, 
Ketundan 
Dukun 4 Sengi Butuhm Tirtosari, Jati, Treko, 
Senden 
5 Sewukan Ambartawang, Mungkid, 
Rambeanak 
6 Paten Gondang, Bumirejo, Paremono, 
Banyurojo, Mertoyudan 
7 Krinjing Deyangan 
8 Kalibening Adikarto, Tanjung 
9 Sumber Pucungrejo 
10 Ngargomulyo Tamanagung 
11 Keningar Nrajek 
Srumbung 12 Kaliurang Jamuskauman, Pakunden, Bligo 
13 Kemiren Salam 
14 Ngablak Kradenan, Kadiluwih, 
Somoketro, Tirto 
15 Nglumut Sucen 
16 Tegalrandu Bringin, Pabelan, Wanurejo 
17 Mranggen Gunungpring, Sokorini 
18 Ngargosoko Gulom 
19 Srumbung Baturono, Tersangede 
Sumber: Sosialisasi yang diadakan oleh BPBD Kabupaten Magelang 
Berdasarkan sosialisasi sadar bencana BPBD Kabupaten 
Magelang di Kecamatan Dukun pada 29 April 2015 yang dipaparkan 
oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magelang, kebijakan ini 
dilatarbelakangi kejadian erupsi Merapi pada tahun 2010. Erupsi 
tersebut mengakibatkan  hal-hal sebagai berikut. 
a) Terjadinya kepanikan da kesemrawutan proses evakuasi warga 
Lereng Merapi; 
b) Ketidakjelasan tempat pengungsian yang harus dituju (bahkan 
warga harus beberapa kali pindah lokasi pengungsian); 
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c) Kesemrawutan manajemen pengungsian, termasuk pengolaan 
logistik; dan 
d) Banyak warga mengalami bencana bukan dari awan panas tetapi 
karena kesemrawutan proses evkuasi dan pelayanan pengungsian. 
Hal tersebutlah yang kemudian mendasari BPBD Kabupaten 
Magelang dalam mengadakan sosialisasi bencana dengan masyarakat 
melalui desa, pengadaan diskusi dengan masyarakat, serta kerja sama 
dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengadakan kegiatan 
yang terkait dengan kebencanaan di Kecamatan Srumbung. Keluaran 
atau output dari beberapa program tersebut kemudian menghasilkan 
beberapa simpulan yang menjadi dasar pembuatan kebijakan di SDN 
Ngablak. Hal ini senada dengan pernyataan Bapak RM sebagai berikut. 
“Itu kalau yang desa bersaudara kan sebenarnya dapat dari 
idenya desa-desa itu mbak (kearifan lingkungan). Di desa itu 
sebenarnya sudah ada kerja sama dengan desa lain. Kalau pas 
bencana itu desa ini ngungsinya ke mana, itu udah ada mbak. 
Terus yang dari BPBD itu ngajak warga diskusi, terus dijadikan 
kebijakan agar desa lain juga punya tempat ngungsi.” 
 
Hal ini juga disampaikan oleh Bapak SY sebagai berikut. 
“Itu tu sebenarnya gini kok mbak. Jadi yang dari pemerintah, 
BPBD itu bikin-bikin program seperti musyawarah sama 
masyarakat itu buat cari tau, masyarakat sini itu kalau pas 
gunung meletus gimana, terus dicatat, oo kalau meletus itu begini 
begini, ciri-cirinya ini itu, setelah itu terus disebarluaskan, 
makanya ada buku-buku itu protap juga itu, terus disahkan dalam 
bentuk kebijakan.” 
 
Demikian pula Bapak WH menyatakan bahwa: 
 
“Iya memang kalau pas Merapi meletus itu sudah ada 
kesepakatan mbak. Kalau desa ini ngungsinya ke sini, desa itu 
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ngungsi ke mana, sudah dibikin itu. Itu juga kerja sama sama 
Kepala Desa sini mbak.” 
 
Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa Kebijakan Desa Bersaudara atau Sister Village ini 
merupakan kebijakan yang melibatkan peran antara masyarakat satu 
dengan yang lain. Selain itu kebijakan ini juga bersifat bottom-up 
artinya kebijakan ini muncul dari permasalahan yang ada di 
masyarakat dan solusi yang ditawarkan oleh masyarakat pula. 
e) Simulasi Bencana 
Simulasi bencana merupaka pelatihan penanganan bencana 
ketika bencana terjadi. Simulasi ini menjadi bagian dari pengurangan 
resiko bencana atau mitigasi bencana. Simulasi yang dilaksanakan di 
SDN Ngablak merupakan hasil kerja sama dengan Lembaga Save The 
Children. Hal ini berdasarkan dokumen dalam bentuk Protap. 
Pelaksanaan simulasi ini juga dibenarkan oleh Bapak RM. 
“Kalau simulasi itu hasil kesepakatan dengan Save The Children. 
Itu yang ikut simulasi selain guru, siswa juga diajak mbak. 
Siswanya itu kelas 4, 5, dan 6. Wah itu simulasi beneran itu. Ada 
yang pura-pura kecelakaan, ada yang terluka, terus nanti ada 
yang mbopong. Saya itu disuruh acting marah-marah juga itu. Itu 
sampai ada truk yang dibuat evakuasi juga itu mbak. Di bawa ke 
tempat evakuasi. Ya seperti ada bencana beneran.” 
 
Hal senada juga disampaikan oleh Bapak SY. 
 
“Wa macem-macem itu kegiatannya. Jadi anak-anak itu 
diberikan materi tentang bencana sama Save The Children. 
Setelah itu disuruh membuat gambar-gambar seperti bikinpeta 
evakuasi, papan titik kumpul, ya yang dipajang di kelas-kelas itu 
kan buatan anak-anak itu mbak. Terus diadakan simulasi di sini, 
yang dilibatkan itu siswa kelas 4, 5, dan 6. Ya seperti ada gunung 
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meletus beneran itu. Seru sekali itu, diajarkan nyanyi-nyanyi, 
diajak jalan-jalan ke Borobudur, ke Museum Merapi.” 
 
Bapak WH juga mengatakan bahwa: 
 
“Ya Save The Children itu yang mengadakan simulasi mbak. 
Sama siswa-siswa itu diajak. Kan pertamanya dikasih materi, 
terus suruh meragakan itu, ada yang pura-pura sakit. Wong itu 
sampai proses evakuasi juga kok mbak.” 
 
Hal yang sama juga diungkapkan oleh BP  siswa kelas V. 
“Kae pas 2012 karo 2013 mbak simulasine. Yo kon neng kelas 
dinehi pelajaran sek, njuk kon nggambar-nggambar, nyanyi-
nyanyi, njuk simulasi kae, wong ono sing acting mbarang kok. 
Aku kae kon anu kon acting sikilku loro, njuk ono sing 
nggendong kae. Njuk kon numpak trek digowo neng lapangan 
tembak. Yo koyo ngungsi tenanan mbak. Wong dijak jalan-jalan 
mbarang kok neng Mbudur kon lomba mlayu kae, karo neng 
Museum Merapi kui kon nyatet-nyatet. (Penyelenggaraan 
simulasi dilakukan di tahun 2012 dan 2013. Kegiatannya diawali 
dengan pemberian materi kebencanaan, kemudian menggambar 
hal-hal yang terkait dengan kebencanaan, menyanyi, kemudian 
simulasi bencana. Kegiatan simulasi ini dilaksanakan seolah-olah 
memang terjadi erupsi. Karena siswa diminta untuk berpura-pura 
sakit kaki yang kemudian siswa lain bertugas untuk memberikan 
bantuan. Setelah itu warga sekolah dievakuasi di Lapangan 
Tembak yang diangkut dengan truk. Selain itu, siswa juga diajak 
untuk pergi ke Candi Borobudur dengan mengadakan lomba lari 
dan pergi ke Museum Merapi untuk menambah materi 
kegunungapian.) 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 
simulasi bencana diselenggarakan oleh lembaga swadaya masyarakat. 
Dalam hal ini penyelenggara simulasi adalah Save The Children. 
Simulasi tersebut dimulai dengan pemberian materi tentang 
kebencanaan, menggambar, praktek tanggap darurat, simulasi 
kecelakaan pada saat terjadi bencana, hingga proses evakuasi. 
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B. Pembahasan 
Keberadaan Indonesia dengan berbagai kekayaan alam dan potensi 
bencana yang dimilikinya menuntut para pengambil kebijakan untuk menyikapi 
hal tersebut. Kebijakan-kebijakan khusus yang mengatur mengenai 
kebencanaan merupakan kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi dampak 
akibat bencana. Hal ini sesuai dengan landasan Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Secara garis besar undang-
undang tersebut bertujuan untuk mengurangi resiko bencana. Landasan 
pembuatan kebijakan seyogyanya disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. 
Kondisi masyarakat ini juga tidak dapat dipisahkan dengan kondisi 
geografisnya karena hal ini menyangkut mengenai kebencanaan. Sesuai dengan 
kebijakan penanggulangan bencana yang ada di Kabupaten Magelang. 
Kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi geografis dan potensi bencana yang 
dimiliki. Salah satunya seperti kebijakan penanggulangan bencana yang 
diperuntukkan bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana gunung 
api. Kebijakan tersebut disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang ada di 
Lereng Merapi dengan melibatkan masyarakat dalam merumuskan kebijakan. 
Kebijakan tersebut dapat dilaksanakan baik oleh instansi maupun masyarakat 
secara mandiri. Instansi pendidikan juga menjadi salah satu instansi yang 
menjadi sasaran kebijakan ini. Kebijakan penanggulangan bencana yang 
berbasis sekolah juga diperlukan dalam rangka mencapai tujuan kebijakan 
secara menyeluruh. Berikut ini pembahasan dari hasil penelitian mengenai 
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kebijakan mitigasi bencana berbasis kearifan lingkungan di SD Negeri Ngablak 
Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang.  
1. Kearifan Lingkungan di Lereng Merapi 
Tabel 4 Kearifan Lingkungan 
Aspek Kearifan Lingkungan Bentuk Kegiatan Kearifan Lingkungan 
Keyakinan terhadap Keberadaan 
Gunung Merapi sebagai Anugrah 
Mensyukuri dan meyakini adanya 
Gunung Merapi sebagai sebuah anugrah 
karena ketersediaan dan kekayaan alam 
yang dapat dimanfaatkan  
Kesadaran tentang Pentingnya 
Hidup Berdampingan dengan 
Gunung Merapi 
a. Mengenali Gunung Merapi seolah 
seperti makhluk hidup 
b. Memperlakukan alam dengan baik 
c. Melihat sisi positif dampak erupsi 
Merapi yang dapat dimanfaatkan 
masyarakat 
Tanda Fisik dan Metafisik sebagai 
Peringatan akan terjadinya Bencana 
a. Fisik  
1) Hewan-hewan gunung turun ke 
perkampungan warga 
2) Terlihatnya lava pijar di puncak 
Merapi 
3) Suhu udara meningkat 
4) Daun-daun pepohonan yang layu 
5) Terdengarnya suara gemuruh 
6) Retaknya pohon-pohon bambu 
b. Metafisik 
1) Warga bermimpi yang terkait 
dengan Gunung Merapi 
2) Masyarakat mendapatkan firasat-
firasat seperti mendengar bisikan 
dari makhluk skaral 
3) Beberapa warga mendengar suara 
gamelan dari arah sungai 
4) Warga mengalami kejadian 
datangnya orang asing dan aneh 
yang tiba-tiba menghilang 
Musyawarah Masyarakat sebagai 
Cara untuk Mencari Solusi tentang 
Permasalahan yang Berkaitan 
dengan Bencana Gunung Merapi 
Mengadakan pertemuan dengan warga 
masyarakat di Balai Desa 
Gotong Royong Saat Terjadi 
Bencana dan Pasca Bencana 
a. Saat Bencana 
1) Membantu warga mengangkut 
barang yang dibawa ke 
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Lanjutan Tabel 4 Kearifan Lingkungan 
 2)  pengungsian 
3) Membantu proses evakuasi 
b. Pasca Bencana 
1) Sambatan/ gotong royong 
membantu warga memperbaiki 
rumah yang rusak akibat bencana 
2) Mengadakan kerja bakti 
Kentongan sebagai Alat Peringatan 
Terjadinya Bencana 
Memukul kentongan dengan dititir atau 
ketika Merapi akan meletus.  
Pengelolaan dan Pemanfaatan Alam 
dengan Prinsip ‘Sak Madya’ 
a. Memanfaatkan alam seperlunya 
b. Menjaga kelestarian alam dengan 
tidak mengeksploitasinya 
Larangan Membangun Rumah 
Menghadap ke Arah Gunung Merapi 
 
Membangun rumah dengan tidak 
menghadap ke Gunung Merapi 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 
disimpulkan bahwa kearifan lingkungan di Lereng Merapi dapat dijabarkan 
seperti pada tabel di atas. 
a. Keyakinan terhadap Keberadaan Gunung Merapi sebagai Anugrah 
Gunung Merapi merupakan gunung yang rutin mengeluarkan lava 
panas. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi masyarakat yang tinggal 
di Lereng Merapi. Berbagai manfaat yang didapatkan masyarakat akibat 
erupsi Merapi. Manfaat-manfaat tersebut misalnya melimpahnya kekayaan 
alam, kesuburan tanah, tersedianya bahan-bahan material, dan keindahan 
pemandangan alam. Inilah yang kemudian mengubah sudut pandang 
masyarakat terhadap keberadaan Gunung Merapi.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa informan memandang 
Gunung Merapi sebagai suatu anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa. 
Keyakinan tersebut kemudian mempengaruhi bagaimana masyarakat 
bersikap dengan lingkungan sekitarnya. Masyarakat menganggap Gunung 
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Merapi sebagai sesosok benda yang hidup. Maka masyarakat 
memperlakukan Gunung Merapi selayaknya bersikap dengan makluk hidup 
yang lain. 
Pandangan informan tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan 
oleh Heru Setiawan (2010: 55) yang mengatakan bahwa hubungan terus-
menerus dan telah berlangsung secara turun-temurun melahirkan hubungan 
emosional dan psikologis yang erat antara masyarakat Lereng Merapi 
dengan lingkungan sekitarnya. Hubungan emosional dan psikologis tersebut 
didapatkan dari hasil interaksi manusia yang secara terus-menerus menjalin 
hubungan dengan lingkungannya. Interaksi tersebut kemudian diwariskan 
kepada generasi penerus. Maka dari itu keyakinan masyarakat terhadap 
Gunung Merapi menjadi suatu kearifan lingkungan yang masih tetap 
diwariskan. Hingga saat ini masyarakat masih meyakini bahwa hidup 
berdampingan dengan alam akan membawa manfaat tersendiri. Keselarasan 
antara manusia dengan alam diperlukan dalam memahami kemauan alam. 
Dengan demikian, masyarakat bersyukur karena diberikan kesempatan oleh 
Tuhan untuk dapat tinggal di Lereng Gunung Merapi. 
b. Kesadaran tentang Pentingnya Hidup Berdampingan dengan Gunung Merapi 
Manusia hidup tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya. Interaksi 
manusia sehari-hari selalu melibatkan lingkungannya. Namun interaksi 
antara masyarakat satu dengan yang lain berbeda-beda sesuai dengan 
kondisi lingkungannya. Masyarakat yang berada di wilayah pesisir akan 
berbeda pola kesehariannya dengan masyarakat yang berada di Lereng 
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Merapi. Pembahasan ini akan difokuskan pada kesadaran masyarakat yang 
mampu hidup berdampingan dengan Gunung Merapi. 
Nasehat-nasehat hidup didapatkan dengan cara diwariskan secara turun 
menurun. Masyarakat telah mendapatkan warisan tentang pentingnya hidup 
berdampingan dengan Gunung Merapi. Wawasan tersebut kemudian akan 
sangat berpengaruh pada cara masyarakat dalam memperlakukan 
lingkungannya. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Lasiyo 
(2002: 80) yang menyatakan bahwa kesadaran masyarakat tentang 
lingkungannya akan sangat mempengaruhi bagaimana masyarakat menjalani 
hidup dengan lingkungannya. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa informan menganggap bencana 
bukanlah sebagai sesuatu yang menakutkan. Alasan ini dikarenakan 
informan yang telah terbiasa dengan meletusnya Gunung Merapi. Bencana 
datang apabila manusia tidak menunjukkan sikap baiknya terhadap 
lingkungan. Dengan kata lain, manusia perlu hidup berdampingan dengan 
alam. Hal ini ditujukkan untuk dapat mengenali lingkungannya.  
Pengenalan manusia kepada lingkungannya ini sesuai dengan teori 
Achmad A. M. (2009: 65) yang menyatakan bahwa masyarakat perlu 
mengenali lingkungan di mana mereka tinggal, seperti di mana saja letak-
letak daerah yang rawan bencana sehingga masyarakat mengetahui 
bagaimana bertindak ketika sedang di sungai, lereng terbuka, di dalam 
ruangan, di daerah longsoran, ataupun daerah aliran lahar dingin. Pada 
umumnya masyarakat yang tinggal di Lereng Gunung Merapi, secara turun 
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menurun telah memahami karakteristik lingkungannya. Kedekatan 
masyarakat dengan alam kemudan berpengaruh pada persepsi masyarakat 
terhadap bencana. Berbagai keuntungan pasca bencana menjadikan 
kekhawatiran dan ketakukan masyarakat seolah-olah dapat diminimalisir. 
Data yang telah didapatkan dari subjek penelitian menunjukkan bahwa 
masyarakat menyadari bahwa mereka hidup di dalam ancaman bencana. 
Namun adanya kesadaran bahwa mereka harus mampu hidup berdampingan 
dengan Gunung Merapi seolah lebih menyoroti sisi positif dari suatu 
bencana. Erupsi Gunung Merapi memang seringkali merusak lading 
pertanian masyarakat. namun masyarakat memandang hal ini sebagai sebuah 
regenerasi tanah. Setelah terjadi erupsi tanah akan lebih subur yang 
membuat tanaman tubuh lebat dan menjadi lebih baik. Kesadaran inilah 
yang membuat masyarakat mampu bertahan hidup dalam ancaman bencana 
dan dapat hidup berdampingan dengan Gunung Merapi hingga berates tahun 
lamanya. 
c. Tanda Fisik dan Metafisik sebagai Peringatan akan terjadinya Bencana 
Berbagai cerita, pengetahuan, pengalaman, dan tanda-tanda alam telah 
diwariskan antargenerasi di Lereng Gunung Merapi. Termasuk tanda-tanda 
akan terjadinya bencana. Masyarakat memiliki persepsi bahwa ketika 
Merapi akan meletus maka alam akan menunjukkan tanda-tanda tertentu. 
Selain itu, peringatan yang berbasis kearifan lingkungan juga datang dari 
mimpi, firasat, atau kejadian-kejadian yang bersifat metafisik. 
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Tanda-tanda ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Achmad 
A. M. (2009: 56) yang mengungkapkan bahwa ketika akan terjadi erupsi 
Gunung Merapi, alam akan mengirimkan signal tertentu yang dapat berupa 
mimpi, benang merah sebagai tanda tempat yang akan dilalui awan panas 
ataupun lahar dingin, peningkatan suhu yang luar biasa, dan turunnya 
hewan-hewan yang berasal dari gunung ke pemukiman warga. Tanda-tanda 
ini telah diwariskan secara turun menurun dan menjadi suatu kearifan 
lingkungan yang masih tetap diyakini oleh masyarakat. Pemaknaan alam ini 
masih tetap dijaga masyatakat sebagai sebuah gambaran hidup 
berdampingan dengan alam dengan mengenali kebiasaan alam itu sendiri. 
Masyarakat diajarkan secara turun menurun bahwa hidup berdampingan 
dengan alam tidak hanya semata-mata cara memanfaatkan alam sekitarnya, 
namun juga diajarkab tentang bagaimana menyesuaikan diri untuk hidup 
bersama dengan kehidupan alam di luar dirinya (alam adikodrati). 
Keyakinan tersebut ditujukan untuk menjaga keselarasan hidup antara 
manusia dengan lingkungan sekitarnya. 
d. Musyawarah Masyarakat sebagai Cara untuk Mencari Solusi tentang 
Permasalahan yang Berkaitan dengan Bencana Gunung Merapi 
Berbagai masalah yang muncul yang terkait dengan penanggulangan 
bencana membuat para pengambil kebijakan mencari cara untuk 
mengatasinya. Namun pada kenyataannya permasalahan tersebut masih saja 
muncul dan belum teratasi secara optimal. Ada suatu temuan dalam 
penelitian ini mendapati cara masyarakat dalam mengatasi masalah yang 
terkait dengan bencana Gunung Merapi. Cara yang dilakukan adalah melalui 
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musyawarah. Heru Hermawan (2010: 55) mengatakan bahwa budaya 
masyarakat Lereng Merapi adalah musyawarah untuk mencari solusi dari 
suatu masalah dan untuk menjaga interaksi antarwarganya. Hal ini menjadi 
suatu kearifan yang masih dijaga hingga saat ini. 
Hasil wawancara dari penelitian ini menunjukkan bahwa musyawarah 
tersebut masih berlangsung. Musyawarah tersebut juga membahas mengenai 
permasalahan yang terkait dengan bencana Gunung Merapi. Meskipun 
memang musyawarah tersebut tidak dikhususkan untuk membahas 
mengenai erupsi, namun pembahasannya disisipkan dengan pembahasan-
pembahasan yang lain. 
Dengan demikian, pemasalahan tentang kebencanaan dicari solusinya 
melalui musyawarah. Hal ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para 
pengambil kebijakan untuk mengadakan suatu pertemuan dalam bentuk 
musyawarah untuk mengatasi masalah kebencanaan yang masih dihadapi 
hingga saat ini. Hasil musyawarah dengan masyarakat ini akan 
menghasilkan suatu temuan yang dapat dijadikan sebagai bahan dasar dalam 
merumuskan suatu kebijakan yang terkait degan bencana. 
e. Gotong Royong Saat Terjadi Bencana dan Pasca Bencana 
Ketika terjadi erupsi masyarakat seringkali dihimbau untuk 
mengungsi. Hal ini dikarenakan dampak erupsi yang dapat mengancam 
nyawa baik manusia maupun hewan ternak. Erupsi Gunung Merapi ini 
seringkali menimbulkan kerugian berupa materi dan merenggut nyawa 
manusia. Kejadian-kejadian tersebut dihadapi masyarakat bersama-sama. 
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Ada suatu potret masyarakat Lereng Merapi yang masih dapat ditemui 
hingga saat ini. Lasiyo (2002: 68) mengatakan bahwa kearifan masyarakat 
Lereng Merapi berupa gotong royong mengakibatkan dampak bencana yang 
dirasakan masyarakat menjadi lebih ringan. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ketika terjadi bencana 
masyarakat gotong royong untuk membantu proses evakuasi dan membantu 
warga untuk membawa barang-barang yang akan dibawa ke tempat 
pengungsian. Setelah terjadi bencana, masyarakat bergotong royong untuk 
membersihkan sisa-sisa abu vulkanik atau dampak lain akibat bencana. 
Masyarakat tanpa perlu mendapatkan instruksi langsung mengadakan kerja 
bakti setelah diperbolehkan pulang ke ruah masing-masing. Selain itu, warga 
juga membantu sambatan. Sambatan adalah istilah warga yang digunakan 
warga ketika membantu memperbaiki rumah warga lain yang rusak. Orang-
orang yang ikut sambatan  ini tidak diberi upah namun biasanya empunya 
rumah memberikan suguhan kepada orang-orang yang sedang sambatan ini. 
Dengan demikian, kearifan lain yang ditemukan dari masyarakat Lereng 
Merapi yaitu gotong royong yang dilakukan ketika bencana dan pasca 
bencana. Hal ini kemudian berdampak positif pada proses recovery pasca 
bencana.  
f. Kentongan sebagai Alat Peringatan Terjadinya Bencana 
Ada berbagai alat yang digunakan dalam mendukung Early Warning 
System. Beberapa alat-alat canggih yang digunakan untuk mendeteksi 
bencana Gunung Merapi misalnya alat-alat infrasonik, seismometer, dan 
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alat-alat lain. Alat-alat tersebut digunakan untuk mengurangi resiko 
bencana. Masyarakat Lereng Merapi juga memiliki alat tradisional yang 
digunakan sebagai tanda peringatan bagai warga Lereng Merapi ketika 
terjadi erupsi. Alat tersebut disebut sebagai kentongan. Kentongan oleh F. 
Sumiyati (1989: 4) digambarkan sebagai alat bunyi-bunyian yang dibuat 
dari bambu dan dibunyikan dengan cara dipukul dengan benda keras 
lainnya. Kentongan ini oleh masyarakat Lereng Merapi dibunyikan ketika 
saatnya masyarakat harus waspada dan segera mempersiapkan diri untuk 
mengungsi atau menyelamatkan diri. Berikut ini jenis-jenis pukulan 
kentongan yang digunakan Masyarakat Lereng Merapi ketika terjadi 
bencana.  
Tabel 5 Tanda Bunyi dan Arti Pukulan Kentongan 
Tanda Bunyi Arti Pukulan 
o…o…o… (doro muluk) Keadaan aman 
oo…oo…oo… Masyarakat diminta wasapada karena 
ada orang yang dicurigai sebagai pencuri 
atau akan terjadi bencana 
ooo.ooo.ooo. Adanya warga yang kehilangan barang 
atau hewan ternak atau kehilangan benda 
lain 
ooooooo.ooooooo.ooooooo  (tujuh 
gandul) 
Ada pencurian dengan tindakan 
kekerasan seperti perampokan 
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Lanjutan Tabel 5 Tanda Bunyi dan Arti Pukulan Kentongan 
ooooooooooooooooooooooo (titir) Tanda bunyi berasal dari rumah warga 
atau pos ronda merupakan tanda Gunung 
Merapi akan meletus dan himbauan bai 
warga untuk segera mempersiapkan dan 
menyelamatkan diri ke tempat 
pengungsian 
ooooooooooooooooooooooo 
(lampor) 
Tanda bunyi berasal dari dekat Sungai 
merupakan tanda banjir atau banjir lahar 
dingin sedang melanda, masyarakat 
diminta untuk waspada dan 
mempersiapkan diri. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, data di atas menunjukkan 
telah ada kesepakatan warga masyarakat dalam menerima peringatan akan 
suatu kejadian. Kentongan merupakan alat yang dapat dibuat dengan mudah 
dan murah. Jika dibandingkan dengan alat-alat komunikasi yang digunakan 
untuk memperingatkan warga akan suatu becana saat ini seperti HT maupun 
ponsel, tentu kentongan lebih memiliki nilai unggul. Pertimbangan ini 
didasari pada keperluan HT dan ponsel yang membutuhkan sinyal dan 
energi dari baterai berupa tegangan listrik, dan sangat tergantung pada suatu 
cuaca tertentu. Sedangkan kentongan tidak memerlukan sinyal maupun 
tegangan listrik, dapat digunakan dengan mudah bahkan siapapun dapat 
mengoperasikannya, cuaca seperti apapun kentongan tetap dapat digunakan, 
bahkan F. Sumiyati mengatakan jangkauan suara kentongan dapat terdengar 
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sepanjang Pulau Jawa ketika kentongan dibunyikan secara bersama-sama 
dalam jumlah tertentu. Maka dari itu, kentongan menjadi salah satu kearifan 
yang perlu dilestarikan sebagai salah satu alat pendukung Early Warning 
System. 
g. Pengelolaan dan Pemanfaatan Alam dengan Prinsip ‘Sak Madya’ 
Kesuburan tanah di sekitar Lereng Merapi memang tidak diragukan 
lagi. Beragam tanaman dan pohon tumbuh subur dan sangat menyejukkan. 
Hal ini dikarenakan bencana erupsi yang mengeluarkan abu vulkanik yang 
memiliki zat penyubur tanah. Ada berbagai manfaat yang dapat diambil dari 
bencana erupsi. Hal ini senada dengan pernyataan Achmad A. M. (2009: 59) 
mengenai manfaat terjadinya erupsi antara lain 1) Menyuburkan lahan 
pertanian; 2) Menjadi sumber daya energi, 3) Sumber daya bahan galian 
industri; 4) Sumber daya lingkungan; dan 5) Daerah tujuan wisata. 
Kesuburan tanah pasca erupsi meningkat karena kandungan mineral yang 
tinggi dari abu vulkanik. Hal ini menjadi modal utama masyarakat merapi 
terutama bagi para petani. Keuntungan ini dimanfaatkan masyarakat Merapi 
dengan mengolah tanah dan bercocok tanam. Selain itu suhu panas yang 
dihasilkan Gunung Merapi ini dapat dimanfaatkan warga menjadi sumber 
pembangkit tenaga listrik. Pemanfaatan material akibat erupsi juga menjadi 
salah satu keuntungan bagi masyarakat. melimpahnya material alam ini 
seperti pasir, batu bongkah, kerikil, belerang, dan lain-lain. Berlimpahnya 
kekayaan alam tidak kemudian membuat masyarakat memanfaatkan 
keuntungan tersebut secara berlebihan. Masyarakat meyakini bahwa 
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pemanfaatan alam yang berlebihan akan berdampak kurang baik suatu saat 
terutama hal-hal yang berkaitan dengan yang disebut ‘tumbal’. Kearifan 
inilah yang kemudian menjaga dan membatasi masyarakat dalam 
memanfaatkan alam. 
h. Larangan Membangun Rumah Menghadap ke Arah Gunung Merapi 
Keyakinan masyarakat Gunung Merapi dalam membangun tempat 
tinggal tidak boleh menghadap ke Gunung Merapi. Masyarakat meyakini 
bahwa penghuni Merapi tidak menyukai adanya tempat tinggal atau rumah 
yang menghadap ke gunung. Namun jika dilihat dari dimensi kearifan 
lingkungan, hal ini sebenarnya ditujukan untuk mempermudah proses 
evakuasi. Analisis tersebut sesuai dengan pendapat dari Sasongko dalam 
Lusiyo (2002: 80) yang menyatakan bahwa jalan utama desa membujur ke 
arah utara-selatan atau selatan-utara. Sehingga ketika terjadi bencana erupsi 
masyarakat Lereng Merapi dapat segera menyelamatkan diri menuju jalan 
utama. Apabila tempat tinggal menghadap ke Gunung Merapi, maka 
penghuni rumah harus mengambil jalur memutari rumah untuk menuju jalan 
utama. Hal ini tentu akan lebih menyita waktu yang lebih lama ketika 
masyarakat akan mengungsi atau menyelamatkan diri ketika terjadi erupsi. 
Berdasarkan hasil analisis di atas, keyakinan masyarakat mengenai 
adanya larangan mendirikan rumah menghadap ke Gunung Merapi 
merupakan bagian dari kearifan lingkungan. Kearifan ini terkait dengan 
proses evakuasi ketika terjadi erupsi.  
  
132 
 
2. Kebijakan Mitigasi Bencana Berbasis Kearifan Lingkungan di SD Negeri 
Ngablak 
Kearifan lingkungan menurut Lasiyo (2002: 78) adalah segala tindakan 
penduduk setempat dalam melangsungkan kehidupan mereka yang selaras 
dengan lingkungan. Kearifan lingkungan menjadi bagian yang sangat penting 
terkait dengan kebijakan mitigasi bencana gunung api. Kearifan lingkungan 
menjadi modal bagi masyarakat Lereng Merapi dalam menjalani kehidupan 
sehari-hari. Pewarisan nilai kearifan lingkungan antargenerasi masih tetap 
berlangsung hingga saat ini. Cara ini juga digunakan oleh lembaga pendidikan 
dalam menghadapi ancaman bencana Gunung Merapi di SD Negeri Ngablak. 
Kebijakan mitigasi bencana berbasis kearifan lingkungan menjadi suatu 
kebijakan yang dijalankan di lembaga pendidikan ini. Berikut ini pembahasan 
hasil penelitian yang terkait dengan kebijakan mitigasi bencana berbasis 
kearifan lingkungan di SD Negeri Ngablak. 
Tabel 6 Aplikasi Kearifan lingkungan dalam Kebijakan Mitigasi Bencana Gunung 
Merapi di SDN Ngablak 
Aspek Kearifan 
Lingkungan 
Bentuk Tindakan/Kegiatan 
Kearifan Lingkungan 
Aplikasi Kearifan 
Lingkungan dalam 
Kebijakan Mitigasi Bencana 
Keyakinan terhadap 
Keberadaan Gunung 
Merapi sebagai 
Anugrah 
Mensyukuri dan meyakini 
adanya Gunung Merapi 
sebagai sebuah anugrah 
karena ketersediaan dan 
kekayaan alam yang dapat 
dimanfaatkan  
Pengintegrasian Materi 
Pembelajaran 
Kesadaran tentang 
Pentingnya Hidup 
Berdampingan dengan 
Gunung Merapi 
a. Mengenali Gunung Merapi 
seolah seperti makhluk 
hidup 
b. Memperlakukan alam 
dengan baik 
c. Melihat sisi positif 
dampak erupsi Merapi 
yang dapat dimanfaatkan 
masyarakat 
a. Perumusan Tujuan 
Kebijakan Mitigasi 
Bencana 
b. Implementasi Mitigasi 
Non Struktural: 
Pengintegrasian Materi 
dalam Pembelajaran 
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Lanjutan Tabel 6 Aplikasi Kearifan lingkungan dalam Kebijakan Mitigasi 
Bencana Gunung Merapi di SDN Ngablak 
Tanda Fisik dan 
Metafisik 
sebagai 
Peringatan akan 
terjadinya 
Bencana 
c. Fisik  
1) Hewan-hewan gunung turun 
ke perkampungan warga 
2) Terlihatnya lava pijar di 
puncak Merapi 
3) Suhu udara meningkat 
4) Daun-daun pepohonan yang 
layu 
5) Terdengarnya suara gemuruh 
6) Retaknya pohon-pohon 
bambu 
d. Metafisik 
1) Warga bermimpi yang terkait 
dengan Gunung Merapi 
2) Masyarakat mendapatkan 
firasat-firasat seperti 
mendengar bisikan dari 
makhluk skaral 
3) Beberapa warga mendengar 
suara gamelan dari arah 
sungai 
4) Warga mengalami kejadian 
datangnya orang asing dan 
aneh yang tiba-tiba 
menghilang 
Implementasi Mitigasi 
Non Struktural: 
Pengintegrasian Materi 
dalam Pembelajaran 
Musyawarah 
Masyarakat 
sebagai Cara 
untuk Mencari 
Solusi tentang 
Permasalahan 
yang Berkaitan 
dengan Bencana 
Gunung Merapi 
Mengadakan pertemuan dengan 
warga masyarakat di Balai Desa 
a. Proses Perumusan 
Kebijakan Mitigasi 
Bencana 
b. Perumusan Program 
Kebijakan Mitigasi 
Bencana 
c. Implementasi Mitigasi 
Non Struktural: 
Sosialisasi 
d. Implementasi Mitigasi 
Non Struktural: 
Penyusunan RPP 
e. Implementasi Mitigasi 
Non Struktural: 
Koordinasi Sekolah 
dengan Balai Desa 
f. Implementasi Mitigasi 
Non Struktural: Desa 
Bersaudara 
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Lanjutan Tabel 6 Aplikasi Kearifan lingkungan dalam Kebijakan Mitigasi 
Bencana Gunung Merapi di SDN Ngablak 
Gotong Royong Saat 
Terjadi Bencana dan 
Pasca Bencana 
a. Saat Bencana 
1) Membantu warga 
mengangkut barang yang 
dibawa ke pengungsian 
2) Membantu proses 
evakuasi 
b. Pasca Bencana 
1) Sambatan/ gotong royong 
membantu warga 
memperbaiki rumah yang 
rusak akibat bencana 
2) Mengadakan kerja bakti 
a. Implementasi Mitigasi 
Struktural: Pembuatan 
Artefak Kegunungapian 
b. Implementasi Mitigasi 
Non Struktural: Desa 
Bersaudara 
c. Implementasi Mitigasi 
Non Struktural: 
Simulasi Bencana 
Kentongan sebagai 
Alat Peringatan 
Terjadinya Bencana 
Memukul kentongan dengan 
dititir atau ketika Merapi akan 
meletus.  
- 
Pengelolaan dan 
Pemanfaatan Alam 
dengan Prinsip ‘Sak 
Madya’ 
a. Memanfaatkan alam 
seperlunya 
b. Menjaga kelestarian alam 
dengan tidak 
mengeksploitasinya 
Implementasi Mitigasi 
Non Struktural: 
Pengintegrasian Materi 
dalam Pembelajaran 
Larangan Membangun 
Rumah Menghadap ke 
Arah Gunung Merapi 
 
Membangun rumah dengan 
tidak menghadap ke Gunung 
Merapi 
Implementasi Mitigasi 
Struktural: Arah 
Konstruksi Gedung 
Sekolah  
a. Tujuan Kebijakan Mitigasi Bencana 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, secara garis besar 
tujuan kebijakan ini ditujukan untuk memperjelas sasaran SD Negeri 
Ngablak yang ingin dicapai. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan 
oleh Beare dan Boyd (1993) dalam Syafaruddin (2008: 117-118) yang 
menyatakan bahwa penataan dan penyusunan tujuan menjadi salah satu 
cakupan dalam kebijakan sekolah. Suatu kebijakan disusun dikarenakan ada 
sesuatu hal yang belum dan akan dicapai. Kebijakan sekolah yang dibuat 
tanpa menyusun tujuan akan berdampak pada ketidakjelasan arah tindakan 
kebijakan sekolah tersebut dibuat. Kebijakan mitigasi bencana yang 
dirumuskan sekolah ini bertujuan untuk membekali warga sekolah agar 
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dapat hidup berdampingan dengan Gunung Merapi. Secara garis besar 
ditujukan untuk mewariskan kearifan-kearifan lingkungan yang telah ada di 
masyarakat. Mulai peningkatan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan 
tentang mitigasi bencana, secara umum masyarakat telah memahaminya. 
Namun tingkat kedalaman pemahaman masyarakat mengenai mitigasi masih 
perlu ditingkatkan. Melalui sekolah, pewarisan kearifan lingkungan tersebut 
diharapkan dapat mencapai kedalaman pemahaman mengenai mitigasi 
bencana bagi warga sekolah.  
Pernyataan ini sesuai dengan pendapat dari Siti Irene Astuti 
Dwiningrum (2010: 13) masalah yang dihadapi guru mengenai pengetahuan 
mitigasi bencana belum didapatkan secara formal. Hal ini berdampak pada 
proses pendidikan di sekolah tentang pengintegrasian mitigasi bencana 
belum berjalan secara optimal. Selain itu koordinasi dan partisipasi 
antarinstansi pemerintah maupun dengan masyarakat juga sangat penting 
dalam penyelenggaraan mitigasi bencana. Koordinasi tersebut seperti 
komunikasi yang dijalin sekolah dengan Balai Desa Ngablak, serta 
melibatkan masyarakat dalam penyelenggaran kebijakan mitigasi bencana 
melalui pengadaan pertemuan antara sekolah dengan wali murid. 
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b. Proses Perumusan Kebijakan Mitigasi Bencana 
Salah satu tahap kebijakan adalah perumusan kebijakan. Proses 
perumusan kebijakan ini dilakukan agar lebih tepat sasaran dalam mengatasi 
suatu masalah. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh 
William Dunn (1998) bahwa perumusan kebijakan diperlukan dalam 
menganalisis masalah untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah 
ditentukan sebelumnya sehingga menghasilkan alternatif dan rekomendasi 
kebijakan. Proses perumusan kebijakan mitigasi bencana di SD Negeri 
Ngablak ini dilakukan dengan mengadakan musyawarah dengan 
berkoordinasi dengan Balai Desa Ngablak dan BPBD Kabupaten Magelang. 
Hasil perumusan kebijakan tersebut tertuang dalam protap yang telah 
disusun. Mulai dari siapa saja yang menjadi penanggungjawab kebijakan, 
materi-materi apa saja yang perlu diintegrasikan dalam proses pembelajaran 
di sekolah, hingga hal-hal yang bersifat teknis seperti kebutuhan-kebutuhan 
saat proses evakuasi dilakukan. Hal ini memudahkan bagi pengguna protap 
dan bagi warga sekolah dalam memahami hal-hal yang sebaiknya dilakukan 
ketika terjadi bencana. Selain itu, hal yang menjadi perhatian adalah cara 
yang ditempuh sekolah dalam merumuskan kebijakan yaitu melalui 
musyawarah. Berdasarkan pembahasan yang ada di sub bab sebelumnya, 
musyawarah merupakan salah satu bentuk kearifan di masyarakat Lereng 
Merapi. Maka dalam hal ini, sekolah telah menggunakan dimensi kearifan 
lingkungan dalam merumuskan kebijakan yang terkait dengan mitigasi 
bencana.   
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c. Program Kebijakan Mitigasi Bencana 
Program kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan dalam rangka 
menapai tujuan kebijakan. Program kebijakan dalam suatu kebijakan bersifat 
teknis. Hal ini sesuai dengan pendapat Arif Rohman (2012: 94) yang 
menyatakan program merupakan upaya atau cara yang dilakukan oleh 
orang-orang yang berhubungan dengan kebijakan untuk mencapai suatu 
tujuan.  
Program-program yang disusun SD Negeri Ngablak didasarkan pada 
kearifan-kearifan lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Kerja sama yang 
dibangun antara sekolah dengan instansi lain seperti Balai Desa Ngablak 
didasarakan pada prisnsip musyawarah seperti kearifan yang ada di sekitar 
sekolah. Selain itu, pengintegrasian materi kebencanaan dilakukan seperti 
apa yang diajarkan di masyarakat. Melalui pewarisan seccara turun menurun 
tentang kearifan-kearifan lingkungan yang telah ada di masyarakat dan 
dikolaborasikan dengan RPP yang telah disusun diharapkan dapat mencapai 
tujuan kebijakan mitigasi bencana di SD Negeri Ngablak.  
d. Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana 
Implementasi kebijakan mitigasi bencana dilakukan melalui kebijakan 
struktural dan non struktural. Kebijakan struktural di SDN Ngablak 
dilaksanakan pada hal-hal yang terkait dengan fisik sekolah. Penerapan ini 
sesuai dengan Peraturan Kepala BNBP Nomor 4 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana yang membedakan 
mitigasi menjadi dua, yaitu mitigasi struktural yang terkait dengan bangunan 
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dan prasarana, dan mitigasi non struktural yang berupa peraturan, 
penyuluhan, atau pendidikan. Demikian Siti Irene Dwi Astuti (2010: 4) yang 
menyatakan bahwa mitigasi struktural merupakan tindakan untuk 
mengurangi atau menghindari kemungkinan dampak bencana secara fisik. 
Sedangkan mitigasi non struktural adalah tindakan terkait dengan 
penyadaran masyarakat yang dilakukan untuk mengurangi resiko terkait 
dampak bencana. Mitigasi tersebut terkait dengan kebijakan, pembangunan 
kepedulian, pengembangan pengetahuan, komitmen publik, serta 
pelaksanaan metode dan operasional, termasuk mekanisme partisipatif serta 
penyebarluasan informasi. 
1) Mitigasi Struktural 
a) Konstruksi Gedung Sekolah 
Pendirian gedung sekolah yang didasarkan pada kearifan lingkungan. 
Gedung sekolah didirikan tidak menghadap Gunung Merapi dengan 
mengkonstruksi gedung sekolah seperti: 
(1) Penyediaan area terbuka di dalam lingkungan sekolah seperti 
lapangan upacara yang digunakan sebagai titik kumpul. 
(2) Halaman sekolah yang dikonstruksi landai bertujuan untuk 
meminimalisir dan memudahkan warga sekolah ketika proses 
evakuasi. 
(3) Gerbang sekolah yang lebar memudahkan proses evakuasi warga 
sekolah ketika terjadi bencana. 
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(4) Desain pintu kelas yang membuka ke bagian luar sesuai standar 
desain bangunan di kawasan rawan bencana. 
b) Artefak Kegunungapian 
Artefak kegunungapian menggambarkan aktivitas-aktivitas warga 
Lereng Merapi ketika menghadapi erupsi. Selain itu artefak-artfak ini 
dibuat berdasarkan prinsip gotong royong. Siswa diminta membuat 
sendiri artefak kegunungapian tersebut dengan bekerja sama satu 
sama lain. Manfaat mading ini antara lain: 
(1) Adanya mading sekolah yang dimanfaatkan siswa untuk 
menampilkan karyanya mengenai lingkungan dan/atau gunung api 
menjadi salah satu media sosialisasi sekolah mengenai kebijakan 
mitigasi bencana. Pemanfaatan mading ini juga dapat memotivasi 
warga sekolah dalam menambah dan mengembangkan 
pengetahuan kebencanaan.  
(2) Membuat denah evakuasi dan denah sekolah sebagai media 
sosialisasi kepada siswa dan mempermudah proses evakuasi. 
(3) Pemajangan artefak kegunungapian seperti struktur bumi, bagian-
bagian gunung, peta evakuasi, jalur evakuasi, tugas-tugas dan 
tanggung jawab warga sekolah ketika terjadi bencana erupsi, dan 
lain-lain. 
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2) Non Struktural 
a) Sosialisasi  
Sosialisasi ini diintegrasikan ketika ada pertemuan dengan wali murid. 
Selain itu, sekolah juga bekerjasama dengan Balai Desa Ngablak saat 
ada rapat desa. Penyampaian sosialisasi tidak disusun secara khusus 
dalam suatu kegiatan, namun disampaikan di sela-sela kegiatan. Hal ini 
didasari pada dimensi kearifan yang ada di masyarkat berupa 
perkumpulansebagai wadah sekolah dalam melaksanakan sosialisasi 
tentang mitigasi bencana. 
b) Pengintegrasian Materi Kegunungapian dalam Pembelajaran 
Pengintegrasian materi kegunungapian dilakukan oleh guru-guru kelas 
dengan menyampaikan intisari dari RPP yang dirancang. Pada 
program ini sekolah bekerjasama dengan lembaga Save The Children 
dan BPBD Kabupaten Magelang dalam pembuatan dokumen 
rancangan bahan ajar pengintegrasian pengurangan resiko bencana 
gunung api dalam mata pelajaran di tingkat SD atau MI. Program ini 
bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana di tingkat 
sekolah dasar, meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan 
kemampuan tentang pengurangan resiko bencana di tingkat sekolah. 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para pendidik di 
SD Ngablak, pengintegrasian ini biasanya dilakukan seperti orang tua 
yang sedang memberikan nasehat kepada anaknya. Misalnya ketika 
jam istirahat, para pendidik ikut serta dalam perkumpulan siswa dan 
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memberikan nasehat-nasehat yang dikemas dalam obrolan ringan. Hal 
ini bertujuan agar pesan yang disampaikan pendidik lebih mudah 
diterima oleh siswa. 
c) Koordinasi antara Sekolah dengan Desa 
Letak sekolah yang berada di sebelah kantor desa mempermudah 
sekolah dalam melakukan koordinasi dengan desa. Koordinasi ini 
diperlukan mengingat peristiwa mengenai menjadi tanggung jawab 
baik dari pihak balai desa maupun sekolah. Bentuk koordinasi yang 
dilakukan sekolah dengan balai desa dalam bentuk musyawarah. Baik 
sekolah maupun balai desa secara bergiliran mengadakan koordinasi 
untuk bermusyawarah terkait dengan mitigasi bencana. Hal ini tentu 
sesuai dengan kearifan yang ada di masyarakat Lereng Merapi yang 
menjujung tinggi musyawarah sebagai mediasi untuk memecahkan 
masalah. 
d) Desa Bersaudara (Sister Village) 
Desa Ngablak merupakan desa yang termasuk dalam kategori 
Kawasan Rawan Bencana. Maka dari itu diperlukan kerja sama dengan 
desa lain ketika terjadi bencana terutama hal yang terkait dengan 
evakuasi. Desa bersaudara dari Desa Ngablak adalah Desa Kradenan 
yang masih berada di Kecamatan Srumbung. Jika terjadi kemungkinan 
yang mengancam nyawa pengungsi, maka evakuasi akan dilakukan di 
Kadiluwih, Somokerto, maupun Desa Tirto Kecamatan Salam. Awal 
mula dicetuskannya desa bersaudara ini merupakan kearifan yang 
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sebelumnya telah ada di masyarakat. masyarakat terlebih dahulu 
merangkul desa yang dianggap aman dari dampak Merapi untuk 
dijadikan sebagai tempat pengungsian. Kearifan ini kemudian 
digunakan pula oleh sekolah ketika terjadi erupsi dan diharuskan 
mengungsi. Dengan demikian kebijakan sekolah yang disebut desa 
bersaudara ini dilandasi pada kearifan lingkungan dari masyarakat 
Lereng Merapi. 
e) Simulasi Bencana 
Simulasi bencana ini bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan warga 
sekolah dalam melindungi diri sendiri dan orang di sekitarnya jika 
terjadi bencana dengan semangat bergotong royong sesuai dengan 
kearifan yang telah ada di masyarakat Lereng Merapi. Warga sekolah 
dilatih untuk bekerja sama dan membagi tugas ketika terjadi erupsi. 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas maka dapat 
disimpulkan bahwa kearifan lingkungan yang belum digunakan sekolah dalam 
menyusun dan mengimpelentasikan kebijakan mitigasi bencana adalah 
pemanfaatan alat tradisional berupa kentongan sebagai salah satu alat yang 
mendukung Early Warning System. Maka dari itu pengambil kebijakan di SDN 
Ngablak perlu mempertimbangkan hal tersebut dalam pembuatan kebijakan 
mitigasi bencana.  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang terkait dengan 
Kebijakan Mitigasi Bencana Berbasis Kearifan lingkungan di SD Negeri 
Ngablak, maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Kearifan lingkungan yang terdapat di Lereng Merapi yang terkait dengan 
kegunungapian. Kearifan-kearifan lingkungan tersebut terdiri dari:  
a) Keyakinan terhadap keberadaan gunung merapi sebagai anugrah; 
b) Kesadaran tentang pentingnya hidup berdampingan dengan Gunung 
Merapi; 
c) Tanda Fisik dan Metafisik sebagai Peringatan akan terjadinya Bencana 
d) Musyawarah masyarakat sebagai cara untuk mencari solusi tentang 
permasalahan yang berkaitan dengan bencana Gunung Merapi; 
e) Gotong Royong saat terjadi bencana dan pasca bencana; 
f) Kentongan sebagai alat peringatan terjadinya bencana;  
g) Pengelolaan dan pemanfaatan alam dengan prinsip ‘Sak Madya’; dan 
h) Larangan Membangun Rumah Menghadap ke Arah Gunung Merapi. 
2. Kebijakan Mitigasi Bencana yang berbasis Kearifan lingkungan terdiri dari: 
a) Struktural: konstruksi gedung sekolah yang didasarkan pada kearifan 
lingkungan di mana gedung tidak boleh menghadap ke Gunung Merapi, 
hal ini mendukung dan memudahkan warga sekolah dalam proses 
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evakuasi serta pembuatan artefak kegunungapian yang didasarkan pada 
prinsip gotong royong;  
b) Non-struktural:  
(1) Sosialisasi sebagai langkah awal pelaksanaan kebijakan mitigasi 
bencana yang dikemas dalam bentuk musyawarah dan pertemuan. 
(2) Pengintegrasian Materi Pembelajaran sebagai salah satu cara untuk 
menambah dan memperluas wawasan kebencanaan dengan metode 
nasehat seperti yang dilakukan masyarakat pada generasi penerusnya. 
Pengintegrasian ini bertujuan untuk menguatkan keyakinan warga 
sekolah bahwa Gunung Merapi merupakan sebuah anugrah, 
mengenali tanda fisik dan metafisik sebagai suatu peringatan akan 
terjadinya bencana, menyadari tentang pentingnya hidup 
berdampingan dengan Gunung Merapi, serta melatih siswa untuk 
memanfaatkan alam dengan prinsip ‘sak madya’. 
(3) Koordinasi Sekolah dengan Desa dalam bentuk musyawarah sebagai 
salah satu bentuk tanggung jawab instansi pemerintah dalam 
melindungi warganya dari ancaman bencana yang berbasis sekolah 
dengan dimensi kearifan lingkungan. 
(4) Desa Bersaudara (Sister Village) sebagai hasil musyawarah dan 
koordinasi antara lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, dan 
masyarakat Lereng Merapi dengan cara bergotong royong dalam 
menangani proses evakuasi, baik ketika terjadi bencana maupun pasca 
bencana yang melibatkan sekolah.  
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(5) Simulasi Bencana yang ditujukan untuk meningkatkan ketrampilan 
warga sekolah ketika terjadi bencana berdasarkan wawasan yang telah 
dimiliki masyarakat dengan prinsip gotong royong. 
Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 
kearifan lingkungan yang belum diaplikasikan dalam kebijakan mitigasi 
bencana. Kearifan tersebut terkait dengan penggunaan alat tradisional sebagai 
alat komunikasi ketika terjadi bencana. 
B. Saran 
Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, berikut ini 
beberapa saran dari peneliti terkait dengan kebijakan mitigasi bencana berbasis 
kearifan lingkungan. 
1. Bagi Sekolah 
a. Perlunya kebijakan tertulis terkait dengan kebijakan mitigasi bencana 
agar sekolah dan warga sekolah lebih mudah dalam melaksanakan dan 
menilai tingkat keberhasilan kebijakan yang terkait dengan mitigasi 
bencana.  
b. Pengintegrasian kearifan lingkungan dalam proses pembuatan kebijakan 
dan proses belajar mengajar perlu dioptimalkan dalam rangka mengatasi 
masalah yang terkait dengan kegunungapian. 
c. Kegiatan sosialisasi dan simulasi yang berbasis kearifan lingkungan perlu 
dikembangkan demi mencapai tujuan kebijakan mitigasi bencana 
khususnya di tingkat sekolah. 
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d. Jalinan kerja sama dengan masyarakat dan instansi non-pemerintah perlu 
ditingkatkan sebagai penunjang keberhasilan kebijakan mitigasi bencana 
berbasis kearifan lingkungan di sekolah. 
e. Perlunya menggunakan alat-alat tradisional yang mendukung kebijakan 
mitigasi bencana, seperti pengunaan kentongan sebagai alat yang 
mendukung kebijakan mitigasi bencana. 
2. Bagi Guru 
Penyampaian materi pembelajaran yang diintegrasikan dengan mitigasi 
bencana yang berbasis kearifan lingkungan perlu dikembangkan agar siswa 
dapat benar-benar menguasai materi dan menjadi pewaris nilai-nilai yang 
ada di masyarakat terkait dengan mitigasi bencana. 
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Lampiran 1 Pedoman Observasi 
PEDOMAN OBSERVASI 
 
A. Konstruksi Bangunan 
B. Artefak-Artefak 
C. Proses Pembelajaran 
D. Buku Pelajaran 
E. Buku Pedoman Penanggulangan Bencana 
F. Tugas dan/atau Kegiatan Warga Sekolah 
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Lampiran 2 Pedoman Wawancara 
PEDOMAN WAWANCARA 
A. Kepala Sekolah 
1. Bagaimana Kepala Sekolah berpendapat mengenai keberadaan 
Gunung Api Merapi? 
2. Apa saja kearifan-kearifan lingkungan yang terdapat di sekolah terkait 
dengan kebencanaan? 
3. Bagaimana bentuk-bentuk kearifan lingkungan tersebut diterapkan 
dalam kegiatan sehari-hari di sekolah? 
4. Bagaimana tanggapan Kepala Sekolah terkait dengan adanya UU yang 
mengatur mengenai penanggulangan bencana? 
5. Apa saja  kebijakan sekolah yang terkait dengan mitigasi bencana 
Gunung Api Merapi? 
6. Bagaimana proses pembuatan kebijakan tersebut dilakukan? 
7. Siapa saja yang telibat dalam pembuatan kebijakan tersebut? 
8. Bagaimana penyelenggaraan kebijakan tersebut? 
9. Siapa saja yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan kebijakan 
tersebut? 
10. Bagaimana respon siswa mengenai kebijakan tersebut? 
11. Bagaimana pendapat Kepala Sekolah terkait dengan kebijakan 
tersebut? 
B. Guru 
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1. Bagaimana guru berpendapat mengenai keberadaan Gunung Api 
Merapi? 
2. Apa saja kearifan-kearifan lingkungan yang terdapat di sekolah yang 
terkait dengan kebencanaan? 
3. Bagaimana bentuk-bentuk kearifan lingkungan tersebut diterapkan 
dalam kegiatan sehari-hari di sekolah? 
4. Bagaimana pendapat guru mengenai UU yang mengatur tentang 
penanggulangan bencana? 
5. Apa saja  kebijakan sekolah yang terkait dengan mitigasi bencana 
Gunung Api Merapi? 
6. Bagaimana proses pembuatan kebijakan tersebut dilakukan? 
7. Bagaimana bentuk partisipasi guru dalam proses pembuatan kebijakan 
tersebut? 
8. Bagaimana guru mengimplementasikan kebijakan tersebut? 
9. Bagaimana penyelenggaraan kebijakan tersebut? 
10. Siapa saja yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan kebijakan 
tersebut? 
11. Bagaimana respon siswa mengenai kebijakan tersebut? 
12. Bagaimana pendapat guru terkait dengan kebijakan tersebut? 
C. Siswa 
1. Bagaimana respon siswa terhadap adanya kebijakan mitigasi bencana 
gunung api? 
2. Bagaimana penyelenggaraan kebijakan tersebut? 
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3. Bagaimana pendapat siswa mengenai kebijakan tersebut? 
4. Bagaimana siswa mempraktekkan beberapa tindakan penanggulangan 
bencana? 
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Lampiran 3 Pedoman Dokumentasi 
PEDOMAN DOKUMENTASI 
1. Arsip Tertulis 
a. Visi dan Misi sekolah 
b. Dokumen profil sekolah 
c. Dokumen Rancangan Bahan Ajar 
d. Prosedur Tetap 
2. Foto 
a. Gedung Sekolah 
b. Artefak-artefak 
c. Kegiatan warga sekolah 
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Lampiran 4 Catatan Lapangan 
Catatan Lapangan I 
Hari/ Tanggal  : Jumat/ 20 Maret 2015 
Tempat  : SD Negeri Ngablak 
Kegiatan  : Pra observasi 
Pada hari pertama penelitian dilakukan, peneliti meminta izin kepada Kepala 
Sekolah untuk mengamati aktivitas yang terjadi di sekolah. Pra observasi ini 
difokuskan pada hal-hal yang terkait dengan kebijakan mitigasi bencana. Peneliti 
mengamati konstruksi bangunan dari sekolah. Hasil pra observasi ini terkait 
dengan kondisi fisik sekolah mulai dari ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang 
guru, kamar mandi siswa, dan kamar mandi guru dicatat sesuai adanya. Selain itu 
peneliti juga meminjam dokumen-dokumen sekolah seperti profil sekolah, 
prosedur tetap, dan rancangan bahan ajar. Peminjaman dilakukan dengan Kepala 
Sekolah dengan melakukan obrolan singkat terkait hal-hal yang telah diamati. 
Hasil pra observasi ini antara lain data-data kondisi bangunan sekolah, dokumen 
yang terkait mitigasi bencana, dan sekilas gambaran program-program yang 
terkait dengan mitigasi bencana. Hasil pra observasi tersebut digunakan untuk 
penggalian data ketika wawancara dengan warga sekolah selanjutnya. 
 
Hari/ Tanggal  : Jumat/ 27 Maret 2015 
Tempat  : MI Ma’arif Ngablak 
Kegiatan  : Pra observasi 
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Pra observasi di MI Ngablak ini terkait dengan kebijakan mitigasi bencana. 
Pengamatan kondisi gedung sekolah dilakukan mulai dari mengamati konstruksi 
gedung kelas, ruang guru, dan halaman sekolah. Selain itu, peneliti juga bertemu 
dengan kepala sekolah dengan membicarakan aktivitas-aktivitas apa saja yang 
terkait dengan mitigasi bencana. Ternyata data yang diperlukan peneliti dalam 
penelitian tidak ditemukan. Dengan demikian, setting penelitian yang awalnya ada 
di dua sekolah, menjadi satu sekolah di SDN Ngablak saja.  
 
Hari/ Tanggal  : Rabu/ 8 April 2015 
Tempat  : SDN Ngablak 
Kegiatan :Observasi kegiatan warga sekolah dan proses pembelajaran 
Peneliti mengamati kegiatan-kegiatan siswa di halaman sekolah, serta interaksi 
antarwarga sekolah, seperti interaksi antara pendidik dengan siswa ketika kegiatan 
belajar mengajar dan ketika jam istirahat. Selain itu, peneliti menggunakan 
observasi tersamar, jadi pendidik dan siswa tidak menyadari jika peneliti sedang 
melakukan pengamatan. Dari kegiatan ini, peneliti mencatat gambaran hasil 
pengamatan dari proses belajar mengajar di kelas. 
 
Hari/ Tanggal  : Rabu/ 15 April 2015 
Tempat  : SDN Ngablak 
Kegiatan : Pengamatan aktivitas warga sekolah dan wawancara 
Bapak RM 
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Peneliti mengamati dan mencatat aktivitas-aktivitas yang terjadi di lingkungan 
sekolah. Mulai dari ketika dilaksanakan apel pagi, proses pembelajaran sampai 
ketika jam pulang sekolah. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan 
Bapak RM terkait dngan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan 
kebencanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di SDN Ngablak terdapat 
beberapa program yang dijalankan yang terkait dengan kebencanaan. 
Dokumentasi juga dilakukan terkait dengan pendokumentasian konstruksi gedung 
sekolah dan artefak kegunungapian. 
 
Hari/ Tanggal  : Sabtu/ 25 April 2015 
Tempat  : SDN Ngablak 
Kegiatan : Wawancara dengan Bapak WH dan Bapak SY 
Wawancara ini dilakukan di ruang Kepala Sekolah dan di ruang kelas. 
Wawancara ini menghasilkan adanya berbagai mitos-mitos dan cerita rakyat yang 
berkaitan dengan Gunung Merapi. Wawancara ini seolah-olah seperti wawancara 
yang berbau misteri. Hal ini disebabkan masih banyaknya pertanyaan-pertanyaan 
yang tidak masuk akal tetapi masyarkat mengiyakan hal tersebut. Mitos-mitos 
yang menyelubungi Gunung Merapi justru dijadikan masyarakat semakin ingin 
mengenali lingkungannya. 
 
Hari/ Tanggal  : Rabu/ 29 April 2015 
Tempat  : Gedung KPRI Kecamatan Dukun 
Kegiatan : Sosialisasi Kebencanaan Berbasis Pendidikan oleh BPBD 
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Peneliti ikut serta dalam kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh BPBD 
Kabupaten Magelang. Pada acara ini banyak disampaikan hal-hal yang terkait 
dengan kebencanaan yang berbasis pendidikan. Artinya hal-hal yang bisa 
dipersiapkan sekolah dalam menghadapi bencana. Kegiatan ini juga dijadikan 
BPBD sebagai bahan evaluasi dan pengembangan kebijakan dengan 
mengalokasikan waktu untuk tanya jawab. Acara ini dihadiri oleh 5 orang 
pegawai UPT Pendidikan Kecamatan Dukun, 2 orang perwakilan dari UPT 
Pendidikan Kecamatan Srumbung, 8 orang perwakilan sekolah dasar dari 
Kecamatan Srumbung, 12 orang guru perwakilan sekolah dasar dari Kecamatan 
Dukun, dan 3 orang pegawai dari BPBD Kabupaten Magelang.  
Kegiatan sosialisasi tersebut berisi tentang hal-hal yang terkait dengan potensi 
bencana-bencana yang terdapat di Kabupaten Magelang yang kemudian 
dikhususkan pada potensi bencana yang ada di Kecamatan Dukun dan Srumbung. 
Potensi-potensi bencana tersebut antara lain seperti kekeringan, banjir lahar 
dingin, banjir bandang, hujan abu dan/atau kerikil, dan gunung meletus. Selain 
materi mengenai potensi bencana, materi tentang pengurangan resiko bencana 
juga disampaikan dalam sosialisasi ini. Materi-materi sosialisasi disampaikan oleh 
petugas BPBD Kabupaten Magelang yang terdiri dari Kepala Pelaksana BPBD, 
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dan anggota administrasi BPDB 
Kabupaten. Kegiatan sosialisasi ini merupakan program dari Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang. Kegiatan sosialisasi ini 
bertemakan “Sosialisasi Pengembangan Budaya Sadar Bencana Kabupaten 
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Magelang Tahun 2015 (Berbasis Pendidikan)”. Berikut ini susunan acara pada 
sosialisasi tersebut. 
a) Sambutan Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Dukun 
Sambutan dari Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Dukun berisi tentang 
pentingnya kegiatan sosialisasi sadar bencana terutama di dunia pendidikan. 
Selain itu, Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Dukun ini juga menyampaikan 
terima kasih kepada BPBD Kabupaten Magelang yang berkenan mengadakan 
program sosialisasi di Kecamatan Dukun. 
b) Penyampaian Materi Sesi Pertama 
Materi pertama disampaikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Magelang. Materi yang disampaikan terkait 
dengan karakteristik bencana di Kabupaten Magelang. Setelah pemateri 
pertama, acara selanjutnya diisi oleh pemateri kedua yang disampaikan oleh 
Kepala Pelaksana BPBD. 
c) Penyampaian Materi Sesi Kedua 
Materi kedua ini berisi tentang kebijakan penanggulangan bencana di 
Kabupaten Magelang. Penyampaian materi ini disampaikan dengan 
mengintegrasikan beberapa kegiatan dalam pembelajaran di sekolah.  
d) Sesi Tanya Jawab 
Setelah penyampaian materi ini selesai, acara selanjutnya adalah diskusi dan 
tanya jawab. Beberapa pertanyaan dan respon yang disampaikan oleh peserta 
sosialisasi. Diantaranya pertanyaan mengenai kebijakan penanggulangan 
bencana apa saja yang dapat diterapkan di sekolah dasar, alur teknis proses 
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evakuasi ketika terjadi bencana, apa saja kebijakan penanggulangan bencana 
yang termasuk kebijakan jangka panjang, dan saran mengenai kerusakan jalan 
yang terdapat di beberapa titik yang menjadi jalur evakuasi bencana. 
 
Hari/ Tanggal  : Selasa/ 5 Mei 2015 
Tempat  : SDN Ngablak 
Kegiatan : Wawancara dengan Bapak SY, Siswa kelas 4 dan 5 
Peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan Bapak SY karena pertimbangan 
data-data yang belum didapatkan. Selain itu, peneliti juga mewawancarai siswa-
siswa kelas 4 dan 5 terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan 
kebencanaan. Hasil dari wawancara ini kemudian mendapat konfirmasi terkait 
dengan penyelenggaraan kegiatan yang sebelum-sebelumnya telah dilaksanakan. 
 
Hari/ Tanggal  : Senin/ 11 Mei 2015 
Tempat  : SDN Ngablak 
Kegiatan : Wawancara Bapak RM dan Bapak AY 
Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak RM untuk mengkonfirmasi data-
data yang telah didapatkan. Wawancara ini juga terkait dengan konstruksi 
bangunan serta artefak-artefak yang berkaitan dengan kegunungapian. Sedangkan 
wawancara yang dilakukan dengan Bapak AY terkait dengan proses pembelajaran 
dan bagaimana guru dalam mengintegrasikan materi kegunungapian dalam tema-
tema pembelajaran. Selain wawancara-wawancara tersebut, peneliti juga 
mendokumentasi beberapa artefak kegunungapian yang terdapat dalam kelas. 
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Hari/ Tanggal  : Jumat/ 15 Mei 2015 
Tempat  : SDN Ngablak 
Kegiatan : Konfirmasi data 
Data-data yang telah dikumpulkan peneliti sebelumnya kemudian dikonfirmasikan 
kepada pihak sekolah. Hal ini agar penelitian yang dilakukan peneliti dapat 
dipertanggungjawabkan. Beberapa masukan juga diberikan kepala sekolah kepada 
peneliti terkait dengan sistematika penulisan dan teori-teori yang perlu 
ditambahkan.  
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Lampiran 5 Transkrip Wawancara 
1. Kepala Sekolah 
Hari/ Tanggal : Kamis/ 23 April 2015 
Pukul  : 07.00-09.30 WIB 
Tempat : Ruang Kepala Sekolah SD Negeri Ngablak 
a. Berapa jarak sekolah dengan Gunung Merapi? 
Jaraknya 10 kilo. 
b. Apakah jarak tersebut termasuk kawasan rawan bencana? 
Ya, radius 3, KRB III. 
c. Adanya fenomena alam Gunung Merapi, bagaimana pandangan Bapak 
terhadap keberadaan Gunung Merapi? 
Ya kalau pandangan saya tentang Merapi itu, karena saya sudah lama 
di sini itu ya ini udah terbiasa. Udah terbiasa. Nah, itu ya kemarin 
sudah mengadakan pelatihan PRB itu kita juga melanjutkan ya 
melanjutkan program dari yang dulu, dari PRB. Ini rencana juga akan 
mengadakan sosialisasi, di Dukun. Itu yang diundang perwakilan 
sekolah-sekolah  dasar se-Kecamatan Dukun dan Srumbung 
Magelang, dari srumbung ada 8 sekolah termasuk SD Negeri Ngablak.  
d. Bapak sendiri melihat gunung merapi itu sebagai anugrah atau justru 
bencana/ musibah?  
Anugrah, menurut saya itu anugrah. Asalkan kita itu bersahabat, kita 
haru s mengenal, ramah dengan lingkungan. Tapi kalau kita tidak 
ramah dengan lingkungan malah bisa jadi musibah. Menurut saya itu 
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lho,  hahah. Karena menurut saya lingkungan itu kan sangat 
mempengaruhi terhadap eee makhluk hidup yang ada di sekitarnya. 
Hla kalau kita ramah dengan lingkungan maka ya lingkungan tidak 
marah. Tapi kalau diganggu ya marah. Tapi kalau kita bersahabat ya 
ngga.  
e. Apa saja kebijakan yang terkait dengan mitigasi bencana di sekolah 
ini?  
Kalau kebijakan itu ya struktural sama non struktural itu mbak. Dari 
pemerintah itu. Tapi saya kait-kaitkan sama kebiasaannya orang-
orang sekitar sini mbak. Kalau programnya itu ya ini mengingat 
kembali  apa yang sudah diberikan save the children , integrasi 
materi, pelatihan-pelatihan itu. Selalu saya mengingatkan pada anak 
untuk perhatian bilamana ada sesuatu itu anak-anak harus tanggap.  
Naah ya, setiap saya apel pagi, setiap waktu itu saya sering 
mengingatkan pada anak-anak supaya kita itu harus bisa menjaga dan 
persiapan kalau misalnya keadaan cuaca tidak baik. Anak-anak 
disuruh berkemas-kemaslah di rumah. Supaya nanti kalau terjadi kita 
sudah siap.  
f. Apa saja ektrakurikuler yang ada di sekolah?  
Ada rebana, angklung, pramuka. 
g. Bagaimana cara save menjalin kerja sama?  
Ha itu save the children yang mendahului, sekolah menanggapi dan 
sebagai fasilitator. Ada diskusi antara sekolah dengan spihak sana 
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sebelum melaksanakan kegiatan. Itu juga gurunya juga terlibat 
dengan siswanya. Siswanya itu kelas 4, 5, dan 6. Itu ya langsung, jadi 
itu semacam simulasi. Terus membuat gambar-gambar. Terus 
mengenal alam, terkait dengan gunung Merapi terus misalnya 
evakuasinya ke mana. Anak-anak itu disamping praktek juga di kelas 
itu diberikan itu semacam mata pelajaran, seperti teori. Misalnya 
diintegrasikan dengan IPA mengenal tentang gempa bumi, gempa 
bumi tektonik vulkanik. Terus itu anak-anak juga membuat peta-peta 
evakuasi. Terus ada titik kumpul I, II, hahah… Tujuan yang lain agar 
pihak guru kelas agar diintegrasikan ke mata pelajaran. Tapi itu save 
juga terlibat secara langsung. Kalau LSM itu dia langsung jadi teori 
langsung prakterk. Kalau guru-gurunya secara umum kaitannya 
dengan mata pelajaran itu.  
h. Bagaimana penjelasan Bapak terkait dengan Protap?  
Itu dari save the children kerja sama dengan BPBD sama sekolah. 
Sebetulnya yang membuat itu dari sekolah, tapi sana yang 
membuatkan (menyetak). Jadi sekolah tinggal tanda tangan saja. 
Sekolah kan juga dilibatkan. Ngablak juga mewakili pembuatan 
protap. Termasuk diadakan pertemuan-pertemuan ini nanti kan untuk 
membahas itu kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Kalau 
yang dulu itu satu bulan sekali bertemu. Biasanya di sini. Kalau 
secara keseluruhan itu di arthos, itu sudah dua kali.  
i. Siapa yang bertanggung jawab atas kebijakan ini?  
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Yang bertanggung jawab itu sebenarnya ya semua, hehe.. ya 
masyarkat, sekolah, pemerintah. Hahah… tapi itu sebenarnya dari 
desa karena izinnya melalui desa. Jadi sekolah itu bekerja sama 
dengan desa.  
j. Bagaimana implementasi kebijakan tersebut?  
Kegiatan pelaksanaannya itu kita musyawarah antradesa dengan 
sekolah itu tempatnya di balai desa. Melibatkan masyarakat, wali 
murid, siswa dan guru. Karena itu hanya di sekolah. Masyarakatnya 
hanya wali murid, itu apa ya mau berdiri sendiri karena tidak ada 
pelatihan kemarin terjadi misalnya terjadi bencana di sekolah. Nah 
sekolah dengan balai desa sudah bekerja sama. Jadi waktu dinas jam 
7 sampai 12.10 itu waktu dinas, jadi kalau terjadi bencana di waktu 
dinas itu nanti yang bertanggung jawab sekolah. Kalau di luar jam itu 
diserahkan kepada desa. Savethe children juga bekerja sama dengan 
desa. kalau pelaksanaan memang cukup bagus, karena sebelum ada 
pelatihan ini. Dulu tu dalam evakuasi itu ya berdiri sendiri-sendiri. 
Jadi semauunya sendiri lah, mau evakuasi ke mana itu ya sudah 
pokoknya nggak ada yang ngatur. Tapi dengan adanya kerja sama ini 
di kondisikan antara anak dengan masyrakat nanti evakuasinya ke 
sana gitu. Jadi sekolahnya anak-anak juga didekatkan dengan tempat 
evakuasi. Kalau dulu kan tidak, dulu repot dadi guru mencari 
muridnya kan susah itu. Kalau dulu ya punya saudara di mana ya ikut 
saudara. Tapi sekarang yam au tidak mau harus jadi satu, biar mudah. 
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Tapi susahnya itu alat transportasi, karena sewaktu itu terjadi 
keadaan kendaraan itu mungkin ya belum siap. Mungkin kalau 
kendaraannya ada, mungkin supirnya tidak ada ya to. Ada supirnya 
mungkin kendaraannya baru dipake. Karena itu tidak tau kapan 
meletusnya itu kita tidak bisa mendekteksi hahaha… itu kalau untuk 
hambatannya seperti itu. Untuk pendukungnya itu ya ini dari desa itu 
sudah memberikan rambu-rambu dan fasilitas evakuasi itu berkaitan 
dengan desa lain yang mau ditempati. Itu sudah dikondisikan. Anak-
anak disuruh kumpul, menyiapkan dan mengemas buku-buku dan alat-
alat yang diperlukan. Kemudian mengunggu aba-aba dari desa. Nanti 
kendaraan fasilitasnya di sana. Kendaraannya dari desa yang bekerja 
sama dengan PMI. Tapi kemarin juga menyiapkan armada dari TNI. 
Ya pokoknya desa menyiapkan semua kalau sewaktu-waktu dibutuhkan 
sudah ada. Kemarin ada 2 truk milik warga. Untuk mengangkut anak-
anak.  
k. Bagaimana gambaran pelaksanaan simulasi tersebut?  
Terakhir itu kegiatan di Borobudur, marathon tingkat nasional di 
candi borobudur. Pelaksanaannya ya cukup sulit ya kita itu harus 
komunikasi ke desa ke masyarakat, jadi kegiatan bisa terwujud. 
Karena tidak mungkin itu bekerja sendiri. Misalnya saya 
mengumpulkan anak-anak sendiri tanpa komunikasi dengan desa, wali 
murid, tidak mungkin bisa terlaksana. Mungkin saya malah diprotes. 
Karena ya menyangkut nyawa to itu. Kalau diserahkan ke saya semua 
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ya…? Kita kan harus memfasilitasi segala-galanya. Makanya saya 
tetap komunikasi dengan wali murid dengan desa. Karena wilayah ini, 
desa Ngablak ini kan muridnya itu kan sebagian besar dari desa 
srumbung. Maka saya mendatangkan wali murid juga dari srumbung 
dan dari purwosari ngablak. Saya membuat undangan untuk 
berkumpul di balai desa terkait dengan pelaksanaan simulasi. 
Termasuk nanti ketika evakuasi kan nanti mungkin di desa ngbalak 
dengan srumbung berjauhan. Supaya nanti kok bisa berdekatan nanti 
kita ya harus ada komunikasi misalnya dengan kecamatan. Atau dari 
pemerintah yang bersangkutan supaya dikondisikan supaya tidak 
terlalu jauh. Ya repot tu lha kemarin wah iki deso ngablak ono loro 
srumbung karo ngbalak iki mengko kudune mendatangkan tokoh dari 
srumbung dan dari ngablak. 
l. Bagaimana respon siswa terhadap kebijakan/ kegiatan tentang 
kebencanaan?  
Anak-anak senang, antusias. 
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Lampiran 6 Kegiatan Sosialisasi Kebencanaan 
 
 
Gambar 1 Pemasangan Banner Kegiatan Sosialisasi 
 
Gambar 2 Sambutan Kepala UPT Kecamatan Dukun 
 
Gambar 3 Penyampaian Materi tentang Kebencanaan 
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Gambar 4 Penyampaian Materi tentang Kebijakan BPBD Kabupaten Magelang 
 
Gambar 5 Peserta Sosialisasi 
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